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BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Daerah perlu
diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan memberikan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan perlu
dilakukan penambahan jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan
dengan pola pelayanan terpadu satu pintu;

bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perizinan dan
non perizinan secara profesional dan transparan perlu ditetapkan Standar
Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Kabupaten Kubu Raya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu
Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Hewan Dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dan/Atau
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten
Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
KABUPATEN KUBU RAYA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

4
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

18.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan
terpadu.

Instansi Pelaksana adalah satuan kerja yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan
publik.

Pelayanan Umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak
termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit).

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah
atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara
lain izin usaha dan izin operasional.

Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan
informasi mengenai penanaman modal yang tujuan untuk membantu penanam modal dalam
memperoleh kemudahan pelayanan dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan
meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, dengan ruang
lingkup yang mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan pelayanan non perizinan di bidang
penanaman modal.

Perizinan/Non Perizinan Daerah adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha
baik dalam bentuk dokumen perizinan maupun non perizinan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Perizinan/Non Perizinan Penanamaan Modal adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau
badan usaha baik dalam bentuk dokumen perizinan maupun non perizinan untuk melengkapi
sebagian syarat legalitas penanaman modal yang dilaksanakan di Daerah sesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah.

Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem
elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Daerah Provinsi Penanaman
Modal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penanaman Modal.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya
disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaduan langsung adalah pengaduan dari masyarakat dalam bentuk lisan/tulisan berkenaan
dengan perizinan dan non perizinan yang disampaikan secara langsung dengan cara mendatangi
penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.



19. Pengaduan tidak langsung adalah pengaduan dari masyarakat berkenaan dengan perizinan dan
non perizinan yang disampaikan dalam bentuk lisan/tulisan melalui media tertentu.

(1) Jenis

BAB 11
JENIS PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Pasal 2
pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

meliputi 2 (dua) jenis pelayanan, terdiri dari:
a. Pelayanan Perizinan; dan
b. Pelayanan Non Perizinan.
(2) Jenis pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Perizinan Daerah, terdiri dari :

1.
2.
3

4.
3.

I1zin Undang-Undang Gangguan/HO.

Izin Pengolahan Limbah Cair.

Izin Penyimpanan Sementara,Izin Pengumpulan Dan Izin Lokasi Pengolahan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Izin Reklame.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

1) Permohonan Baru.

2) Pendaftaran Ulang.

3) Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
4) Perubahan.

5) Penggantian.

. Surat Izin Usaha Mikro(Untuk semua jenis usaha dengan kekayaan bersih > Rp. 50 juta

tidak termasuk tanah dan bangunan).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi.
Izin Pendirian Rumah/Klinik Bersalin.

. Izin Pendirian Balai Pengobatan.

Izin Praktik Dokter Spesialis.
Izin Praktik Dokter Umum/Gigi.
1zin Praktik Bidan.

Surat Izin Praktik Perawat.

. Izin Pendirian Apotik.

Izin Pendirian Optik.

. Izin Pendirian Toko Obat.

Izin Pengobatan Tradisional.

. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta.

. Izin Kerja Perawat Gigi.

. Izin Praktik Fisioterapi.

. Izin Kerja Repraksionis Option (RO).

. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.

. 1zin Laik Sehat Hygiene Sanitasi (hotel, kolam renang, restoran, rumah makan, jasa

boga, cafe, warung kopi, air minum isi ulang (air minum dalam kemasan/depot).

. Izin Operasi Pemberantasan Hama (pest control).
. Izin Tempat Pemotongan Hewan.
. Izin Usaha Penggilingan Padi (skala besar dan skala kecil).

Izin Usaha Toko Obat Hewan.
Izin Kios Sarana Produksi (Saprodi) Benih, Bibit, Pupuk Dan Pestisida.

. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2) Pendidikan Dasar.
3) Pendidikan Menengah.
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Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
I1zin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan.
Izin Pendirian Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional.
Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen.
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
Surat Izin Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator Telekomunikasi.
Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi.
Izin Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonantie).
Izin Instalansi Penangkal Petir.
1zin Instalansi Genset.
Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi.
Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan:
1) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau (SIUASDA).
2) Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP).
Izin Persetujuan Pengoperasian Kapal Sungai Dan Penyeberangan.
Surat Izin Pemakaian/Pemanfaatan Permukaan Air Sungai:
1) 1zin DUKS (Dermaga Khusus dan Pelabuhan Khusus Lokal).
2) Izin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond).
3) Izin Galangan Kapal.
4) Izin Dipo Minyak (Floating Pump) Dan Restoran Terapung.
Izin Usaha Angkutan:
1) Angkutan orang dalam trayek:
- Angkutan lintas batas negara.
- Angkutan antar kota antar provinsi.
- Angkutan antar kota dalam provinsi.
- Angkutan kota.
- Angkutan pedesaan.
- Angkutan perbatasan.
- Angkutan khusus.
2) Angkutan orang tidak dalam trayek:
- Angkutan taksi.
- Angkutan sewa.
- Angkutan pariwisata.
- Angkutan lingkungan.
3) Angkutan barang.
Izin Trayek (angkutan orang dalam trayek):
1) Permohonan baru.
2) Perpanjangan izin.
3) Perubahan izin :

- Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi.
- Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi.

- Perubahan jam perjalanan.

- Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute atau perpendekan rute).

- Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
- Pengalihan kepemilikan perusahaan.

- Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas

kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Izin Operasi (angkutan orang tidak dalam trayek).
Izin Bengkel.
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
1) SIUP (Baru).
2) SIUP (Perubahan).
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):
1) SIPI Baru:

- Alat Penangkapan Ikan (Aktif).



- Alat Penangkapan Ikan (Pasif).
2) SIPI Perpanjangan:
- Alat Penangkapan Ikan (Aktif).
- Alat Penangkapan Ikan (Pasif).
54. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI):
1) Permohonan Baru.
2) Perpanjangan.
55. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI):
1) Permohonan Baru.
2) Perpanjangan.
3) Penggantian Karena Hilang atau Rusak.
56. Surat 1zin Pengolahan Ikan (SOLI):
1) Permohonan Baru.
2) Permohonan Perubahan.
3) Penggantian Karena Hilang atau Rusak.
57. Surat Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan (SIPPI):
1) Permohonan Baru.
2) Perubahan.
3) Penggantian Karena Hilang atau Rusak.
b. Perizinan Penanaman Modal, terdiri dari :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. 1zin Usaha (Perluasan, Merger, Perubahan) Bidang Penanaman Modal
Primer, Sekunder, Tersier.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
(3) Jenis pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Non Perizinan Daerah :
1. Persetujuan Prinsip Usaha Perdagangan.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Tanda Daftar Gudang (TDG).
4. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta.
5. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan.
6. Rekomendasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline.
7. Rekomendasi Kios Phone.
8. Rekomendasi Wartel A.
9. Rekomendasi Wartel B.
10. Rekomendasi Pemasangan Hotspot (Wi-fi).
11. Rekomendasi Operasional Warnet.
12. Rekomendasi Operasional Studio Televisi/Radio.
13. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
14. Pengelolaan Informasi.
15. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
b. Non Perizinan Penanamn Modal:
Pendaftaran Penanaman Modal.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tercantum sebagaimana
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang
memuat :

a. Nama Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
b. Dasar Hukum;

c. Persyaratan;

d. Prosedur;

e. Lama Proses;

f. Biaya; dan

g. Penandatanganan.



BAB 11l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di
Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 2-5-
/ UPATI KUBU RAYA,

PERETA
RERITA

TAHUN...ROA. . R



-

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

. NOMOR 22 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Mei 2011
: TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH
NO |NAMA JENIS PERIZINAN / DASAR HUKUM PROSEDUR LAMA BIAYA PENANDA-
NON PERIZINAN PERSYARATAN PROSES | (Rp.) TANGANAN
- 1 2 3 4 5 6 7 8
1. | IZIN UNDANG-UNDANG | 1. Undang-undang Gangguan (Hinder | Permohonan Baru :
GANGGUAN/HO Ordonantie Staatblat) Tahun 1926 | persyaratan yang harus dilengkapi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 12 | Tarif Bupati, untuk:
Nomor 226 yang telah diubah dan | 1. Formulir Permohonan: 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 5; hari kerja Lingkungan x| 1. Perumahan
b 1 ditambah dengan dengan Staatblat | 2 Foto copy surat Izin lokasi (bagi usaha yang |3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap Luas Tempat |  diatas 10 unit ;
.. Tahun 1940 Nomor 450; diwajibkan memiliki 1zin Lokasi); dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Usaha x 2. Tower ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun | 3, Foto Copy KTP; 4. Jika berkas lengkap kepada pemohon diberikan Indeks 3. Bangunan
2009 tentang Perlindungan dan | 4. Foto copy NPWP; nomor pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan Gangguan x gudang,
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan | dikembalikan kepada pemohon; Indeks Lokasl|  industri/ pabrik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 |  yang berstatus badan hukum/ badan usaha 5. Petugas Teknis (Badan Lingkungan Hidup, Badan (Berdasarken 4. Bangunan
-| Tahun 1989 tentang Analisi | atau foto copy Anggaran Dasar yang sudah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Oarafiran diatas 4 lantai;
" :Mengenai Dampak Lingkungan; disahkan bagi Koperasi); Pemerintah Kecamatan) mengadakan Daerah 5. Bangunan
4.Instruksi Menteri Dalam Negeri | 6 Foto copy tanda pelunasan PBB Tahun | Pemeriksaan lapangan untuk menentukan —— SPBU;
- Nomor 32 Tahun 1994 tenang | terakhir sesuai dengan tempat peruntukan | Memenuhi syarat atau tidaknya usaha/kegiatan Tahun 2010
Pelaksanaan ~Pemberian  lzin | tanah/penggunaan sebagai lahan untuk | untuk dikeluarkan izin dan dibuatkan Berita Acara Bnitad Kepala BPMPT,
Mendirkan Bangunan dan Izin |  perusahaan tersebut; Pemeriksaan (BAP) yang diketahui atasan xmiummm Izin untuk UUG/HO
Undang-Undang ~ Gangguan  Bagi | 7, Foto copy kepemilikan atas tanah atau bukti | 'angsung petugas teknis; Gangguan) peruntukkan
= Perusahaan Industri; perolehan tanah/foto copy IMBlketerangan |6. Berdasarkan BAP Penilaian Teknis usaha/ lainnya

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi 1zin Gangguan;

bangunan tempat usaha (perjanjian sewa
menyewa kontrak pinjaman atau sertifikat
dan sejenisnya;

8.Rancangan tata letak instalasi, mesin/
peralatan dan perlengkapan bangunan yang
telah disetujui oleh pimpinan perusahaan
pemohon atau yang dikuasakan;

9. Persetujuan lingkungan dan/atau tetangga
atau masyarakat yang berdekatan;

10.Bagan alur proses produksi dilengkapi

dengan daftar bahan baku atau penunjang

dan bagan alir pengolahan limbah (untuk

usaharkegiatan Industri);

kegiatan  jika disetujui maka  diproses
perizinannya, jika tidak disetujui maka disiapkan
surat pengembalian dokumen, namum
permasalahan masih dapat diselesaikan maka
dikeluarkan  surat
pemahon untuk menyelesaikan permasalahan.

7. Pemohon diberikan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD/Surat Tanda Setoran (STS)/Tanda Bukti
Pembayaran (TBP) sebagai media pembayaran
ke Kas Daerah pada Rekening 100.1000.311
melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat yang berada di BPMPT;

jika
Kepala PPTSP kepada

Masa berlaku izin
selama usaha/
kegiatan masih
dijalankan dan
setiap 3 tahun
wajib  didaftar
ulang.




11. Skets lokasi;

12. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak
3 (tiga) lembar;

13. SPPL/Rekomendasi UKL-UPL/AMDAL atau
dokumen lingkungan lain yang dipersyaratkan
sesuai peraturan perndang-undangan

14. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

15. Rekomendasi Camat **)

Keterangan :

*). Untuk  perizinan yang  pengurusan
permohonannya dikuasakan, pengambilan
sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh
pemohon izin;

**), Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal pengajuan permohonan ternyata
rekomendasi dimaksud belum dikeluarkan
oleh Camat/ Kepala Desa maka proses
perizinan tetap dilanjutkan sepanjang
pemohon dapat menunjukkan tanda bukti
telah mengurus rekomendasi dimaksud.

Pendaftaran Ulang :

1. Formulir Permohonan;

2. UUG/HO yang telah dimiliki (asli);

3. Foto copy KTP;

4. Foto copy NPWP;

5. Tanda bukti lunas PBB tahun terakhir;

6.Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak
3 lembar.

Perubahan/Penggantian:

1. Formulir Permohonan;

2. lzin Undang-undang Gangguan yang telah
dimiliki (asli);

3. Foto Copy KTP

4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar

5. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;

6. Foto copy NPWP;

8.Pemohon diberikan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD/Surat Tanda Setoran (STS)/Tanda Bukti
Pembayaran (TBP) sebagai media pembayaran
ke Kas Daerah pada Rekening 100.1000.311
melalui petugas Bank Pembangu-nan Daerah
Kalimantan Barat yang berada di BPMPT dan
menyampaikan bukti lunas kepada petugas di
loket 5;

9.Pemohon menyampaikan bukti lunas di loket 5;

10.Penyerahan dokumen  Izin Undang-undang

Gangguan/HO kepada pemohon di loket 5.

-sda-

-sda-

Maksimal 12
hari kerja

Maksimal 12
hari kerja

Tarif

Lingkungan ~ x

Luas
Usaha;

Tarif

Tempat

Lingkungan X

Luas
Usaha;

Tempat

Masa berlaku
selama 3
(tiga) tahun
dan setiap 3
tahun  sekali
wajib didaftar
ulang.

Masa berlaku
selama 3
(tiga) tahun
dan sefiap 3
tahun  sekali
wajib didaftar
ulang.
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2. | IZIN PENGOLAHAN Undang-undang Gangguan (Hinder | 1. Surat Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 12 {Sesuai dengan| Kepala Badan
LIMBAH CAIR Ordonantie Staatblat) Tahun 1926 | 2. Foto copy KTP Pemohon; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 5; harikerja  ketentuan yang| Penanaman Modal
Nomor 226 yang telah diubah dan | 3. Foto copy IMB; 3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diberlakukan | dan Pelayanan
ditambah dengan dengan Staatblat | 4. Foto copy UUG/HO; dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Terpadu
Tahun 1940 Nomor 450; 5. Foto copy NPWP; 4, Jika berkas lengkap kepada pemohon diberikan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun | 6.Rekomendasi Kelayakan Lingkungan; nomor pendaftaran, jika berkas tidak lengkap Masa Berlaku
2009 tentang Perlindungan dan | 7.Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair bulan akan dikembalikan kepada pemohon; selama 2 (dua)
Pengelolaan Lingkungan Hidup; terakhir dari laboratorium rujukan; 5. Petugas Teknis (Badan Lingkungan Hidup, tahun dan setiap 1
Peraturan Pemerintah Nomor 27 | 8.Gambar instalasi pengolahan limbah; Badan Penanaman Modal dan Pelayanan (satu) tahun wajib
Tahun 1999 tentang Analisi | 9.Surat Pernyataan Pemasangan Alat Ukur Terpadu dan Pemerintah Kecamatan) akan didaftar ulang.
Mengenai Dampak Lingkungan; Debit Air Limbah; mengadakan pemeriksaan lapangan untuk
Instruksi Menteri Dalam Negeri [10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; menentukan memenuhi syarat atau tidaknya
Nomor 32 Tahun 1994 tentang [11. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm usaha/kegiatan untuk dikeluarkan izin dan
Pelaksanaan ~ Pemberian  lzin | sebanyak 2 (dua) lembar. dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Mendirikan Bangunan dan lzin [12. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri yang diketahui atasan langsung petugas teknis;
Undang-Undang Gangguan Bagi KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa | 6. Berdasarkan BAP Penilaian Teknis usahal
Perusahaan Industri; (apabila penyampaian berkas permohonan kegiatan jika disetujui maka perizinannya
. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *). diproses, jika tidak disetujui maka disiapkan
Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Keterangan : surat pengembalian dokumen, namum jika
Retribusi Izin Gangguan; # . permasalahan masih dapat diselesaikan maka
). Untuk penzinan  yang pengurusan dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
permohonannya dikuasakan, pengambilan pemohon untuk menyelesaikan permasalahan.
sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh | 7 pemohon diberikan Surat Ketetapan Retribusi
pemohon izin; Daerah (SKRD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah
{SKPD/Surat Tanda Setoran (STS)/Tanda Bukti
Pembayaran (TBP) sebagai media pembayaran
ke Kas Daerah pada Rekening 100.1000.311
melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat yang berada di BPMPT;
8. Pemohon menyampaikan bukti lunas di loket 5;
9. Penyerahan dokumen izin kepada pemohon di

loket 5.
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1. Undang-undang Gangguan (Hinder | 1. Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; y . '
> m_Nm_nm_.,%q’.N__mﬂvﬁnz Ordonantie Staatblat) Tahun 1926 | 2. Akte Pendirian Perusahaan; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 5; _A,\W”w_mﬂ;m Tanpa Biaya | Bupati
vmzocz_vc_...»z DAN Nomor 226 yang telah diubah dan | 3. Foto copy IMB; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap (Studi Niasabiotlaku Izt
IZIN LOKASI ditambah dengan dengan Staatblat | 4. Foto copy 1zin Lokasi; diterima kemudian dilakukan pencatatan; Kelayakan | selama 5 (lima)
PENGOLAHAN LIMBAH Tahun 1940 Nomor 450; 5. Persetujuan Lingkungan; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor qm_svw toiun dan ol
BAHAN BERBAHAYA 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun | 6. Peta tempat lokasi kegiatan; pendaftaran dan jika berkas tidak lengkap akan dibebanian | Wl a%ﬁmﬂ
DAN BERACUN 2009 tentang Perlindungan dan | 7.Uraian tentang bahan baku dan proses dikembalikan kepada pemohon; ketod | I
Pengelolaan Lingkungan Hidup; kegiatan; 5. Petugas Teknis (Badan Lingkungan Hidup, epada il |
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 | 8. Uraian tentang spesifikasi alat pengolahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan pemohion).
Tahun 1999 tentang  Analisi limbah; Terpadu dan Pemerintah Kecamatan) akan
Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Uraian tentang jumlah dan karakteristik mengadakan pemeriksaan lapangan untuk
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri fimbah bahan berbahaya dan beracun. menentukan memenuhi syarat atau tidaknya
Nomor 32 Tahun 1994 tentang [10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri usaha/kegiatan untuk dikeluarkan izin dan
Pelaksanaan  Pemberian izin KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Mendirkan Bangunan dan izin (apabila penyampaian berkas permohonan yang diketahui atasan langsung petugas teknis;
Undang-Undang Gangguan Bagi tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *). 6. Berdasarkan BAP Penilaian Teknis usaha/
Perusahaan Industri; Keterangan : kegiatan jika disetujui maka diproses per
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu |, Bl | izinannya, jika tidak disetujui maka disiapkan
Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang )-Untuk  perizinan ~ yang  pengurusan surat pengembalian dokumen, namum jika
Retribusi Izin Gangguan; permohonannya dikuasakan, pengambilan permasalahan masih dapat diselesaikan maka
sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
pemohon izin; pemohon untuk menyelesaikan permasalahan.
7. Permohonan  kembali  diproses  apabila
permasalahan sudah selesai;
8. Penyerahan dokumen izin kepada pemohon di

loket 5.




1 2 3 4 5 6 7 8
; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2. ; : )
4. | IZIN REKLAME 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun | 1.Formulir pendaftaran. 2. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan Waktu Penye- | Sesuai Bupati, untuk :
2009 tentang Pajak Daerah dan | 2.Foto copy NPWPD. _um;w_:_m: (loket 3); lesaian  izin | Perda 1. Billboard
Retribusi Daerah; 3. Foto copy KTP. L : paling lama 7 | Nomor 2 bertiang;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang | 4. Gambar produk Isi reklame. < mom_“_xw M,mﬂmﬁmw_w ﬂ”ﬂwn ﬂmwwmwwhs _M_%:xmwmm%ﬁ” (tujuh)  hari | Tahun 2. Bando;
Pajak Reklame; 5. Gambar kontruksi papan reklame. jadwal peninjauan lapangan; kerja. 2009 dan | 3.Neon box yang
3. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun | 6.Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari 4. Berk mwu e =_ ka P m:mosm: dberkan  fomiad Peraturan tidak menempel
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan | Pemilk Tanah/Bangunan bagi reklame | pendattaran 9 amw wn wal kelapangan dan jka Bupati pada bangunan
Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang | yang terletak di luar prasarana pemerintah. berkas _fidak _ms_ormu exm_ﬂc mmxm: kepada Nomor 20
Pajak Reklame. 7.Rekomendasi dari Dinas Cipta Karya, Tata sachon: Tahun Kepala BPMPT
Ruang ~ dan  Kebershan  (untuk |, w._ e baakagi ) R 2009 v _
pemasangan reklame diates 5 tahun | ilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis untuk zin

dengan ukuran 4x6 meter ke atas).

8.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).

Keterangan :
*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan,

pengambilan sertifikat izin tetap dilakukan
langsung oleh pemohon izin;

(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Kebersihan, Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu);

6. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
menentukan memenuhi syarat atau tidaknya untuk
dikeluarkan izin yang dituangkan ke dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) yang diketahui oleh
atasan langsung SKPD Teknis;

7.Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
teknis  permohonan disetujui untuk diproses
perizinannya;

8. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
teknis permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengembalian dokumen kepada
pemohon (loket 3);

9. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
teknis, jika terjadi permasalahan yang dapat
diselesaikan, maka dikeluarkan surat Kepala
PPTSP kepada pemohon untuk
menyeselaikannya. Jika permasalahannya selesai
proses perizinan dilanjutkan.

10. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas Daerah

pada Rekening 100.1000.311 melalui petugas

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

yang ada di BPMPT;

11. Pemohon menyampaikan bukti lunas di loket 3;

12. Penyerahan izin reklame di loket 3.

Waktu
Penyelesaian

masalah oleh
pemohon
paling lama
10 (sepuluh)
hari kerja
sejak  surat
Bupati
diterima.

Reklame lainnya

Masa berlaku izin
selama 1 (satu)
tahun,

® .




»
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5. | SURAT IZIN USAHA [1. Peraturan Menteri Perdagangan {1. Perusahaan berbentuk PT 1. Pengambilan formulir permohonan di loket | Maksimal | Tanpa biaya | Kepala Badan
PERDAGANGAN Republik Indonesia Nomor 36/M- | Persyaratan yang harus dipenuhi : 2; 5 (lima) Penanaman
(SIUP) DAG/PER/9/2007 ; 1) Formulir permohonan bermaterai  Rp. 6.000,0 2. Pengajuan permohonan mealui loket 3; hari kerja. Modal dan
4. Permohionan Baru 2. Peraturan Menteri Perdagangan | 2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Pelayanan
' Republik Indonesia Nomor 46/M- berbadan hukum;; diterima kemudian ditakukan pencatatan; Terpadu
DAG/PER/9/2009  tanggal 16 | 3) Foto copy Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada); 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
September 2009; 4) Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri | pendaftaran dan jika berkas tidak lengkap
Hukum Dan HAM; akan dikembalikan kepada pemohon; Masa berlaku
5) Foto copy KTP Pemilik/Dirut/ Penanggung jawab | 5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk izin selama 2
perusahaan ; meneli/  menilai dan  menentukan (dua) tahun
6) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi | diterbitkan atau tidak diterbitkannya izin
usaha perusahaan; dituangkan ~ dalam  Berita  Acara
7) Foto copy UUG/HO khusus untuk usaha yang Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
menimbulkan gangguan; Kepala PPTSP;
8) Pas photo berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran | 6. Berdasarkan BAP jlka permohonan
3x4 cm sebanyak 2 lembar. disetujul maka perizinan diproses, jika
9) Jenis usaha/kegiatan tertentu melampirkan rekomendasi | permohonan ditolak PPTSP mengirimkan
teknis dari instansi teknis.; surat pengembalian dokumen ( loket 3;
10) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri KTP/anda | 7. Berdasarkan ~ BAP,  jika terjadi
identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian | permasalahan yang dapat diselesaikan
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *). oleh pemohon, maka Kepala PPTSP
menyampaikan surat kepada pemohon
untuk segera menyelesaikan
permasalahannya. Jika persoalan selesai
maka proses perizinan dilanjutkan.
8. Penyerahan SIUP melalui loket 3.
2. Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi
1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,0; -sda- Maksimal | Tanpa biaya -sda -
2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 5 (lima)
mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang; hari kerja
3) Foto copy KTP Ketua dan Wakil Ketua pengurus;
4) Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi
usaha Koperasi;
5) Pas foto ukuran 3x4 cm berwarna 2 (dua) lembar;
6) Jenis usaha/kegiatan tertentu melampirkan rekomendasi
teknis dari instansi teknis.;
7) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang dilampiri

KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri
oleh pemohon) *).
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b. Pendaftaran Ulang/ ; Persyaratan yang harus dipenuhi : ) "
. . 1. Peraturan Menteri Perdagangan : ; ' -sda- Maksimal 5 | Tanpa biaya -sda -
Registrasi Repubik Indonssia Nomor 3G/ | 1) FormulirParmohonan bermatersi Rp. 8.000.0 (ima)  hari
DAG/PER/9/2007; Rl keria
0 P ’ 3) Neraca perusahaan tahun terakhir (khusus PT); J
. Peraturan Menteri Perdagangan e .
Republik Indonesia Nomor 37/M- 4) Foto copy KTP Pemilik/ Penanggung jawab.
i 5) Pas foto berwarna pemilik/ penanggung jawab
DAG/PER/S/2007; perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua)
3. Peraturan Menteri Perdagangan kb
ww@wm&ﬁﬂﬁm_m ”_032 e 6) Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang
anggal 16 lokasl usah h
September 2009 okasi usaha perusahaan. -
d 7) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).
¢. Pembukaan Kantor -sda-. Persyaratan yang harus dipenuhi : -sda— Maksimal 5 | Tanpa blaya
Cabang / Perwakilan 1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,0; (lima)  hari
Perusahaan 2) Foto copy SIUP kantor Pusat yang dilegalisir oleh kerja

Pejabat penerbit SIUP;

3) Foto copy dokumen pembukaan Kantor
Cabang/Perwakilan Perusahaan;

4) Foto copy KTP penanggung jawab/ pemilik
perusahaan;

5) Pas foto berwarna pemilik/ penanggung jawab
perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua)
lembar.;

6) Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi
usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

7) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri KTP/
tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan
sendiri oleh pemohon) *).
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b.Karena Rusak :

Persyaratan yang harus dipenuhi

1) Formulir Permohonan
Rp. 6.000,0;

2) SIUP asli;

3) Foto copy KTP /paspor penanggung jawab/
pemilik perusahaan

4) Pas foto pemilik/penanggung jawab perusahaan
ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

5) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan tidak
ditakukan sendiri oleh pemohon) *).

bermaterai

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya
dikuasakan, pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin;

—sda-

Maksimal 5
(lima)  hari
kerja

Tanpa biaya

SURAT IZIN USAHA
MIKRO

Untuk Semua jenis usaha
dengan kekayaan bersih
> Rp. 50 juta ( tidak
termasuk  tanah dan
bangunan).

sda

1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2) Foto copy KTP Pemilik Usaha;

3) Surat keterangan dari insansi teknis atau lembaga
yang membina;

4) SPPL

5) Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2
(dua) lembar.

6) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian permohonan tidak dilakukan
sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :
*). Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya

dikuasakan, pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin;

1. Pengambilan formulir permohonan di

loket 2;

2. Pengajuan  berkas  permohonan

mealui loket 3;

3. Berkas  permohonan  dinyatakan

lengkap diterima kemudian dilakukan
pencatatan;

4. Penyerahan Surat Izin Usaha Mikro

melalui loket 3.

1 (satu) hari
kerja

Tanpa biaya

Kepala Badan
Penanaman
Modal  dan
Pelayanan
Terpadu




»

2 3 4 5 6 7
d. Perubahan -sda -. -sda- Maksimal 5 | Tanpa blaya
Persyaratan yang harus dipenuhi : (lima)  hari
1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,0; kerja
2) SIUP asli
3) Neraca Perusahaan tahun terakhir (khusus untuk
PT).
4) Data Pendukung Perubahan.
5) Foto copy KTP penanggung jawab/ pemilik
perusahaan,;
6) Pas foto pemilik atau penanggung jawab
perusahaan berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2
(dua) lembar.
7) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).
e. Penggantian Peraturan  Menteri  Perdagangan | a.Karena Hilang : -sda- Maksimal 5 | Tanpablaya
Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/ Persyaratan yang harus dipenuhi (ima)  hari

PER/9/2009 tanggal 16 September
2009.

1) Formulir Permohonan bermaterai
Rp. 6.000,0;

2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;

3) Foto copy SIUP lama (apabila ada);

4) Foto copy KTP /paspor penanggung jawab/
pemilik perusahaan;

5) Pas foto pemilik/penanggung jawab perusahaan
ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

6) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

kerja




»
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7. m_N_z MENDIRIKAN | 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 ! Prosedur IMB Untuk Gedung Pada Umumnya : IMB
ANGUNAN (IMB) tentang Rumah Susun; ; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; i . .
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 m. m“ﬂ___e___”hm:m: Sebagal Pemillk 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 5; _,m\_wﬂmﬂmm_an.d Mwm .t ﬂ%% E;Mx :
tentang Perumahan dan Pemukiman; 1 vwm am R.a:zmsm ok Bk o 3. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, (dua puluh vmw_w. 1 vaHM“mﬂs.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 ' sebanyak 3 (tiga) lembar jika berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor . m"sﬂm_ﬁ_ kerja.| Nomor 1 : diatas 10 unit
tentang Bangunan Gedung 2 Foto ow _ﬁ% SohD =.. pendaftaran, kemudian dilakukan pencatatan serta i Tahan 2 Tower
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 u. Foto o%< mmhaxa ._.m_sm__ a0 rapat koordinasi untuk penentuan jadwal peninjauan 2010 w. Besvifia
tentang Tata Ruang; . telah di Py alsir yang lapangan. Jika berkas tidak lengkap maka akan IMB Tetap : tant ' Sm:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 4. Surat w@ i Tanah fi dikembalikan kepada pemohor; Maksi .uﬁ. i g p ‘ m\_ '
1991 tentang Sungai; e Q=<m~mm= | (0 4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT wirepud Relrus UBHpebek
: dalam sengketa; . A (tujuh) hari IMB 4, Bangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 5. Foto conv PBB: bersama Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan i diatas 4 lantai
2006 tentang Jalan ; o. moxoawk dasi . Camat . Kebersihan, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, . 5. IMB Pemutihan
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .mm_aa endasl Kepals Desa untuk untuk menilai/mengevaluasi memenuhi syarat teknis .c ik
KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Bifadiufia = P atau tidak untuk dikeluarkan izin yang dituangkan SaiTiaR Vi
Keselamatan Operasi Penerbangan di 2 v@ma m m: an dalam BAP diketahui oleh atasan langsung SKPD g%ma mx< ” %m
Sekitar ~ Bandar  Udara  Supadio a. Ruko g teknis; 6. Ban Sw "
Pontianak; o. o,am_: 5. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/penilaian .mv%._
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 a.vmgx @Aa;mocm__ Rifniy el teknis dimaksud jika permohonan disetujui maka
tentang  Refribusi  Izin  Mendirikan _E= al 99 segera diproses penebitan izinnya dengan .xo ala BPMPT
Bangunan. 99 melengkapi rekomendasi Camat dan rekomendasi th . g
b. Pemilik Bangunan Bukan Sebagai ”owwﬁmmo””%acx B IMB Tetap dan
Pemilik Tanah : u. bk ’ peruntukan
1. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm o. oc%_: lainnya.
m%mamx 3 (tiga) lembar. P mg*@
2. Foto oapy KTP pemohon; a__accm__xm: rumah tinggal tunggal ;
o %wmw_m_w%i Tanah ¥ang | 6 jia dalam waktu 5 (ima) har kerja sejak tanggal e
4, Surat Pern m."mms Tanah tidak pengajuan _permohonan _ fekomendasi  dimaksud proses pemba-
e mo:ost. belum dikeluarkan oleh Camat/Kepala Desa maka gl it
5. Foto copy vmm._ proses perizinan tetap dilanjutkan sepanjang dengan selesai
m. Blikioimen amw._ Samnal i pemohon dapat menunjukan tanda bukti telah
' Rekomendasi Kepala Desa untuk - mengurus rekomendasi dimaksud.
* |7. Jika berdasarkan BAP peninjauan lapangan/

a. Perumahan,

b. Ruko,

¢. Gudang

d.Pabrik (terkecuali rumah tinggal
tunggal

7. Perjanjian  Pemanfaatan Tanah
antara pemilik tanah dengan

pemilik bangunan;

penilaian teknis ternyata tidak memenuhi syarat
maka permohonan  ditolak  dengan  surat
pengembalian dokumen pada pemohon di loket 5 *);




penanggulangan kebakaran;
¢. Gambar sistem sanitasi;
d. Gambar sisten drainase;

e. Spesifikasi  umum  bangunan
(mekanikal dan elektrikal)
bangunan gedung.

penilaian teknis ternyata tidak memenuhi syarat
maka permohonan  ditolak  dengan  surat
pengembalian dokumen kepada pemohon di loket 5;

4 5 6 7

8. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
teknis tersebut, jika terjadi permasalahan dan masih
dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati kepada
pemohon untuk meyelesaikan persoalan dimaksud.
Jika persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan. Waktu penyelesaian masalah oleh
pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Surat Bupati diterima.

9. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas Daerah
rekening 100.1000.311 melalui petugas Bank
Pembangunan Daerah yang berada di BPMPT;

10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar retribusi
di loket 5.

11. Penyerahan IMB kepada pemohon di loket 5.

Persyaratan Teknis : Prosedur IMB Untuk Gedung Tertentu :

1. Gambar arsitektur, meliputi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 14 | Biaya Sesuai
a. Gambar site plann (situasi); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 5; (empat belas) | Perda Nomor
b. Gambar denah; 3. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, jika| hari kerja. 1 Tahun 2010
¢. Gambar tampak; berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor tentang
d. Gambar potongan; pendaftaran, kemudian dilakukan pencatatan serta Retribusi IMB
e. Spesifikasi ~ umum finishing rapat koordinasi untuk penentuan jadwal peninjauan

bangunan gedung. lapangan. Jika berkas tidak lengkap maka akan
Gambar sistem struktur : dikembalikan kepada pemohon;
a. Gambar struktur bawah (pondasi); | 4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
b. Gambar struktur atas, termasuk bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
struktur atap; Kebersihan untuk menilai/mengevaluasi memenuhi
c. Spesifikasi umum struktur syarat teknis atau tidak untuk dikeluarkan izin yang
bangunan gedung. dituangkan dalam BAP diketahui oleh atasan
Gambar sistem utilitas (mekani-kal langsung SKPD teknis;
dan elektrikal), meliputi : 5. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
a. Gambar sistem utilitas (mekanikal teknis dimaksud jika permohonan disetujui maka
dan elektrikal); segera diproses penebitan izinnya;
b. Gambar sistem pencegahan dan | 6. Jika berdasarkan BAP peninjauan lapangan/




4

5

4. Perhitungan struktur untuk bangunan
gedung 2 lantai atau lebih dan/atau
bentang struktur lebih dari 6 meter
yang disertai hasil penyelidikan
tanah;

5. Perhitungan utilitas (untuk bangunan
gedung selain hunian rumah tinggal
dan rumah deret)

6. Data penyedia jasa perencanaan
yaitu arsitektur, struktur dan utilitas
(mekanikal dan elektrikal);

7. Kajian Lingkungan (AMDAL/UKL/
UPL/ UUG/ HO).

8. Surat lzin  Penggunaan  dan

Pemanfaatan Tanah (SIPPT) untuk
luas tanah 5.000 m2 atau lebih.
Surat Kuasa pemohon kepada
penanggung jawab perencanaan
arsitektur selaku pelaksana
pengurusan  Permohonan  lzin
Mendirikan Bangunan (PIMB) resmi
(authorized person).

Keterangan :

Pengurusan permohonannya IMB yang
dikuasakan kepada pihak lain maka
harus dengan Surat Kuasa bermaterai
Rp.6.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas
pihak pihak yang diberi kuasa.
Pengambilan sertifikat izin dilakukan
langsung oleh pemohon izin.

7. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian
teknis tersebut, jika terjadi permasalahan dan masih
dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala PPTSP
kepada pemohon untuk meyelesaikan persoalannya.
Jika persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

8. Pemohon melakukan pembayaran di Kas Daerah
rekening 100.1000.311 melalui petugas Bank
Pembangunan Daerah yang berada di BPMPT,;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar retribusi
di loket 5.

10.Penyerahan IMB kepada pemohon di loket 5.

Waktu
penyelesaian
masalah oleh
pemohon
paling lama
10 (sepuluh)
hari kerja
sejak  Surat
Bupati
diterima.
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8. | 1ZIN USAHA JASA | Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan | Persyaratan yang harus dipenuhi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 5 | Tanpabiaya | Bupati
KONSTRUKSI (IUJK) | Prasarana Wilayah Nomor 389/KPTS/M/ | 1. Formulir Permohonan ; 2. Pengajuan berkas permohonan melalui foket 4; (lima) hari
2001 tentang Pedom,an Pemberian Izin | 2. Foto copy akte pendirian / perubahan; | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap diterima | kerja.
Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 3. Foto copy SIUJK lama (apabila ada); kemudian dilakukan pencatatan; Masa berlaku
4. Surat Pernyataan Kedudukan/Tempat | 4. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, izin selama
Usaha atau Surat Penumpangan Tempaf jika berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor 3 (tiga) tahun.

Usaha/Kontrak/Perjanjian (bermaterai
Rp.6.000,0);
5. Foto copyTDP;
6. Foto copy KTP dan lijazah Direktur;
7. Foto copy KTP Tenaga Teknis (STM);
8. Foto copy KTP Tenaga Non Teknis
(SMA);
9. Foto copy ljazah Tenaga Teknis (STM);
10. Foto copy ljazah Non Teknis (SMA);
11. Foto copy sertifikat tenaga ahli/terampil;
12. Foto copy NPWP;
13. Fotocopy KTP pemohon;
14. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU)
yang dikeluarkan LPJK.;
15. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;
16. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang
diberi kuasa (apabila penyampaian
berkas permohonan tidak dilakukan
sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin;

pendaftaran. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon;

5.Rapat koordinasi untuk meneliti, menilai dan
menentukan diterbitkan atau tidak diterbitkannya izin
yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Kepala Bidang yang
membidangi perizinan;

6. Berdasarkan BAP, jika permohonan disetujui maka
perizinan diproses, jika permohonan ditolak PPTSP
mengirimkan surat pengembalian dokumen (loket 4);

7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan yang
dapat diselesaikan oleh pemohon, maka Kepala
PPTSP menyampaikan surat kepada pemohon untuk
segera menyelesaikan permasalahannya. Jika
persoalan selesai maka proses perizinan dilanjutkan.

8. Penyerahan izin di loket 4.
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9. | IZIN PRAKTIK BERSAMA 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Formulir Permohon bermaterai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2, | Maksimal | Sesuai dengan | Kepala Badan
DOKTER UMUM / DOKTER tentang Perlindungan Konsumen; Rp.6.000; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket | 5 hari ketentuan Penanaman
GIGI 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 2. Dilaksanakan minimal oleh 3 orang pelayanan perizinan (loket 6); kerja yang Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; dokter umum atau 3 orang dokter | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap diberlakukan | Pelayanan
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 gigi; diterima kemudian dilakukan pencatatan; Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; 3. Adanya pernyataan penunjukan | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
4, 2008 tentang Pemerintah Daerah; dokter pimpinan oleh anggota pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 kelompok bagi pemohon dikembalikan kepada pemohon;
tentang Rumah Sakit; perorangan; 5. Dilakukan Rapat Kordinasi BPMPT bersama
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 4. Kelengkapan lainnya : dengan Tim Teknis (Dinas Kesehatan) untuk
tentang Kesehatan; 1) Daftar tenaga profesi kese- menilai kelayakan sarana prasarana / fasilitas
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 hatan dan struktur organisasi praktek yang tersedia dan untuk menentukan
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; pelayanan yang diuraikan dalam memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
8.Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor pembagian tugas dan fungsi dikeluarkan izin dan dibuatkan Berita Acara
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penys- dalam penyelengaraan Pemeriksaan (BAP) Teknis.
lengaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; pelayanan; 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
9. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran 2) Foto Copy SIP dokter-dokter permohonan  disetujui maka  diproses
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pelaksana; penerbitan izinnya, jika ditolak maka
Retribusi izin Penyelengaraan Sarana | 5. Memenuhi standar minimal sarana/ disiapkan surat pengembalian dokumen
Kesehatan Swasta; prasarana; kepada pemohon di loket 6;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun | 6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 7. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud, jika
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan dilampiri KTP/tanda identitas pihak terjadi permasalahan dan masih dapat
kewenangan Provinsi sebagai Daerah yang diberi kuasa (apabila diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
Otonomi; penyampaian berkas permohonan pemohon untuk menyelesaikan persoalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun tidak dilakukan  sendiri  oleh dimaksud. Jika persoalan selesai, proses
2000 tentang Pedoman  Organisasi pemohon) *). perizinan dilanjutkan.
Perangkat Daerah; Katacanidas 8. Pemohon diberkan SKRD/STS  untuk
12. Peraturan  Menteri  Kesehatan ~Nomor. e membayar retribusi dan atau sumbangan

512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

*). Untuk perizinan yang pengurusan

permohonannya  dikuasakan
kepada pihak lain, pengambilan
sertifikat izin tetap dilakukan
langsung oleh pemohon izin.

pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100. 1000.311 pada BPD Kalbar;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga di loket 6;

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




369/Menkes/Tahun 2007 tentang Standar
Profesi Bidan;
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1. Pengambilan formlir permohonan di loket 2;
10. | 1ZIN PENDIRIAN RUMAH/ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Foto copy akte pendirian Lembaga | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket | Maksimal Sesuai dengan | Kepala Badan
KLINIK BERSALIN tentang Perlindungan Konsumen; berbadan hukum pelayanan perizinan (loket 6); 10 hari kerja | ketentuan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 2. Bagi pemohon perorangan diperiukan | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap yang Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; riwayat pengalaman kerja yang | diterima kemudian dilakukan pencatatan dan diberlakukan | Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disyahkan oleh instansi tempat yang penentuan jadwal peninjauan lapangan; Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; bersangkutan bekerja (instansi yang | 4.Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berwenang) pendaftaran dan jadwal kelapangan dan jika
tentang Rumah Sakit; 3. IPAL (Instalasi pengolahan Air | berkas tidak lengkap akan dikembalikan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Limbah). kepada pemohon;
tentang Kesehatan ; 4. Daftar tenaga profesi kesehatan dan | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 struktur organisasi pelayanan yang | bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; diuraikan dalam pembagian tugas dan Kesehatan);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor fungsi dalam  penyelenggaraan | 6.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang pelayanan menentukan memenuhi syarat atau tidaknya
Penyelengaraan Praktek Dokter dan | 5. Foto copy SIP dokter-dokter setempat | untuk dikeluarkan izin dan dibuatkan Berita
Dokter Gigi; sebagai penanggung jawab; Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis.
8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran | 6. Foto copy Surat ljin Bidan (SIB) dan | 7.Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang ijazah para medis (perawat/ bidan); permohonan dapat disetujui untuk diproses
Retribusi izin Penyelengaraan Sarana | 7. Foto copy izin gangguan untuk pembuatan ijin;
Kesehatan Swasta; 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 8.Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor dilampiri KTP/tanda identitas pihak | ~permohonan ditolak pemberian izin maka
147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan yang diberi kuasa  (apabila | disiapkan surat pengembalian dokumen
Rumah Sakit; penyampaian berkas permohonan | kepada pemohon (loket 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
2000 tentang Kewenangan Pemerintah %, terjadi permasalahan dan masih dapat
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Kt ' diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
Otonom g PPTSP  kepada  pemohon untuk
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ). Untuk perizinan yang  pengurusan | - menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
1189.AMenkes/SK/X/1999 fentang |  Permohonannya dikuasakan kepada | persoalan selesai, maka proses perizinan
wewenang Penetapan ljn di Bidang | Pihaklain, pengambilan sertifikat izin | dilanjutian.
Kesehatan; tetap dilakukan langsung oleh 10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 pemohon izin. membayar retribusi atau sumbangan pihak
Tahun 2002 tentang Refribusi Izin ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan 1000.311 pada BPD Kalbar;
Swasta; 11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
149/Menkes/Tahun 2010, tentang lzin dan mengajukan permohonan (loket 6)
Revisi Praktek Bidan; 12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6).
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor




1 2 3 4 5 6 7 8
1. | ZINPENDIRIANBALAl | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 |1. Foto copy akle pendrian Lembaga | » w%@“_”wugﬁﬁmvﬁmﬁ%ﬁ_ ket 2| Meksimal | Sesua Kepala Badan
PENGOBATAN tentang Perlindungan Konsumen; berbadan hukum. _um_mwm_zm n perizinan (loket 6): 10 hari kerja | dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 |2. Riwayat pengalaman kerja yang 3.Berkas permohonan %Eﬁﬁ: lengkap ketentuan Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; disyahkan oleh instansi tempat yang | = diteri ; yang Pelayanan
e . iterima kemudian dilakukan pencatatan dan :
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | bersangkutan bekerja (instansi yang enentuan jadwal peninjauan lapangan; diberlakukan | Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; berwenang (Bagi pemohon 4 mm}mm lengkap vmaoq_ss dibarikan -“632
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 | perorangan). . pendaftaran dan jadwal kelapangan dan jika
tentang Rumah Sakit; 3. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) berkas fidak lengkap akan dikembalikan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 |4. Daftar tenaga profesi kesehatan dan kepada pemohon;
tentang Kesehatan ; struktur organisasi pelayanan yang .
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 | diuraikan dalam pembagian tugas dan - Wm_w_m_%”w: umur___wﬂm: ﬁwwéﬂ%ﬁ: mA_"_vu,_ﬁM
Tahun 1996 tentang Tenaga xmmm:mama fungsi  dalam  penyelenggaraan Kesehatan); g
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 pelayanan. s i ;
IMenkes/Per/x/2005 tentang Penyeleng- | 5. Foto copy SIP dokter-dokter setempat c Nwmmor._uﬁﬂ_ﬁmﬂ%“mw“ Mq_u M,Mﬂahmhﬁ“”
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; sebagai penanggung jawab; unuk dikeluatkan izin amﬂ dibuatkan Berita
8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran |6. Foto copy Surat ljin Bidan (SIB) dan Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang | ijazah para medis (perawat/ bidan); 7 Berdasarkan BAP  Teknis ' dimaksud
Retribusi |zin Penyelenggaraan Sarana | 7. lzin Gangguan : ermohonan dapat disetujui untuk diproses
Kesehatan Swasta; 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 mnex mbuatan fin: I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun dilampiri KTP/tanda identitas pihak 8. Ber ammm i m>_w ,axam dimaksud iika
2000 tentang Kewenangan Pemerintah | yang  diberi  kuasa  (apabila | smohonan dibolk namberian I sra
dan kewenangan Provinsi Sebagai penyampaian berkas permohonan tidak mma i B Su o i W
Daerah Otonom; dilakukan sendiri oleh pemohon) *). e mmm mohion ewx%mv.
10. Peratiren Pemerintah Nomor 84 Tahun Keterangan : 9 m%%m%mm: BAP axa_m dimaksud, jika
2000 tentang Pedoman Organisasi gan - it S
Perangkap Daerah *). Untuk perizinan yang pengurusan terjadi permasalahan dan masih dapat
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor u.m::o:gm:ém a_wcmmmxma x%ma.m m_wﬂmww_xm:r M_“m_:m;m: ﬂ_u.”" xmm»m_”
1189 AMMenkes/SK/X/1999, tentang pihak lain, pengambilan sertifikat izin _ m__a”o M _nm:“_o_amxmca .:m
Wewenang Penetapan Izin di Bidang | tetap dilakukan langsung oleh amio_mm _ P momxm: o el @
Kesehatan: pemohon izin. “m%ww %mzs selesai, maka proses perizinan
I ﬂmﬂuazm_“w:amﬁﬂmmawmqﬂmmg __wm 10. Pemohon  diberkan  SKRDISTS  untuk
membayar retribusi atau sumbangan pihak
mgv‘w_maommam: SIS Keoahitan ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
wasia, . 1000.311 pada BPD Kalbar;
i wnmw_g_%” 5 mkwnwﬂzmoqwmm%“: | Nn_%m%“ 11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
Revisi Praktek Bidan: ' g sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor mengajukan permohonan (loket 6)

369/Menkes/  Tahun
Standard Profesi Bidan,;

2007, tentang

12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6).




tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419
/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Provinsi sebagai daerah
otonom

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman
Perangkap Daerah
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1189  A/Menkes/SK/X/1999,  tentang
wewenang Penetapan izin di Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Retribusi ljin
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan
Swasta;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
149/Menkes/Tahun 2011 tentang Izin dan
Revisi Praktek Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/ Tahun 2007 tentang
Standard Profesi Bidan;

Organisasi

3. Surat keterangan memiliki tempat
Praktik.

4. Rekomendasi dari organisasi profesi

5. Surat izin dari pimpinan instansi, di
mana dokter tersebut bekerja di
sarana pelayanan;

6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak
yang diberi  kuasa  (apabila
penyampaian permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang  pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh
pemohon izin.

pendaftaran kepada pemohon, jika berkas
tidak lengkap akan dikembalikan;

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa,menilai dan menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka  perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
pemohon untuk menyelesaikan
permasalahannya. Jika permasalahan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).

2 3 4 5 6 7 8
. | 1ZIN PRAKTIK DOKTER Mﬂwh@.%%m”mm: ﬂ”ﬂﬂzmmsww_?: L 1. Surat Tanda Registrasi Dokter dari | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2, | Maksimal | Sesuaidengan | Kepala Badan
SPESIALIS c_.amzw.c - w_oao.. 39 T m.:c n 1999 konsil Kebidanan Indonesia 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 5 hari kerja | ketentuan Penanaman
tentang Hak >Nwa Marsia: 2. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm | 3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap yang Modal dan
Undang-Undang Nomor N_o Tahun 2004 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran | diterima kemudian dilakukan pencatatan; diberlakukan | Pelayanan
3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor Terpadu




1 2 3 4 5 6 7 8
13. | 1ZIN PRAKTIK DOKTER Amﬂﬂmﬂomm_ﬂwmz w_mﬂmrmcﬂ%g: 1999 | 1 Surat Tanda Registrasi Dokter dari | 1. Pengambilan formuiir permohonan di loket 2; | Maksimal | Sesuai dengan | Kepala Badan
UMUM/GIGI 9 cam:w.c: dewn @zoao_. 39 q_m:,s 1999 konsil Kebidanan Indonesia 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 5 harikerja | ketentuan Penanaman
." entang Hak >~ma Asaie 2.Pas poto warna ukuran 4x6 cm | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan yang Modal dan
3, Undang-Undang Nomor _No Tahun 2004 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3x4 cm | lengkap dapat diterima kemudian dilakukan diberlakukan | Pelayanan
' tentang Praktik Kedoktsran: sebanyak 2 lembar pencatatan; . Terpadu
4. Undang-Undang Nomor _t. Tahun 2008 3.Surat Keterangan memiliki tempat | 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
.aamsm Rumah Sakit Praktik. pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
5. Undang-Undang Zo_so_. 36 Tahun 2009 4, Rekomendasi dari organisasi profesi. dikembalikan kepada pemohon;

tentang Kesehatan ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419
IMenkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahup 2002 tentang
Retribusi 1zin Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Provinsi sebagai daerah

otonom

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman  Organisasi

Perangkap Daerah

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189

A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang

Penetapan izin di Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6

Tahun 2002 tentang Retribusi ljin

Penyelenggaraan ~ Sarana  Kesehatan

Swasta;

13. Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor

149/Menkes/Tahun 2010, tentang Izin dan

Revisi Praktek Bidan;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

369/Menkes/ Tahun 2007 tentang Standard

Profesi Bidan;

5. Surat ijin dari pimpinan instansi dokter
tersebut bekerja di sarana pelayanan.
6.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri  KTP/tanda identitas pihak
yang  diberi  kuasa  (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak

dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan  sertifikat izin
tetap dilakukan {angsung oleh
pemohon izin

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat

diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon untuk
menyelesaikan ~ permasalahannya.  Jika
permasalahan  selesai, maka proses
perizinan dilanjutkan.

8.Pemohon  diberkan SKRD/STS  untuk

membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).




1 2 3 4 5 6 7 8
14. | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN Amﬂwhow_mﬁ”um: e gt 1999 1 1 surat Tanda Registrasi; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2: | Maksimal | Sesuai dengan | Kepala Badan
(SIPB) 2 Und m:ﬂ.:: . @z omor 39 q.m;:_ 1999 2. Surat keterangan sehat dari dokter | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 5 hari kerja | ketentuan Penanaman
.,mam:m Hak >~wg Manusia: yang memiliki SIP; 3. Berkas 836_”63: yang a_easxm: yang Modal dan
3. Undang-Undang Nomor _Nm Tahun 2004 3. Pas poto berwarna ukuran 4x6 cm | lengkap dapat diterima kemudian dilakukan diberlakukan | Pelayanan
' sebanyak 3 (tiga) lembar ; pencatatan; Terpadu

tentang Praktik Kedokteran;

4,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit;

5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan ;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419
/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Retribusi 1zin Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Provinsi sebagai daerah
otonom

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkap

Daerah

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189

A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang

Penetapan izin di Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6

Tahun 2002 tentang Retribusi ljin

Penyelenggaraan ~ Sarana  Kesehatan

Swasta;

13, Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor

149/Menkes/Tahun 2010, tentang Izin dan

Revisi Praktek Bidan;

14. Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor

369/Menkes/ Tahun 2007, tentang Standard

Profesi Bidan;

4. Rekomendasi dari organisasi profesi;

5. Surat Pernyataan memiliki tempat
praktik;

6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak
yang diberi  kuasa  (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *).

Keterangan :

*).Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh
pemohon izin.

4.Jika berkas lengkap diberikan nomor
pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
dikembalikan kepada pemohon;

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat

diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan  permasalahannya.  Jika
permasalahan  selesai, maka proses
perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon  diberkan  SKRD/STS  untuk

membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohanan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).




1 2 3 4 5 6 7 8
15. | SURAT IZIN PRAKTIK 1, Mﬂmmmho%%mmumz umﬂMrmcﬂmHmzcs 1800 1. Surat Tanda Registrasi; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; W\_””M_ﬂ“_. " mMm%_ a”.ams Kepala Badan
PERAWAT (SIPP) 2 Un amzo.:: e oZo oer 48 .q.ms,s 1999 2. Surat keterangan sehat dari dokter; | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; _ :m ua Penanaman
.,mam:% Hak >Nma Ksnusls: yang memiliki SIP; 3.Berkas permohonan yang dinyatakan %c%.._mxcxm: Modal dan
3. Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 3. Pas poto berwarna ukuran 4x6 cm | lengkap dapat diterima kemudian dilakukan Pelayanan
“tentang Praktik Kedokteran; aebariyek d |1g8) lember ; | , pencatatan; o Terpadu
4. Undang-Undang Nomor _t Tahun 2008 4, xmxoawamm_ dari organisasi profesi | 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
.8:88 Rumah Sakit 5. Rekomendasi dari kepala | pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
5. Undang-Undang 20.32 36 Tahun 2009 Puskesmas wilayah setempat; dikembalikan kepada pemohon;

tentang Kesehatan ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419
IMenkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Retribusi 1zin Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Provinsi sebagai daerah
otonom

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkap

Daerah

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189

A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang

Penetapan izin di Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 fentang Retribusi ljin
Penyelenggaraan ~ Sarana  Kesehatan
Swasta;

13. Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor
149/Menkes/Tahun 2010, tentang Izin dan
Revisi Praktek Bidan;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/ Tahun 2007, tentang Standard
Profesi Bidan;

6. Surat pernyataan memiliki tempat
praktik;

7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak
yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) ¥).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh
pemohon izin.

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Teknis.
6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka perizinan

diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat

diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
pemohon untuk menyelesaikan
permasalahannya.  Jika  permasalahan

selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.

8.Pemohon diberkan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).




1 2 3 4 5 6 7 8
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1,Surat izin Apotik Baru ; : : ; i
16. | IZIN PENDIRIAN APOTIK tentang Perfindungan Konsumen; 1) Salinanffotocopy Surat ljin Kerja Apoteker; b _ﬂﬂmmm% bilan formulir permohonan di Maksimal Mﬂﬂ Mm:mm: wmn“_ﬂw%%
2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 2) Fotocopy KTP PSA (Pemiik Sarana | o pencailian berkas permohonan  di | /2" o Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; Apotik) dan Apoteker; loket 6: kerja diberlakukan | Pelayanan
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 3) Fotocopy denah bangunan; 3. Berkas permohonan yang dinyatakan Ter Wac
tentang Praktik Kedokteran; 4) Surat yang menyatakan status bangunan ._%@_6“v dapat diterima kemudian P
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam bentuk akte hak milik/ sewarkontrak; | ok kan pencatatan;
tentang Rumah Sakit, 5) Foto copy NPWP; 4, Jika berkas lengkap diberikan nomor
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 6) Foto copy SIUP;

tentang Kesehatan ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419
IMenkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-
garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Provinsi sebagai daerah
otonom

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189

A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang

Penetapan izin di Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6

Tahun 2002 tentang  Retribusi ljin

Penyelenggaraan ~ Sarana  Kesehatan

Swasta;

12. Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor

149/Menkes/Tahun 2010 tentang Izin dan

Revisi Praktek Bidan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan ~ Nomor

369/Menkes/ Tahun 2007 tentang Standard

Profesi Bidan;

7) Daftar asisten apoteker yang
mencamtumkan nama, alamat, tanggal
lulus dan nomor surat ijin kerja;

8) Asli dan salinan/fotocopy daftar terperinci
alat perlengkapan apotek;

9) Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola
apotek bahwa tidak bekerja tetap pada
perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi
apoteker pengelola apotek di apotek lain;

10) Asli dan salinan/fotocopy surat ijin atasan
bagi pemohon pegawai negeri, anggota
ABRI dan pegawai instansi pemerintah
lainnya;

11) Akte perjanjian kerjasama APA dengan
PSA;

12) Surat  pernyataan
pelanggaran  peraturan
undangan di bidang obat

13) Pasphoto  berwarna ukuran 4x6 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;

14) Foto Copy ljazah dan Surat lzin Kerja
Apoteker,

15) Foto Copy Uji Kopetensi Apoteker

16) Asli dan Foto copy rekomendasi dari Al
(Ikatan Apoteker Indonesia)

17) Foto copy UUG/HO;

18) Surat permohonan dari apoteker pengelola
apotek

19) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).

PSA tdk terlibat
perundang-

pendaftaran, jika berkas tidak
lengkap akan dikembalikan kepada
pemohon,

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis
untuk  memeriksa, menilai dan
menentukan memenuhi syarat atau
tidaknya dikeluarkan izin yang
dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud
jika permohonan disetujui maka
perizinan diproses, jika permohonan

ditolak maka disiapkan  surat
pengembalian  dokumen  kepada
pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud,
jika terjadi permasalahan dan masih
dapat diselesaikan, dikeluarkan surat
Kepala PPTSP kepada pemohon
untuk menyelesaikan
permasalahannya. Jika
permasalahan selesai, maka proses
perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk
membayar retribusi atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada
Rekening 100. 1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas
bayar sumbangan pihak ketiga pada
loket tempat mengajukan
permohonan (loket 6)

10.Pemberian izin kepada pemohon (
loket 6).
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1)

1)
2)
3)
4)

9)

7)
8)

9)

2. Perubahan pemilik Apotik

Surat perubahan pemilik.

Surat tidak keberatan dari apotik lama (asli)
Surat perjanjian kerja sama APA dengan PSA
Surat pernyataan PSA tidak terlibat
pelanggaran perundang-undangan di bidang
obat

Fotocopy Surat ljin apotik

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

3. Perubahan nama Apotik

Surat permohonan penggantian nama;
Fotocopy surat ljin kerja apotik;

Surat ljin apotik yang lama (asli);

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

4, Perubahan Apoteker

Surat perubahan nama apoteker;

Foto copy surat ljin kerja apoteker;

Foto copy KTP;

Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak
2 (dua) lembar;

Surat pernyataan dari apotik pengelola
apoteker bahwa tidak bekerja tetap pada
perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi
apoteker pengelola di apotik lainnya;

Asli dan salinan/foto copy surat izin atasan bagi
pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan
pegawai instansi pemerintah lainnya;

Akte perjanjian kerja sama APA dengan PSA,;
Surat pernyataan PSA tidak terlibat
pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang obat.;

Berita acara serah terima peralihan tanggung
jawab pelayanan kefarmasian;

10) Berita acara penyerahan untuk pengamanan

resep narkotika dan psikotropika bila APA
meninggal dunia

-sda-

- sda -

-sda-




4

5. Pergantian alamat Apotik

Surat permohonan pindah lokasi

1) Foto copy surat izin kerja Apoteker

2) Foto copy surat izin Apotik lama

3) Keterangan dari pejabat berwenang

4) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*).Untuk perizinan  yang  pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada pihak
lain, pengambilan - sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

-sda-
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17. | IZIN PENDIRIAN OPTIK emmuﬂﬁ.ﬂﬂwﬂmmw:ﬂ”ﬁwﬂ Tetm 150 o | 4, Surat Keterangan Memiliki ahli refraksionis | 1. Pengambilan formulir permohonan di | Waktu 7 | Sesuai dengan Kepala Badan
2. Undang-Undang 2oao_q 29 Tahun 2004 opfisien yang berizajah  Departemen loket N | harikerja ketentuan Penanaman
.sam:m Cinkit Kakdkinrat: Kesehatan, o 2. Pengajuan berkas permohonan di yang Modal dan
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | > Surat ~Keterangan  Memiiki  ruang | loket6; diberlakukan | pejayanan
.aam_a Pemerintah Dasrah: pemeriksaan; 3. Berkas permohonan yang dinyatakan Terpadu
4 Undang-Undang  Nomor _t Tahun 2008 3. Surat Keterangan Memiliki ruang tamu; lengkap dapat diterima kemudian
.82%@ Rumah Sakit: 4, Surat  Keterangan  Memilki  ruang dilakukan pencatatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 laboratorium; 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
.samé o My M moﬂo copy qum pendirian; wm:ﬂ%m..mm_ mﬂm %ﬂxmm : EM_A
; . Foto copy KTP; engkap akan dikembalikan kepada
% _Auwmm%ﬂ”qmw\_%m__.whmmmm_thm%“hmBQ g Haiin 7. Surat keterangan sehat dari dokter; pemohon;
7 Porstursn  Konsll Kesehais =_ Kadoktarin 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri | 5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis
._ao;ama Nomor 1 Tahun 2002 tentang KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa | untuk memeriksa, menilai ~ dan
Retribusi Izin Penyelenggaraan  Sarana (apabila penyampaian berkas permohonan menentukan memenuhi syarat atau
Kesehatan Swasta: tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *). tidaknya  dikeluarkan _.~_= yang
B. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 . dlusngkan dalam DBerta Acara
tentang Kewenangan  Pemerintah  dan _Mzoa:mm:. . _umﬂo_._xm_wma (BAP) ._.m__Mz._m_ e
kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ). Untuk  perizinan ~ yang  pengurusan | 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud

0. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189
AlMenkes/SK/X/1999  tentang  wewenang
Penetapan izin di Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2002 tentang Retribusi ljin Penyelenggaraan
Sarana Kesehatan Swasta;

11. Peraturan ~ Menteri  Kesehatan ~ Nomor
149/Menkes/Tahun 2010, tentang Izin dan
Revisi Praktek Bidan;

12. Keputusan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor
369/Menkes/ Tahun 2007, tentang Standard
Profesi Bidan;

permohonannya dikuasakan kepada pihak
lain, pengambilan  sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

jika permohonan disetujui maka
perizinan diproses, jika permohonan

ditolak maka disiapkan  surat
pengembalian  dokumen  kepada
pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud,
jika terjadi permasalahan dan masih
dapat diselesaikan, dikeluarkan surat
Kepala PPTSP kepada pemohon
untuk menyelesaikan
permasalahannya. Jika
permasalahan selesai, maka proses
perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk
membayar retribusi atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada
Rekening 100. 1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas
bayar sumbangan pihak ketiga pada
loket tempat mengajukan
permohonan (loket 6)

10.Pemberian izin kepada pemohon
(loket 6).




11.Pemohon  diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat;

12. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 6,

13. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




1 2 3 4 5 6 7 8
18. | IZIN PENDIRIAN TOKO OBAT | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Surat permohonan dari Asisten 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2: | Maksimal 7 | Sesuai Kepala Badan
tentang Perlindungan Konsumen; Apateker umqamaa._ Rp. 6.000- 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; (tujuh) hari | dengan Penanaman
e cam:@-c_.am:o .zo.BQ § Tahun 1869 | 2. _uoa..ooE KTP >m._m§ Apotgker dan 3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap | kerja. ketentuan Modal dan
tentang peikotropika; Pemilk Toko o_um?.. X ; dapat  diterima  kemudian  dilakukan yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 | 3. Foto copy Surat lin Kerja Asisten pencatatan: diberlakukan | Terpadu
ke i Apoteker (SIKAM) ; 4. Jika co;.mm lengkap diberikan  nomor
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 4. Denah bangunan Toko obat (dalam .um: dafiaran, jika berkas tidak lengkap akan
tentang xmmgmﬁm?‘ skola) _ dikembalikan kepada pemohon;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor | 5. Foto copy UUG/HO ; 5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
1331/MENKES/SK / X / 2002 tentang | 6. Surat yang menyatakan Status .amwazxmm msnld. Hen  meoenbien
Perubahan Atas Peraturan Menteri Bangunan dalam bentuk Akte Hak aoamacz_ syarat atau fidaknya dikeluarkan
Kesehatan No. 167 / KAB / B.VIIl / 1972 Milik/ sewa/ Kontrak. ; i yang nw‘am:@xm: dolam Baclis: Arare
tentang Pedagang Eceran Obat; 7. Asli dan Fofo Copy Surat ljin Atasan _umawaammz (BAP) Teknis
6. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran bagi (bagi pemohon Pegawai Negeri, 6. Berdasarkan BAP ._.mxa.m dimaksud _jika
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggota ABRI dan Pegawai Instansi | ™ ermohonan  disetujui  maka perizinan
Retribusi izin Penyelengaraan Sarana Pemerintah lainnya) ; u_ roses, jika 8::& hocan diigiak miaka
Kesehatan Swasta; 8. Akte perjanjian Kerja sama antara Q_Mm _a__d surat pengembalian dokumen
7. Peraturan Menteri Kesehatan R.| Nomor Asisten Apoteker dengan pemilik - mﬂm pemohon (loket 6);
920/Menkes/Per/XI1/1986 tentang Upaya sarana toko obat. ” m% desarkan BAP toknls imaksud, ke feried
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang | 9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 .vm_.amm alahan dan masin dapat &_mm_omm_x_ma
Medis; dilampiri KTP/tanda identitas pihak dikeluarkan surat kepada pemohon Eé_m
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan yang  diberi  kuasa  (apabila Hienselesaliaan ermasalahannya.  Jika
Kesehatan Masyarakat Dep.Kes.R.| penyampaian berkas permohonan oﬂawmmm_msmz mm_mMm_ maka proses wmﬂim:
Nomor  664/Binkesmas  /DJ/V/1987 tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) m,_me.ixm: '
tetang Petunkik Pelakssnaan Upaya | ) 8.Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
mm“m<m=m= xmmwzmas m.smmﬁm di Bidang Ket . membayar retribusi atau sumbangan pihak
INEEII \ibas oSt SRanga | o ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun J. Untuk  perizinan yang pengurusan 1000.311:
2000 tentang Kewenangan Pemerintah | permohonannya dikuasakan kepada | g pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
mms __”gﬂgmgg Provinsi  Sebagal | pihak lain, pengambilan sertifikat izin .mcsamég pihak ketiga pada loket tempat
aeran otonom; tetap dilakukan langsung oleh pemohon ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor _M_Mv E ; e gahiian permohons (oksi €)

1.

1189  A/Menkes/SK/X/1999, tentang
wewenang Penetapan izin di Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Retribusi lzin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
Swasta;

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).
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19. | IZIN PENGOBATAN 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Foto copy KTP; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal § | Sesuai Kepala Badan
TRADISIONAL tentang Perlindungan Konsumen; 2. Surat keterangan sehat dari dokter; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; hari kerja dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; sebanyak 2 (dua) lembar; dapat  diterima  kemudian  dilakukan yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 4. Daftar Peralatan sarana prasarana; pencatatan; diberlakukan | Terpadu
tentang Prakfik Kedokteran; 5. Rekomendasi dari kepala Puskesmas | 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 wilayah setempat; pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
tentang Kesehatan ; 6. Rekomendasi dari organisasi profesi dikembalikan kepada pemohon;
5. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 | 7. Rekomendasi kejaksaan/Kantor | 5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
tentang Tenaga Kesehatan; Depag kabupaten; memeriksa, menilai dan  menentukan
6. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran | 8. Rekomendasi dari organisasi memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengobat tradisional; izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana | 9. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah; Pemeriksaan (BAP) Teknis.
Kesehatan Swasta; 10. Biodata pengobat Tradisional; 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor | 11. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | permohonan disetujui maka perizinan
920/Menkes/Per/XIl/1986 tentang Upaya dilampiri KTP/tanda idenfitas pihak | diproses, jika permohonan ditolak maka
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang yang  diberi  kuasa  (apabila | disiapkan surat pengembalian dokumen
Medis; penyampaian berkas permohonan | kepada pemohon (loket 6);
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) | 7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
Kesehatan Masyarakat Dep.Kes.R.| *). permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Nomor 664/Binkesmas/DJ/V/1987 dikeluarkan surat kepada pemohon untuk
tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya [Keterangan : menyelesaikan  permasalahannya.  Jika
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang |*). Untuk perizinan yang pengurusan permasalahan selesai, maka proses perizinan
Pelayanan Medis Dasar; permohonannya dikuasakan kepada dilanjutkan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun pihak lain, pengambilan sertifikat izin | 8. Pemohon  diberikan ~ SKRD/STS  untuk
2000 tentang Kewenangan Pemerintah tetap dilakukan langsung oleh pemohon membayar retribusi atau sumbangan pihak
dan kewenangan Provinsi sebagai izin. ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
daerah otonom; 1000.311;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
Tahun 2002 tentang Retribusi izin sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan mengajukan permohonan (loket 6)
Swasta; 10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1076/Menkes/SK/VI1/2003
Penyelenggaraan

tentang
Pengobatan
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20. | IZIN PENDIRIAN RUMAH 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 1. Foto copy Rekomendasi dari Bupati; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal | Sesuai Kepala Badan
SAKIT SWASTA tentang Kesehatan ; 2. Foto copy akte notaris; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 5 (lima) | dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 3. Foto copy sertifikat tanah; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap | harikerja | ketentuan Modal dan
tentang Praktik Kedokteran; 4. Foto copy IMB; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 5. Foto copy UUG/HO 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
tentang Perlindungan Konsumen; 6. Struktur organisasi disyahkan Direktur pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Rumah Sakit; peninjauan lapangan, jika berkas tidak
tentang Hak Azasi Manusia; 7. Dokumen UKL-UPL; lengkap  akan  dikembalikan  kepada
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | 8. Surat penunjukkan dokter yang pemohon;
tentang Pemerintah Daerah; bertanggung jawab; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 | 9. Surat kesanggupan dokter yang bersama dengan Tim Teknis (Dinas
tentang Rumah Sakit; bertanggungn jawab; Kesehatan);
7. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang | 10. Pas photo berwarna pimpinan Rumah |6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Tenaga Kesehatan; Sakit ukuran ukuran 4x6 cm sebanyak menentukan memenuhi syarat atau tidak
8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran 4 (empat) lembar; memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang | 11. Foto copy KTP pimpinan; dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Retribusi Izin Penyelengaraan Sarana | 12. Fotocopy ijazah pimpinan; Teknis.
Kesehatan Swasta; 13. Denah bangunan,SPAL dan jaringan |7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
9, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor listrik; permohonan dapat disetujui untuk diproses
920/Menkes/Per/XIl/1986 tentang Upaya | 14. Surat penunjukan sebagai fenaga untuk pembuatan izin;
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang medis; 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Medis; 15. Daftar sarana dan prasarana lainnya; permohonan ditolak pemberian izin maka
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan | 16. Suratiljin Tempat Usaha (SITU); disiapkan surat pengem-balian dokumen
Kesehatan Masyarakat Nomor | 17. ljin Penggunaan Bangunan (IPB); kepada pemohon di loket 6;
664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang | 18. Status kepemilikan Rumah Sakit; 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan | 19. Study kelayakan / Master plan; terjadi permasalahan dan masih dapat
Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan | 20. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati
Medis Dasar; dilampiri KTP/tanda idenfitas pihak kepada pemohon untuk menyelesaikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun yang  diberi  kuasa  (apabila persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai,
2000 tentang Kewenangan Pemerintah penyampaian berkas permohonan maka proses perizinan dilanjutkan kembali.
dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) | 10. Pemohon  diberikan ~ SKRD/STS  untuk
Otonom ; *). membayar retribusi dan atau sumbangan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
1189 A/Menkes/SK/X/1999  tentang [Keterangan : 100.1000.311 pada BPD Kalbar;
wewenang Penetapan lzin di Bidang |*). Untuk perizinan yang pengurusan |11.Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
Kesehatan; permohonannya  dikuasakan kepada retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 pada loket tempat mengajukan permohonan

Tahun 2002 tentang Retribusi lzin
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan
Swasta;

pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin.

(loket 6)

12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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£l | 10 KERWA FERAWAT Gi A.Mﬂmwho.&hm%%mnzosoﬂ % Tahun 2008 1. Foto copy SIPG yang masih | 1. Pengambilan formulir permohonan diloket 2; | 5 harikerja | Sesuai Kepala Badan
9 cam:@-cam: z.oBQ 29 Tahun 2004 berlaku; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; dengan Penanaman
.aamzovax%ﬂoaozm v 2. Surat Tanda Registrasi; 3.Berkas permohonan yang dinyatakan ketentuan Modal dan

g y 3. Surat keterangan sehat dari dokter | lengkap dapat diterima kemudian dilakukan yang Pelayanan
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 e QI . .
! ; yang memiliki SIP; pencatatan; diberlakukan | Terpadu
tsntang Perfindungan Konsamer; 4. Rekomendasi dari organisasi | 4.Jika berkas lengkap diberikan nomor

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | .

tentang Hak Azasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit;

6. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/
Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelengaraan
Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Retribusi Izin  Penyelengaraan Sarana
Kesehatan Swasta;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

920/Menkes/Per/XI1/1986 tentang Upaya

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang

Medis;

10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan
Kesehatan Masyarakat Nomor 664/
Binkesmas/DJ/V/1987  tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Pelayanan Medis Dasar;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189
AMenkes/SK/X/1999, tentang wewenang
Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;

12. Keputusan Menteri  Kesehatan Nomor
922/SK/IMenkes/X/1993 tentang Perizinan
Apotik;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/
Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan
izin kerja Perawat Gigi;

profesi;

5. Pas photo berwarna ukuran 4x6
cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

6. Surat Pernyataan memiliki tempat

praktik;
7. Surat Kuasa bermaterai
Rp.6.000,0 dilampiri KTP/tanda

identitas pihak yang diberi kuasa
(apabila penyampaian
permohonan berkas tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :
*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan

kepada pihak lain, pengambilan
sertifikat izin tetap dilakukan
langsung oleh pemohon izin.

pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
dikembalikan kepada pemohon;

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka  perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
pemohon untuk menyelesaikan
permasalahannya.  Jika  permasalahan
selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.

8.Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).
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22. | |ZIN PRAKTIK FISIOTERAP] | T- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 1. Foto copy ljazah D.li fisioterapi; | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal MM”MM_ Kepala Badan
tentang Kesehatan ; 2. Foto copy SIPF yang masih | 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 6; 5 hari kerja. A Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berlaku; 3.Berkas permohonan yang dinyatakan Modal dan
tentang Praktik Kedokteran; 3. Surat keterangan sehat dari dokter; lengkap dapat diterima kemudian dilakukan Mﬂ%_ kuk Pelayanan
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 4. Rekomendasi dari organisasi | pencatatan; RORGRIE Terpadu
tentang Perlindungan Konsumen; profesi; 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 | pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan

tentang Hak Azasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit;

6. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/
Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelengaraan
Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Retribusi izin Penyelengaraan Sarana
Kesehatan Swasta;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang

Medis;

10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan

Kesehatan  Masyarakat Nomor 664/

Binkesmas/DJ/V/1987  tentang  Petunjuk

Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Swasta di Bidang Pelayanan Medis Dasar;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189

A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang

Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;

cm sebanyak 2 (dua) lembar ;

6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
dilampiri KTP/tanda identitas pihak
yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan
kepada pihak lain, pengambilan
sertifikat izin tetap  dilakukan
langsung oleh pemohon izin.

dikembalikan kepada pemohon;

5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
pemohon untuk menyelesaikan
permasalahannya.  Jika  permasalahan
selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 6)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).




1 2 3 4 5 6 7 8
23. | IZIN KERJA REPRAKSIONIS | 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Foto copy ljazah Pendidikan D.IIl | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | & hari kerja | Sesuai Kepala Badan
OPTION (RO) tentang Perfindungan Konsumen: Repraksionis (RO); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 2. Foto copy SIPRO yang masih | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan ketentuan Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; berlaku; lengkap dapat diterima kemudian dilakukan yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 3. Rekomendasi dari organisasi | pencatatan; diberlakukan | Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; profesi; 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 | 4. Pas photo berwarna ukuran 4x6 pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
tentang Rumah Sakit; cm sebanyak 2 (dua) lembar ; dikembalikan kepada pemohon;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 5. SuratKeterangan sehat dari dokter | 5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
tentang Kesehatan ; yang memiliki SIP; memeriksa, menilai dan  menentukan
6. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang | 6. Surat Kuasa bermaterai | memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
Tenaga Kesehatan; Rp.6.000,0 dilampiri KTP/tanda | izin yang dituangkan dalam Berita Acara
7. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran identitas pihak yang diberi kuasa Pemeriksaan (BAP) Teknis.
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang (apabila  penyampaian  berkas | 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
Retribusi Izin Penyelengaraan Sarana permohonan  tidak  dilakukan permohonan  disetujui maka perizinan
Kesehatan Swasta; sendiri oleh pemohon) *). diproses, jika permohonan ditolak maka
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor disiapkan surat pengembalian dokumen
920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya [Keterangan : kepada pemohon (loket 6);
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang |*). Untuk perizinan yang pengurusan | 7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
Medis; permohonannya dikuasakan terjadi permasalahan dan masih dapat
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan |  kepada pihak lain, pengambilan diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
Kesehatan Masyarakat Nomor 664/ | sertifikat izin tetap dilakukan pemohon untuk menyelesaikan
Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk | langsung oleh pemohon izin. permasalahannya.  Jika  permasalahan
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
Swasta di Bidang Pelayanan Medis Dasar, 8.Pemohon diberikan  SKRD/STS  untuk
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun membayar retribusi atau sumbangan pihak
2000 tentang Kewenangan Pemerintah ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah 1000.311;
Otonom; 9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
11. Peraturan menteri kesehatan Nomor sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
544/menkes/per/sk/VI/2002 tentang mengajukan __uma_o:o:m: (loket 6)
Registrasi dan lzin kerja Refraksionis 10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).
Option (RO)
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189
A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang
Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6

Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan
Swasta;
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24, | SURAT IZIN KERJA ASISTEN | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Foto copy ljazah Pendidikan DIll | 1. Pengambilan formulir permohonan diloket 2; | 5 hari kerja | Sesuai Kepala Badan
APOTEKER (SIKAA) tentang Perlindungan Konsumen; Sekolah Menengah Farmasi / SAA | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (sekolah Asisten Apoteker) ; 3.Berkas permohonan yang dinyatakan ketentuan Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; 2. Foto copy SIAA (Surat Izin Asisten | lengkap dapat diterima kemudian dilakukan yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Apoteker) yang masih berlaku dari pencatatan; diberlakukan | Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; Dinas Kesehatan Provinsi; 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
4, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 | 3. Rekomendasi dari organisasi pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
tentang Rumah Sakit; profesi; dikembalikan kepada pemohon;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 4. Pas poto berwarna ukuran 4x6 cm | 5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
tentang Kesehatan ; sebanyak 2 (dua) lembar ; memeriksa, menilai dan  menentukan
6. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang | 5. Rekomendari dari calon tempat memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
Tenaga Kesehatan; bekerja izin yang dituangkan dalam Berita Acara
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 | 6. Surat Keterangan Sehat dan tidak Pemeriksaan (BAP) Teknis.
| Menkes / Per / X /| 2005 tentang buta warna dari dokter yang | 6.Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
Penyelengaraan Praktek Dokter dan memiliki SIP (Surat Izin Praktek); permohonan  disetujui maka perizinan
Dokter Gigi; 7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | diproses, jika permohonan ditolak maka
8. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokter-an dilampiri KTP/tanda identitas pihak | disiapkan surat pengembalian dokumen
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang yang diberi kuasa (apabila kepada pemohon (loket 6);
Retribusi izin Penyelengaraan Sarana penyampaian berkas permohonan | 7.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
Kesehatan Swasta; tidak dilakukan sendiri oleh terjadi permasalahan dan masih dapat
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / pemohan) *). diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
Menkes / Per / XIl / 1986 tentang Upaya pemohon untuk menyelesaikan
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Keterangan : permasalahannya.  Jika  permasalahan
Medis; *). Untuk perizinan yang pengurusan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan permohonannya dikuasakan | 8 Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
Kesehatan Masyarakat Nomor 664 / kepada pihak lain, pengambilan membayar retribusi atau sumbangan pihak
Binkesmas / DJ / V / 1987 tentang sertifikat izin  tetap dilakukan ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan langsung oleh pemohon izin. 1000.311;
Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan 9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
Medis Dasar; sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun mengajukan permohonan (loket 6)
2000 tentang Kewenangan Pemerintah 10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 6).
dan kewenangan Provinsi sebagai daerah
otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkap Daerah
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13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189
A | Menkes / SK / X / 1999, tentang
wewenang Penetapan izin di Bidang
Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Retribusi izin
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan
Swasta;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149 /
Menkes / Tahun 2010 tentang Praktek
Bidan;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/
Menkes / Tahun 2007 tentang Standart
Profesi Bidan;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 /
SK / Menkes / X / 1993, tentang Perizinan
Apotik;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076
| Menkes / SK / VII /2003 tentang
Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisi-
onal;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1392/Menkes/SK/XI1/2001 tentang

Registrasi dan izin kerja Perawat Gigi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1700/B/SK/1982 tentang Kreteria

Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman

Keras dan Makanan/Minuman yang

mengandung Alkohol.

20
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25. | IZIN LAIK SEHAT HYGIENE 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Surat permohonan ; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | 5 hari kerja | Sesuai Kepala Badan
SANITASI tentang Perlindungan Konsumen; 2. Foto copy KTP; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; dengan Penanaman

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 3. Peta lokasi dan gambar denah | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan | Modal dan
Hotel, Kolam Renang, tentang Praktik Kedokteran; bangunan; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
Restoran, Rumah Makan, 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 | 4. Surat penunjukan penanggung | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
Jasa Boga, Café, Warkop Air tentang Rumah Sakit; jawab ; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
Minum Isi Ulang AMDK (Air 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 5. Khusus kolam renang restoran, jasa peninjauan lapangan, jika berkas tidak
Minum Dalam tentang Kesehatan ; boga, air minum dalam kemasan lengkap akan  dikembalikan  kepada
Kemasan/Depot) Pabrik 5. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang atau depot perlu uji laboratorium, pemohon;
Makanan dan Minuman (IRTT) Tenaga Kesehatan; pabrik makanan dan minuman; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor | 6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 bersama dengan Tim Teknis (Dinas
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang dilampiri KTP/tanda identitas pihak Kesehatan);
Penyelengaraan Praktek Dokter dan Dokter yang diberi kuasa (apabila berkas | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Gigi; penyampaian permohonan tidak menentukan memenuhi syarat atau tidak
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor dilakukan sendiri oleh pemohon) *). memenuhi  syarat dikeluarkan ijin dan
920/Menkes/Per/XI1/1986 tentang Upaya dibuatkan BA Pemeriksaan (BAP) Teknis.
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang [Keterangan : 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Medis; *). Untuk perizinan yang pengurusan permohonan dapat disetujui untuk diproses
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan permohonannya  dikuasakan untuk pembuatan izin;
Kesehatan Masyarakat Dep.Kes.R.| Nomor kepada pihak lain, pengambilan 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
664/Binkesmas/  DJ/V/1987  tentang sertifikat izin tetap dilakukan permohonan ditolak pemberian izin maka
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan langsung oleh pemohon izin. disiapkan surat pengembalian dokumen
Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan kepada pemohon (loket 6);
Medis Dasar; 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 terjadi permasalahan dan masih dapat
A/Menkes/SK/X/1999 tentang wewenang diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati
Penetapan izin di Bidang Kesehatan; kepada pemohon untuk menyelesaikan
persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan kembali.
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;
11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 6;

12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




10.

1.

12.

13.

14.

15.

18.

17.

18.

18.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Retribusi izin
Penyelenggaraan  Sarana  Kesehatan
Swasta;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149/
Menkes/Tahun 2010, tentang Praktek
Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/Tahun 2007 tentang Standart
Profesi Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizin-an
Apotik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/Menkes/SK/VI1/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisio-
nal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1392/Menkes/SK/XI1/2001 tentang
Registrasi dan ijin kerja Perawat Gigi
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1700/B/SK/1982 tentang Kreteria
Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman
Keras dan Makanan/Minuman yang

mengandung Alkohol.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1098/Menkes/SK/VI1/2003 tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah
Makan dan Restoran;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/
Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

PerATURAN Menteri Kesehatan Nomor.
80/Menkes/PER/II/1990 tentang
Persyaratan Kesehatan Hotel
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26. | IZIN OPERASI 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 1. Formulir permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan diloket 2, | 5 hari | Sesuai Kepala Badan
PEMBERANTASAN HAMA tentang Perlindungan Konsumen; 2. Peta lokasi dan  alamat | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket | kerja dengan Penanaman
(PEST CONTROL) 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perusahaan ; pelayanan perizinan (loket 6); ketentuan Modal dan
tentang Hak Azasi Manusia; 3. Denah dan luas bangunan; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 4. Daftar susunan petugas teknis diterima kemudian dilakukan pencatatan; diberlakukan | Terpadu
tentang Praktik Kedokteran; perusahaan 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | 5. Surat keterangan berbadan sehat pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
tentang Pemerintah Daerah; dari  dokter untuk tenaga dikembalikan kepada pemohon;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 supervisor, operator dan teknisi; 5. Dilakukan Rapat Kordinasi BPMPT bersama
tentang Rumah Sakit; 6. Sertifikat tanda lulus sebagai dengan Tim Teknis (Dinas Kesehatan) untuk
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 supervisor, operator dan teknisi menilai  kelayakan sarana prasarana /
tentang Kesehatan ; 7. Daftar pestisida yang akan fasilitas praktek yang tersedia dan untuk
7. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 tentang digunakan; menentukan memenuhi syarat atau tidak
Tenaga Kesehatan; 8. Daftar peralatan teknis; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor | 9. Surat Kuasa bermaterai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Rp.6.000,0 dilampiri KTP/tanda Teknis.
Penyelengaraan Prakiek Dokter dan identitas pihak yang diberi kuasa | 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
Dokter Gigi; (apabila  penyampaian  berkas permohonan  disetujui maka diproses
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor permohonan  tidak  dilakukan penerbitan izinnya, jika ditolak maka
920/Menkes/Per/XI1/1986 tentang Upaya sendiri oleh pemohon) *). disiapkan surat pengembalian dokumen
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang kepada pemohon di loket 6;
Medis; Keterangan : 7. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud, jika
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan |*). Untuk perizinan yang pengurusan terjadi permasalahan dan masih dapat
Kesehatan Masyarakat Nomor permohonannya dikuasakan diselesaikan, dikeluarkan surat kepada
664/Binkesmas/  DJ/V/1987  tentang kepada pihak lain, pengambilan pemohon untuk menyelesaikan persoalan
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan sertifikat izin tetap dilakukan dimaksud. Jika persoalan selesai, proses
Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan langsung oleh pemohon izin. perizinan dilanjutkan.
Medis Dasar; 8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor membayar retribusi dan atau sumbangan
1189  A/Menkes/SK/X/1999  tentang pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
wewenang Penetapan izin di Bidang 100. 1000.311 pada BPD Kalbar;
Kesehatan; 9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

sumbangan pihak ketiga di loket 6;

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Retribusi izin
Penyelenggaraan ~ Sarana  Kesehatan
Swasta;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
149/Menkes/Tahun 2010 tentang Praktek
Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/Tahun 2007 tentang Standar
Profesi Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan
Apotik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/Menkes/SK/VI1/2003 tentang Penye-
lenggaraan Pengobatan Tradisional;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1392/Menkes/SK/XI1/2001 tentang
Registrasi dan ijin kerja Perawat Gigi;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1700/B/SK/1982 tentang Kreteria
Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman
Keras dan Makanan/Minuman yang
mengandung Alkohol.;

Kepmenkes Nomor 1350/MENKES/SK/
XII/ 2001 tentang Pestisida;
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27 | IZIN TEMPAT PEMOTONGAN | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 | 1. Surat/Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
HEWAN tentang Ketentuan-ketentuan Pokok | 2. Foto copy KTP; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 5 hari kerja Penanaman Modal
Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Izin Lingkungan sesuai dengan skala | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dan Pelayanan
2. Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun usaha: dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Terpadu
1992, - UKL/UPL ; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun - SPPL/HO; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
1974; 4, Fos foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 peninjauan lapangan, jika berkas tidak
4, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun {tiga) lembar; lengkap akan  dikembalikan  kepada
1993, 5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 pemohon;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. dilampiri KTP/tanda identitas pihak | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
76/Kpts/OP/7/1978, yang diberi  kuasa  (apabila bersama dengan Tim Teknis (Dinas
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. penyampaian berkas permohonan Pertanian dan Peternakan);
324/Kpts/TN.120/4/1994; fidak  dilakukan  sendiri oleh | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. pemohon) *). menentukan memenuhi syarat atau tidak
562/Kpts/OT.210/6/1997, memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor Keterangan : dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
1018/Kpts/Kp.430/12/1998; J. Untuk perizinan yang pengurusan Teknis.
permohonannya dikuasakan 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
kepada pihak lain,  pengambilan permohonan dapat disetujui untuk diproses
sertifikat izin tetap dilakukan untuk pembuatan izin;
langsung oleh pemohon izin. 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengem-balian dokumen
kepada pemohon di loket 4;
9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika

terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati
kepada pemohon untuk menyelesaikan
persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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IZIN USAHA PENGGILINGAN | 1. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman | 1. Formulir permohonan 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
PADI Pangan dan Hortikultura Nomor 1. | 2. Daftar Spesifikasi ALSIN (Alat | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 hari kerja Penanaman Modal
- Besar HK.050.99.75 tanggal 19 November penggilingan padi); 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dan Pelayanan
- Kecil 1999. 3. Izin Lingkungan (sesuai skala usaha) dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Terpadu
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor - AMDAL (khusus skala besar) 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
859/Kpts/TP.250/11/1998,tentang - UKL-UPL pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
persyaratan teknis; - SPPL/HO peninjauan lapangan, jika berkas fidak
Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 4. Fotocopy SIUP (Berbadan Usaha); lengkap  akan  dikembalikan  kepada
406/Kpts/Org/6/1980; 5. Akte pendirian Perusahaan pemohon;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor (Berbadan Usaha); 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
362/Kpts/TN.120/5/1990; 6. Foto copy KTP; bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 7. Fos foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 Pertanian  dan  Peternakan, = BPP
562/Kpts/OT.210/6/1997; (tiga) lembar;; Kecamatan);
8. Berita acara pembentukan gabungan | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
kelompok tani atau UPJA (Unit menentukan memenuhi syarat atau tidak
Pelayanan Jasa Alsintan (Alat Mesin memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
Pertanian)) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 Teknis.
dilampiri KTP/tanda identitas pihak | 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
yang diberi kuasa  (apabila permohonan dapat disetujui untuk diproses
penyampaian berkas permohonan untuk pembuatan izin;
tidak  dilakukan  sendiri  oleh | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
pemohon) *). permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
Keterangan : kepada pemohon (loket 4);
*). Untuk perizinan yang pengurusan | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jka
permohonannya dikuasakan terjadi bm:.:mmm_m:m: dan masih dapat
kepada pihak lain,  pengambilan diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
sertifiat izin tetap dilakukan PPTSP ~ kepada  pemohon  untuk
langsung oleh pemohon izin. menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.
10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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29 | IZIN USAHA TOKO OBAT 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun | 1. Fotocopy SIUP; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
HEWAN 1967 tentang ~ Ketentuan-ketentuan | 2. Fotocopy Akte Pendirian; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 hari kerja Penanaman Modal
Pokok Peternakan dan Kesehatan | 3. Foto copy KTP; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dan Pelayanan
Hewan; 4. Fos foto ukuran 4x6 cm sebanyak dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Terpadu
2. Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 3 (tiga) tembar; 4, Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
1992; 5. Foto copy Nomor Pokok Waijib pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
3. Keputusan Presiden Nomor.44 tahun Pajak (NPWP); peninjauan lapangan, jika berkas tidak
1974; 6. Fotocopy HGB/IMB; lengkap  akan  dikembalikan  kepada
4, Keputusan Presiden Nomor.83 tahun | 7. Rekomendasi dinas pertanian dan pemohon;
1993; peternakan; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 8. Surat Keterangan Mempunyai bersama dengan Tim Teknis (Dinas
476/Kpts/OP/7/1978; Dokter Hewan; Pertanian dan Peternakan);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
324/Kpts/TN.120/4/1994; dilampiri KTP/tanda identitas pihak menentukan memenuhi syarat atau tidak
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor yang diberi kuasa (apabila memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
562/Kpts/OT.210/6/1997, penyampaian berkas permohonan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor tidak dilakukan sendiri oleh Teknis.
1018/Kpts/Kp.430/12/1998; pemohon) *). 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
permohonan dapat disetujui untuk diproses
Keterangan : untuk pembuatan izin;
*). Untuk perizinan yang pengurusan | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonannya dikuasakan permohonan ditolak pemberian izin maka
kepada pihak lain, pengambilan disiapkan surat pengem-balian dokumen
sertifiat izin tetap dilakukan kepada pemohon (loket 4);
9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika

langsung oleh pemohon izin.

terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan kembali.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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30 | IZIN KIOS SARANA 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 | 1. Fotocopy SIUP; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
PRODUKSI (SAPRODI) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok | 2. Fotocopy Akte Pendirian; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 hari kerja Penanaman Modal
BENIH, BIBIT, PUPUK DAN Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Foto copy KTP; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dan Pelayanan
PESTISIDA 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 4. Fos foto ukuran 4x6 cm sebanyak dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Terpadu
476/Kpts/OP/7/1978, 3 (tiga) lembar; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 5. Nomor pokok wajib pajak (NPWPY); pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
324/Kpts/TN.120/4/1994; 6. Fotocopy HGB/IMB; peninjauan lapangan, jika berkas tidak
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian lengkap  akan  dikembalikan  kepada
562/Kpts/OT.210/6/1997; Dan Peternakan; pemohon;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor | 8. Surat Keterangan Mempunyai | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
1018/Kpts/Kp.430/12/1998; Dokter Hewan; bersama dengan Tim Teknis (Dinas
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 Pertanian dan Peternakan);
dilampiri KTP/tanda identitas pihak | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
yang diberi kuasa (apabila menentukan memenuhi syarat atau tidak
penyampaian berkas permohonan memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
tidak dilakukan  sendiri  oleh dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
pemohon) *). Teknis.
7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Keterangan : permohonan dapat disetujui untuk diproses
*). Untuk perizinan yang pengurusan untuk pembuatan izin;
permohonannya dikuasakan 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
kepada pihak lain, pengambilan permohonan ditolak pemberian izin maka
sertifikat izin tetap dilakukan disiapkan surat pengem-balian dokumen
langsung oleh pemohon izin. kepada pemohon (loket 4);
9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika

terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan kembali.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.




1 2 3 4 5 6 7 8
31 | IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN
a. Pendidikan Anak Usia Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 | 1. Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket | Maksimal Tanpabiaya | Kepala Badan
Dini (PAUD) tentang Kesejahteraan Anak; 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa; 2; 30 hari kerja Penanaman
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 | 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; Modal dan
tentang Perlindungan Anak; 4. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Pelayanan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Kecamatan; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Terpadu
tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5. Foto copy NPWP atas nama lembaga; | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
Peraturan ~ Pemerintah ~ Republik | 6. Data warga/peserta belajar minimal 10 pendaftaran dan ditentukan  jadwal Masa berlaku
Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005, anak; peninjauan lapangan, jika berkas tidak selama 2
tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Data tenaga kependidikan minimal 2 lengkap akan dikembalikan kepada (dua) tahun.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional orang; pemohon;
nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar | 8. Foto copy rekening bank tabungan | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh
Pendidikan Anak Usia Dini; atas nama lembaga; BPMPT bersama dengan Tim Teknis
9. Memiliki AD/ART dan akte notaries (Dinas Pendidikan);
kelembagaan 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
10. Memiliki surat keterangan tempat menentukan memenuhi syarat atau tidak
kegiatan pembelajaran tersendiri; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
11. Memiliki struktur kelembagaan dibuatkan BAP Teknis.
12. Memiliki kurikulum/program kegiatan | 7. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud
belajar; permohonan dapat disetujui untuk diproses
13. Foto copy sertifikat / surat perizinan untuk pembuatan izin;
sewa tempat 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
14. Memiliki rencana dan jadwal kegiatan permohonan ditolak pemberian izin maka
15. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 disiapkan surat pengembalian dokumen
dilampiri KTP/tanda identitas pihak kepada pemohon (loket 6);
yang  diberi  kuasa  (apabila | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika

penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

"

terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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b. Pendidikan Dasar {. Undang-undang Nomor. 4 Tahun M mwpsc_: _umqso:o:mz e R 1. __uﬂzmwaz_ms formulir permohonan di Maksimal Tanpabiaya | Kepala Badan
1974 tentang Kesejahteraan Anak; w. F nsmzm- MrangnYa Bae_. 110 {sepuluh) siswa; 9 w s k h .| 30 hari Penanaman
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun | ' OROG0yaldor pemvdire; : : o:n&.cm: edkas. [pEhehana 4 kerja Modal dan
) . 4. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum loket 6;
2002 tentang Perlindungan Anak; _ ; Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang berlaku; 3. Berkas  permohonan  dinyatakan Terpadu
‘ 2003 tentang Sistem Pendidikan 5. Daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak lengkap dapat diterima untuk dilakukan
- berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha; pencatatan;
4 umm_wzm__ Pemedniah  sodblik 6. Rencana jadwal pelajaran 4. Berkas lengkap pemohon diberikan
,_ma uran  remerinian = REPUBTK | 7 Daftar rencana formasi kelas dan siswa; nomor pendaftaran dan ditentukan
ndonesia Nomor 19 Tahun 2005, . g s ;
tentang Standar Naslonal 8. Gambar cm:o.c.:m: sekolah; - jadwal peninjauan lapangan, jika
Pandidikar 9. Status kepemilikan tanah/ket. kepemilikan tanah; berkas  ftidak  lengkap  akan
& Paratiran i Menteri  Pendidikan 10. Status kepemilikan gedung/ket. kepemilikan gedung; dikembalikan kepada pemohon;
_me_o nal nomor 58 Tahun 2009 11. Daftar inventaris milik sekolah; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh
tentang Standar Pendidikan Anak 12. Dana yang tersedia minimal Rp. 20.000.000,- BPMPT bersama dengan Tim Teknis
Usia Dini: (dibuktikan dengan foto copy tabungan di bank); (Dinas Pendidikan);
' 13. Daftar buku pelajaran dan peralatan pendidikan; 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
14. Memiliki ruang laboratorium; menentukan memenuhi syarat atau
15. Memiliki ruang perpustakaan; tidak memenuhi syarat dikeluarkan izin
16. Foto copy ijazah terakhir tenaga guru dan tenaga dan dibuatkan BAP Teknis.
kependidikan lainnya; 7. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud
17. Memiliki ruang tata usaha; permohonan dapat disetujui untuk
18. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan diproses untuk pembuatan izin;
bimbingan konseling; 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
19. Foto copy KTP; permohonan ditolak pemberian izin
20. Fato copy Sertifikat/surat perjanjian sewa; maka disiapkan surat pengem-balian
21. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah; dokumen kepada pemohon diloket 6;
22. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud,
tetap maupun tidak tetap; jika terjadi permasalahan dan masih
23. Daftar riwayat hidup dan ijazah pengelola dan tenaga dapat diselesaikan, dikeluarkan surat
pendidikan; Kepala PPTSP kepada pemohon
24. Program dan kurikulum pendidikan; untuk  menyelesaikan  persoalan
25. Sekurang-kurangnya memiliki : dimaksud. Jika persoalan selesai,
- Susunan organisasi sekolah maka proses perizinan dilanjutkan.
- Tata tertib sekolah 10. Pemberian izin kepada pemohon di
- Kode etik sekolah loket 6.
26. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri

KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan
sendiri oleh pemohon) *).
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% Pendidlkan Monsrgah 1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun M MM"H”_ m_ﬂ _U.M_ﬂ_mﬂzﬂswss emiliki: 1. Pengambilan formulir permohonan di | Maksimal | Tanpa Kepala Badan
1974 tentang Kesejahteraan Anak; . a 20 mmsm Sm_ x<m,z_c m_sx dis Kodingase loket 2; 30 hari biaya Penanaman
2. Undang-undang Nomor.23 Tahun c. 10 slswa untuk Sek o__ i _sm:ms Yt 2. Pengajuan berkas permohonan di loket | kerja Modal dan
2002 tentang Perlindungan Anak; & 8 sibwacritik SLB g g 6; Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun : 3.Berkas  permohonan  dinyatakan Terpadu

2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

4, Peraturan  Pemerintah ~ Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005,
fentang Standar Nasional
Pendidikan;

5. Peraturan  Menteri  Pendidikan
Nasional nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini;

3. Foto copy akte pendirian;

4, Surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang
berlaku;

5. Daftar nama pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan
serta daftar tenaga tata usaha;

6. Rencana jadwal pelajaran

7. Daftar rencana formasi kelas dan siswa;

8. Gambar bangunan sekolah;

9. Status kepemilikan tanah/ ket. kepemilikan tanah;

10. Status kepemilikan gedung/ket. kepemilikan gedung;

11. Daftar inventaris milik sekolah;

12. Dana yang tersedia minimal Rp. 50.000.000,- (dibuktikan

dengan foto copy tabungan di bank);

13. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan;

14, Memiliki ruang laboratorium dan ruang perpustakaan;

15. Foto copy ijjazah terakhir tenaga guru dan

kependidikan lainnya;

16. Memiliki ruang tata usaha;

17. Memiliki ruang UKS dan bimbingan konseling;

18. Foto copy KTP,

19. Uraian anggaran dasar/rumah tangga;

20. Foto copy Sertifikat/surat perjanjian sewa;

21. Rencana anggaran dan pendapatan belanja;

22, Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidikan baik tetap

maupun tidak tetap;

23. Daftar riwayat hidup dan ijazah pengelola/tenaga pendidikan;

24. Program dan kurikulum pendidikan;

25. Sekurang-kurangnya memiliki :

- Susunan organisasi sekolah

- Tata tertib sekolah dan Kode etik sekolah

26. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri KTP/tanda

identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian

berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain, pengambilan sertifikat

izin tetap dilakukanlangsung oleh pemohon izin.

tenaga

lengkap dapat diterima untuk dilakukan
pencatatan;

4.Berkas lengkap pemohon diberikan
nomor pendaftaran dan ditentukan
jadwal peninjauan lapangan, jika
berkas  tidak  lengkap  akan
dikembalikan kepada pemohon;

5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh
BPMPT bersama dengan Tim Teknis
(Dinas Pendidikan);

6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
menentukan memenuhi syarat atau
tidak memenuhi syarat dikeluarkan izin
dan dibuatkan BAP Teknis.

7.Berdasarkan BAP Teknis dimaksud
permohonan dapat disetujui untuk
diproses untuk pembuatan izin;

8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin
maka disiapkan surat pengem-balian
dokumen kepada pemohon diloket 6;

9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP kepada pemahon untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud.
Jika persoalan selesai, maka proses
perizinan dilanjutkan.

10. Pemberian izin kepada pemohon di

loket 6
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32 | IZIN PENDIRIAN PUSAT 1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun | 1. Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
KEGIATAN BELAJAR 1974 tentang Kesejahteraan | 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 30 hari Penanaman
MASYARAKAT Anak; 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap | kerja Modal dan
2. Undang-undang Nomor.23 | 4. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Pelayanan
Tahun 2002 tentang Pendidikan Kecamatan; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Terpadu
Perlindungan Anak; 5. Foto copy Akta Notaris atas nama lembaga pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
3. Undang-Undang Nomor 20 | 6. Foto copy NPWP atas nama lembaga; peninjauan lapangan, jika berkas tidak Masa berlaku
Tahun 2003 tentang Sistem | 7. Data warga/peserta belajar; lengkap dikembalikan kepada pemohon; selama 2
Pendidikan Nasional; 8. Data tenaga pendidik/tutor serta uraian | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT (dua) tahun.
4, Peraturan Pemerintah Republik tugasnya; bersama dengan Tim Teknis (Diknas);
Indonesia Nomor 19 Tahun | 9. Foto copy rekening bank tabungan atas nama | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
2005, tentang Standar Nasional lembaga; menentukan memenuhi syarat atau tidak
Pendidikan; 10. Memiliki AD/ART kelembagaan memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan | 11.Memilki tempat kegiatan pembelajaran dibuatkan BAP Teknis.
Nasional nomor 58 Tahun 2009 tersendiri 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
tentang Standar  Pendidikan permohonan dapat disetujui untuk diproses
Anak Usia Dini; 13. Uraian tugas pengelola kelembagaan untuk pembuatan izin;
14. Memiliki kurikulum / program kegiatan 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
15.Foto copy sertifikat / surat perizinan sewa permohonan ditolak pemberian izin maka
tempat disiapkan surat pengembalian dokumen
16. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri kepada pemohon (loket 6);
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika

(apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).
Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada pihak
lain, pengambilan sertifikat izin  tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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33 | IZIN PENDIRIAN LEMBAGA | 1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun | 1. Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
KURSUS DAN PELATIHAN 1974 tentang Kesejahteraan Anak; | 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 30 hari Penanaman
2. Undang-undang Nomor.23 Tahun | 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap | kerja Modal dan
2002 tentang Perlindungan Anak; | 4. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Pendidikan Kecamatan; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Terpadu
2003 tentang Sistem Pendidikan 5. Foto copy Akta Notaris atas nama lembaga; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
4. Peraturan Pemerintah Republik | 6. Foto copy NPWP atas nama lembaga; peninjauan lapangan, jika berkas tidak Masa berlaku
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, | 7. Data warga/peserta belajar minimal; lengkap akan dikembalikan  kepada selama 2
tentang Standar Nasional | 8. Data tenaga pendidik/tutor; pemohon; (dua) tahun.
Pendidikan; 9. Foto copy rekening bank tabungan atas nama | 5. Dilakukan peninjauan fapangan oleh BPMPT
5.Peraturan  Menteri  Pendidikan lembaga; bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Nasional nomor 58 Tahun 2009 | 10. Memiliki AD/ART kelembagaan; Pendidikan);
tentang Standar Pendidikan Anak | 11. Memiliki tempat kegiatan belajar tersendiri 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Usia Dini; 12. Memiliki struktur kelembagaan; menentukan memenuhi syarat atau tidak
13. Memiliki kurikulum / program kegiatan ; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
14. Foto copy sertifikat / surat perizinan sewa dibuatkan BAP Teknis.
tempat 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
15. Memiliki visi misi dan strategi; permohonan dapat disetujui untuk diproses
16. Memiliki media informasi dan komunikasi; untuk pembuatan izin;
17. inovatif dalam mengemas program yang | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
diselenggarakan; permohonan ditolak pemberian izin maka
18. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampiri disiapkan surat pengembalian dokumen
KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa kepada pemohon (loket 6);
(apabila penyampaian berkas permohonan | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *). terjadi permasalahan dan masih dapat
Keterangan : diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
*). Untuk perizinan yang pengurusan PPTSP  kepada ~ pemohon untuk
permohonannya  dikuasakan kepada pihak menyelesaikan persoalan a_am.a,a.. Jika
lain, pengambilan sertifikat izin tetap persoalan selesai, maka proses perizinan
dilakukan langsung oleh pemohon izin. dilanjutkan.
10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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34 | IZIN PENDIRIAN 1.Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1974 | 1. Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpabiaya | Kepala Badan
KESETARAAN DAN tentang Kesejahteraan Anak; 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa; | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 30 hari kerja Penanaman
KEAKSARAAN 2.Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 | 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Modal dan
FUNGSIONAL tentang Perlindungan Anak; 4. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Kecamatan; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Terpadu
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Foto copy Akta Notaris atas nama pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan
4, Peraturan Pemerintah Republik lembaga. lapangan, jika berkas tidak lengkap akan Masa berlaku
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, | 6. Foto copy NPWP atas nama lembaga; dikembalikan kepada pemohon; selama 2
tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Data warga/peserta belajar minimal 25 | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT (dua) tahun.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

orang perkelompok;

8. Data tenaga pendidik/tutor;

9. Foto copy rekening bank tabungan atas
nama lembaga;

11.Memiliki tempat kegiatan pembelajaran
tersendiri

12.Memiliki struktur kelembagaan

13.Memiliki kurikulum / program kegiatan

14.Foto copy sertifikat / surat perizinan
sewa tempat.

15. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada

pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin.

bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Pendidikan);
6. Rapat koordinasi Tim Teknis  untuk

menentukan memenuhi syarat atau tidak

memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
dibuatkan BAP Teknis.
7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud

permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;

8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin  maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
pemohon untuk menyelesaikan persoalan
dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
proses perizinan dilanjutkan.

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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35 | 1ZIN JASA TITIPAN UNTUK 1. Undang-Undang Negara Nomor 6 | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal o Kopala Bada
KANTOR AGEN Tahun 1984 Tentang Pos; Badan Hukum); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 hari kerja derein _uommsmsmz
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 | 2. Fotocopy Surat lzin Penyeleng- | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat xoﬁmm_e% Modal doa
Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan garaan Jasa Titipan (SIPJT) kantor diterima untuk dilakukan pencatatan; Paisvanan
Pos; pusat; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor “.ma:@_ - T y :
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan | 3. Fotocopy KTP pemohon; pendaftaran jika berkas tidak lengkap akan N P
Informatika Nomor 23/PER/ M.KOM | 4. Foto Copy Akta Pendirian dikembalikan kepada pemohon; Misa Boraki
INFO/04/2009  tentang  Pedoman Perusahaan; 5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk i2in selama §
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | 5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak menelitii menilai dan menentukan diterbitkan (ima) tahun
Bidang Pos dan Telekomunikasi. 2 (dua) lembar.; atau tidak diterbitkannya izin dituangkan dalam Deirdébal
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 | 6. Denah lokasi Usaha; Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani dhen mﬂ.m:
Tahun 2009, tentang Perubahan atas | 7. Surat keterangan kerja sama oleh Kepala PPTSP; sﬂcxvmo__msw
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 dengan jasa penitipan ; 6. Berdasarkan BAP jika permohonan disetujui masa 1 (satu)
Tahun 2008 tentang lzin Operasional | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 maka perizinan diproses, jika permohonan tahun setelah
Bidang Pos dan Telekomunikasi. yang dilampiri KTP/tanda identitas ditolak ~ PPTSP  mengirimkan  surat dievaluasi
pihak yang diberi kuasa (apabila pengembalian dokumen ( loket 4); ;
penyampaian berkas permohonan | 7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan
tidak  dilakukan  sendiri oleh yang dapat diselesaikan oleh pemohon, maka
pemohon) *). Kepala PPTSP menyampaikan surat kepada
Keterangan : pemohon untuk segera menyelesaikan
*). Untuk perizinan yang pengurusan permasalahannya. Jika persoalan selesai
permohonannya  dikuasakan maka proses perizinan dilanjutkan.
kepada pihak lain, pengambilan 8. Pemohon diberikan  SKRD/STS  untuk
sertifiat izin tetap dilakukan membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
langsung oleh pemohon izin. ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan di
loket 4;

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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36 | IZIN PENYELENGGARAAN 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2, | Maksimal | Sesuai Kepala Badan
TELEKOMUNIKASI KHUSUS tentang Telekomunikast. Badan Hukum); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 20 hari dengan Penanaman
2, Peraturan Pemerintah Republik | 2. Gambar/Skets Konfigurasi jaringan | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat | kerja ketentuan Modal dan
{(Untuk Kepertuan Pemerintah Indonesia Nomor 52 Tahun 2000, dan spesifikasi teknis alat/ perangkat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
dan Badan Hukum dengan tentang Penyelenggaraan Telekomuni- yang akan digunakan; 4, Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
cakupan area Kabupaten) kasi. 3. Surat pemnyataan bahwa alat/ pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan perangkat yang akan digunakan lapangan, jika berkas tidak lengkap akan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/ memenuhi persyaratan teknis dan dikembalikan kepada pemohon; Masa berlaku
04/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan memiliki sertifikat alat / perangkat | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT izin selama 3
Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan telekomunikasi.; bersama dengan Tim Teknis (Dinas Kominfo); (tiga) tahun.
Telekomunikasi. 4. Surat pernyataan  bahwa alat/ | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk Setiap 1 tahun
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 perangkat komunikasi yang menentukan memenuhi syarat atau tidak dievaluasi.
Tahun 2009 tentang Perubahan atas digunakan memenuhi syarat teknis/ memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 sertifikasi; dibuatkan BAP Teknis.
Tahun 2008 tentang lzin Operasional | 5. Profil perusahaan (untuk yang | 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Bidang Pos dan Telekomunikasi. berbadan hukum); permohonan dapat disetujui untuk diproses
6. Foto Copy KTP untuk pembuatan izin;
7. Foto  Copy Akta  Pendirian | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Perusahaan; permohonan ditolak pemberian izin  maka
8. Foto copy sertifikat tanah / disiapkan surat pengembalian dokumen
keterangan sewa kepada pemohon di loket 4;
9. Pasfoto pemohon ukuran 3x4 cm | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
berwarna 2 (dua) lembar. permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
10.Persetujuan  lingkungan diketahui dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
oleh Kepala Desa; pemohon untuk menyelesalkan persoalan
11.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
yang dilampiri KTP/tanda identitas proses perizinan dilanjutkan.
pihak yang diberi kuasa (apabila | 1. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
penyampaian berkas permohonan membayar refribusi dan afau sumbangan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
pemohon) *). 100.1000.311 pada BPD Kalbar;
Keterangan : 10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
*). Untuk perizinan yang pengurusan retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
permohonannya  dikuasakan kepada pada loket tempat mengajukan permohonan di
pihak lain, pengambilan sertifikat izin loket 4;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.

tetap dilakukanlangsung oleh
pemohon izin.
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37 | IZIN INSTALATUR KABEL 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan  bermaterai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
RUMAH / GEDUNG (IKRG) 1999 tentang Telekomunikasi. Rp. 6.000,- (Perorangan/Badan | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 harikerja | dengan Penanaman
2. Peraturan  Pemerintah  Republik Hukum); 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 | 2. Fotocopy KTP pemohon; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
tentang Penyelenggaraan | 3. Fotocopy Akta Pendirian | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
Telekomunikasi. Perusahaan; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan | 4. Fotocopy NPWP; peninjauan lapangan, jika berkas tidak
Informatika Nomor 23/PER/M. KOM | 5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 lengkap akan  dikembalikan  kepada Masa berlaku
INFO/04/2009  tentang  Pedoman sebanyak 2 (dua) lembar; pemohon; izin selama 2
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | 6. Persetujuan Lingkungan diketahui | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT (dua) tahun.
Bidang Pos dan Telekomunikasi. Kepala Desa; bersama dengan Tim Teknis; Dapat
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 | 7. Surat Pemyataan memiliki sekurang- | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk diperpanjang
Tahun 2009 tentang Perubahan atas kurangnya 3 (tiga) arang instalatur; menentukan memenuhi syarat atau tidak selama 1
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 | 8. Untuk badan hukum dilengkapi memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan (satu) tahun
Tahun 2008 tentang lzin Operasional dengan data administrasi dibuatkan BAP Teknis.
Bidang Pos dan Telekomunikasi. perusahaan; 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud .
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 permohonan dapat disetujui untuk diproses
yang dilampiri KTP/tanda identitas untuk pembuatan izin;
pihak yang diberi kuasa (apabila | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
penyampaian berkas permohonan permohonan ditolak pemberian izin maka
tidak  dilakukan  sendiri  oleh disiapkan surat pengembalian dokumen
pemohon) *). kepada pemohon di loket 4;
Keterangan : 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
*). Untuk perizinan yang pengurusan terjadi permasalahan dan masih dapat
permohonannya dikuasakan kepada diselesaikan maka dikeluarkan surat Kepala
pihak lain, pengambilan sertifikat izin PPTSP ~ kepada  pemohon  untuk
tetap dilakukan  langsung oleh menyelesaikan persoalannya. Jika persoalan
pemohon izin. selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
2. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;
10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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38 | SURAT IZIN PENDIRIAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan  bermaterai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
KANTOR CABANG DAN 1999 tentang Telekomunikasi. Rp. 6.000,- (Perorangan / Badan | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 harikerja | dengan Penanaman
LOKET PELAYANAN Peraturan ~ Pemerintah  Republik Hukum); 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
OPERATOR Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 | 2. Fotocopy KTP pemohon; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
TELEKOMUNIKASI tentang Penyelenggaraan  Teleko- | 3. Fotocopy Akta Pendirian | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
munikasi. Perusahaan; pendaftaran jika berkas tidak lengkap akan
Peraturan Menteri Komunikasi dan | 4. Fotocopy NPWP; dikembalikan kepada pemohon;
Informatika Nomor 23/PER/M. KOM | 5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm | 5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk Masa berlaku
INFO/04/2009  tentang  Pedoman sebanyak 2 (dua) lembar; meneliti/ menilai dan menentukan diterbitkan izin selama
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | 6. Persetujuan Lingkungan diketahui atau tidak diterbitkannya izin dituangkan beroperasi
Bidang Pos dan Telekomunikasi. Kepala Desa; dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dan setiap 3
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 | 7. Surat Pernyataan memiliki sekurang- ditandatangani oleh Kepala PPTSP; (tiga) tahun
Tahun 2009 tentang Perubahan atas kurangnya 3 (tiga) orang instalatur; 6. Berdasarkan BAP jika permohonan disetujui dilakukan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 | 8. Untuk badan Hukum dilengkapi maka perizinan diproses, jika permohonan evaluasi
Tahun 2008 tentang lzin Operasional dengan data administrasi ditolak  PPTSP  mengirimkan  surat
Bidang Pos dan Telekomunikasi. perusahaan; pengembalian dokumen ( loket 4);
9, Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan
yang dilampiri KTP/tanda identitas yang dapat diselesaikan oleh pemohon,
pihak yang diberi kuasa (apabila maka Kepala PPTSP menyampaikan surat
penyampaian berkas permohonan kepada  pemohon untuk  segera
tidak  dilakukan  sendiri  oleh menyelesaikan  permasalahannya.  Jika
pemohon) *). permasalahan selesai proses perizinan
fsoszmma J dilanjutkan.
*). Untuk perizinan yang pengurusan | 8. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
permohonannya  dikuasakan kepada membayar retribusi dan/atau sumbangan
pihak lain, pengambilan  sertifikat izin pihak ketiga kepada Kas Daerah rekening
tetap dilakukanlangsung oleh 100.1000.311;
9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

pemohon izin.

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4,

10. Penyerahan izin kepada pemohon di loket 4.
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39 |IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun |1. Surat Permohonan (Perorangan/ Badan | 1. Pengambilan  formulir ~ permohonan | Maksimal Sesuai Kepala Badan
MENARA TELEKOMUNIKASI 1999 tentang Telekomunikasi. Hukum) perizinan di loket 2; 7 hari kerja dengan Penanamarni
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 |2. Foto copy KTP 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; ketentuan Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap yang Pelayanan
Telekomunikasi. 4. Foto copy NPWP dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; diberlakukan | Terpadu
3. Permen Komunikasi dan Informasi | 5. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
Nomor  02/PER/M.KOMINFQ/3/2008 lembar. pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
tentang Pedoman Pembangunan dan | 6. Rekomendasi Dinas  Perhubungan, peninjauan lapangan, jika berkas tidak
Penggunaan Menara Bersama Tele- | Komunikasi dan Informatika Provinsi lengkap akan dikembalikan kepada
komunikasi Kalimantan Barat tentang ketinggian pemohon,
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan menara dibangun pada Kawasan | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh
Informatika  Nomor  23/PER/ M. Keselamatan Operasional Penerbang-an BPMPT bersama dengan Tim Teknis
KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman (KKOP) untuk radius 15 km dari titik (Dinas Kominfo);
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub |  bandara supadio; 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Bidang Pos dan Telekomunikasi. 7. 1zin Persetujuan Lingkungan Hidup. menentukan memenuhi syarat atau tidak
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat | 8. Rekomendasi dari Bapeda memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
Nomor 2 tahun 2008 tentang |9. Denah lokasi pembangunan dibuatkan BAP Teknis.
Pengendalian Kawasan Keselamatan [10. Gambar Rencana sarana dan prasarana | 7. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud
Operasi Penerbangan dan Kawasan bangunan permohonan dapat disetujui untuk diproses
Kebisingan Bandar Udara Supadio [11. Foto copy Sertifikat tanah/pernyataan untuk pembuatan izin;
Pontianak sewa atau kontrak; 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 [12. Surat Pernyataan bersedia menerima permohonan ditolak pemberian izin maka
Tahun 2009 tentang Perubahan atas operator lain sebagai realisasi ketentuan disiapkan surat pengembalian dokumen
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 pembangunan dan penggunaan bersama kepada pemohon (loket 4);
Tahun 2008 tentang lzin Operasional menara telekomunikasi; 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
Bidang Pos dan Telekomunikasi. 13. Surat Pernyataan bahwa Konfigurasi terjadi permasalahan dan masih dapat
jaringan dan spesifikasi teknis alat/ diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
perangkat yang akan digunakan me - PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menuhi persyaratan teknis keamanan menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
dan keselamatan lingkungan; persoalan selesai, maka proses perizinan
14. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang dilanjutkan.
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang | 10. Pemohon diberkan SKRD/STS untuk
diberi kuasa (apabila penyampaian membayar retribusi dan atau sumbangan
berkas permohonan tidak dilakukan pihak ketiga ke Kas Daerah pada
sendiri oleh pemohon) *). Rekening 100.1000.311;
11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
Keterangan : retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
*). Untuk perizinan yang pengurusan pada loket tempat  mengajukan
permohonannya dikuasakan kepada permohonan di loket 4;
pihak lain, pengambilan sertifikat izin 12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.

tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin.

@
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40 | IZIN GALIAN PENGGELARAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan Surat | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
KABEL TELEKOMUNIKASI 1999, tentang Telekomunikasi. Permohonan  (Perorangan/Badan | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 harikerja | dengan Penanaman
Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Hukum); 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan | 2. Foto Copy KTP ; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
Telekomunikasi. 3. Foto  Copy Akta Pendirian | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
Peraturan Menteri Komunikasi dan Perusahaan; pendaftaran dan jika berkas tidak lengkap

Informatka ~ Nomor  23/PER/M.
KOMINFO/ 04/2009, tentang Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33
Tahun 2008 tentang Izin Operasional
Bidang Pos dan Telekomunikasi

4. Foto Copy NPWP;

5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2
(dua) lembar.;

6. Rekomendasi Dinas Bina Marga

7. UUGHO;

8. Peta lokasi penggelaran Kabel.;

9. Data spesifikasi kabel;

10. Surat Pernyataan bersedia
memperbaiki jalan yang digunakan
untuk penggelaran kabel ke kondisi
semula.;

11.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan

tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *).
Keterangan :

*). Untuk perizinan yang  pengurusan

permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukanlangsung oleh

pemohon izin.

akan dikembalikan kepada pemohon;

5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk
meneliti/ menilai dan menentukan diterbitkan
atau tidak diterbitkannya izin dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Kepala PPTSP;

6. Berdasarkan BAP jika permohonan disetujui
maka perizinan diproses, jika permohonan
ditolak  PPTSP  mengirimkan  surat
pengembalian dokumen ( loket 4);

7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan
yang dapat diselesaikan oleh pemohon,
maka Kepala PPTSP menyampaikan surat
kepada  pemohon untuk  segera
menyelesaikan  permasalahannya.  Jika
permasalahan selesai proses perizinan
dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk
membayar retribusi dan/atau sumbangan
pihak ketiga kepada petugas Kas Daerah
Rekening 100.1000.311;

11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;

10. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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41 | IZIN ORDONANSI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ | 1. Pengambilan formulir permohonan diloket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
GANGGUAN 1999, tentang Telekomunikasi. Badan Hukum); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 hari kerja dengan Penanaman
(HINDER ORDONANTIE) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP pemohon; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan | Modal dan
Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan | 3. Dokumen pengelolaan lingkungan dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
Telekomunikasi. untuk usaha yang menimbulkan | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan ganguan lingkungan; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
Informatika ~ Nomor ~ 23/PER/M. | 4. Denah lokasi penggelaran kabel dan peninjauan lapangan, jika berkas tidak
KOMINFO/ 04/2009, tentang Pedoman gambar situasi. lengkap  akan  dikembalikan  kepada
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | 5. Surat pernyataan tidak keberatan pemohon;
Bidang Pos dan Telekomunikasi. dari pemilik atau bukti sewa; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 | 6. Rekomendasi kesesuaian tata ruang; bersama dengan Tim Teknis (BLH, Kominfo,
Tahun 2009, tentang Perubahan atas | 7. Foto  copy  Akta  Pendirian dan Bappeda);
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Perusahaan; 8. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Tahun 2008 tentang lzin Operasional | 8. Foto copy NPWP, menentukan memenuhi syarat atau tidak
Bidang Pos dan Telekomunikasi 9. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
(dua) lembar; dibuatkan BAP Teknis.
10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
yang dilampiri KTP/tanda identitas permohonan dapat disetujui untuk diproses
pihak yang diberi kuasa (apabila untuk pembuatan izin;
penyampaian berkas permohonan | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
tidak  dilakukan  sendiri  oleh permohonan ditolak pemberian izin maka
pemohon) ¥). disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 4);
Keterangan : 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
*). Untuk perizinan yang pengurusan terjadi permasalahan dan masih dapat
permohonannya  dikuasakan kepada diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
pihak lain, pengambilan  sertifikat izin PPTSP  kepada ~ pemohon untuk
tetap dilakukanlangsung oleh menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
pemohon izin. persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.
13. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;
10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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IZIN INSTALANSI
PENANGKAL PETIR

4,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Tele-komunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN
FO/04/2009  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikasi.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33
Tahun 2008 tentang lzin Operasional
Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Persyaratan dan proses perizinan
menjadi paralel dengan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

14,

10.

1.

Pengambilan formulir permohonan di loket 2;
Pengajuan berkas permohonan di loket 4;
Berkas permohonan dinyatakan lengkap
dapat diterima untuk dilakukan pencatatan;
Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
peninjauan lapangan, jika berkas tidak
lengkap akan  dikembalikan  kepada
pemohon;

Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Kominfo);

Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
menentukan memenuhi syarat atau tidak
memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
dibuatkan BAP Teknis.

Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;

Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin  maka
disiapkan surat pengem-balian dokumen
kepada pemohon (loket 4);

Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemochon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;

Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;

Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.

Maksimal
14 hari kerja

Sesuai
dengan
ketentuan
yang
diberlakukan

Kepala Badan
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
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43 | IZIN INSTALANSI GENSET Undang-Undang Nomor 36 Tahun | Persyaratan dan proses perizinan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
1999 tentang Telekomunikasi. menjadi paralel dengan lzin Mendirikan | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | dengan Penanaman
Peraturan Pemerintah  Nomor 52 | Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
Tele-komunikasi. 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN
FO/04/2009  tentang ~ Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33
Tahun 2008 tentang Izin Operasional
Bidang Pos dan Telekomunikasi.

pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal
peninjauan lapangan, jika berkas tidak
lengkap akan  dikembalikan  kepada
pemohon;

5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT

bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Kominfo);
6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk

menentukan memenuhi syarat atau tidak

memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
dibuatkan BAP Teknis.
7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud

permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;

8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 4);

9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

15. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;

10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4,

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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IZIN USAHA PERDAGANGAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ | 1.Pengambilan formulir permohonan diloket 2; | Maksimal Sesuai Kepala Badan
ALAT | PERANGKAT 1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum) 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 7 harikeria | dengan Penanaman
TELEKOMUNIKASI Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP pemohon 3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap ketentuan | Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto  copy  Akta  Pendirian | dapat  diterima  kemudian  dilakukan yang Pelayanan
Telekomunikasi. Perusahaan; pencatatan; diberlakukan | Terpadu
Peraturan Menteri Komunikasi dan | 4. Foto copy NPWP,; 4. Jika berkas lengkap diberikan nomor
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN | 5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
FO/04/2009  tentang  Pedoman sebanyak 2 (dua) lembar.; dikembalikan kepada pemohon;
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | 6. SPPL; 5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
Bidang Pos dan Telekomunikasi. 7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | memeriksa, menilai dan  menentukan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 yang dilampiri KTP/tanda identitas | memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
Tahun 2009, tentang Perubahan atas pihak yang diberi kuasa (apabila | izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 penyampaian berkas permohonan Pemeriksaan (BAP) Teknis.
Tahun 2008 tentang lzin Operasional tidak  dilakukan  sendiri  oleh | 6.Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
Bidang Pos dan Telekomunikasi. pemohon) *). permohonan  disetujui maka  perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
rao_ssnm:" disiapkan surat pengembalian berkas kepada

*). Untuk perizinan yang pengurusan

permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukanlangsung oleh pemohon
izin.

pemohon (loket 4);

7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepada pemohon untuk

menyelesaikan ~ permasalahannya.  Jika
permasalahan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

8 Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk

membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permchonan (loket 4)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).
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45 | IZIN USAHA ANGKUTAN 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | 1. Permohonan (materai Rp.6.000).; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2 Maksimal Biaya Kepala Badan
wmnmmmmmnzm AN %“W%@aﬁ”md%ﬁ”z”” wﬂwmmh .mm”mmn.. 2. Akte Pendirian Perusahaan; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4, 14 harikerja | berdasarkan | Penanaman
Nomor 8 T m:m: 2005 g 5:8% 3 Akte Pendifian Perusahaan atau 3. Berkas permohonan yang dinyatekan lengkap Peraturan Modal dan
A. SURAT IZIN USAHA Penetapan  Peraturan P msm_..ssm . KTP baai WNI Peroranaan: dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Daerah Pelayanan
ANGKUTAN SUNGA! DAN Pen mua_ tndanaLindats Nomor B ag gan, 4, Jika berkas lengkap diberikan  nomor Nomor 10 | Terpadu
DANAU (SIUASDA) e 4 Pemyataan tertulls sanggup | pendafiaran, jka berkas tidak lengkap akan Tahun 2010
entang Perubahan  atas iliki dikembalikan kepada pemohon;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | ~ Memilii _sekurang-kurangnya 1 Kepacepemonion; .
fentang Pemerintahan Daerah meniadi (satu) unit kapal yang memenuhi | 5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
Un am:o i I persyaratan; memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi Masa berlaku
g-Undang; syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang 2 tahun

2,

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi |zin Trayek

5. Memiliki surat keterangan domisili
perusahaan/pemilik teknis/ketaikan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. NPWP,;

7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan

tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemahany) *).

Tosa:am.:

*

). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan
kepada pihak lain, pengambilan
sertifikat izin tetap dilakukanlangsung
oleh pemohon izin.

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Teknis.

6.Berdasarkan BAP  Teknis dimaksud jika
permohonan disetujui maka perizinan diproses,
jika permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian berkas kepada pemohon (loket 4);

7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepada pemohon untuk

menyelesaikan permasalahannya. Jika
permasalahan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar
retribusi atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
Daerah pada Rekening 100. 1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 4)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).
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B. SURAT I1ZIN USAHA ANGKUT- -sda- 1. Permohonan (materai Rp.6000).; Maksimal Biaya Kepala Badan
AN PENYEBERANGAN (SIUAP) 2. Akte Pendirian Perusahaan (untuk | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; 14 hari kerja | berdasarkan | Penanaman
perusahaan); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; Peraturan Modal dan
3. Foto Copy KTP (untuk Perorangan); | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap Daerah Pelayanan
4. Pernyataan tertulis sanggup memiliki |  dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Nomor 10 | Terpadu
sekurang-kurangnya 1 (satu) unit | 4. Jika berkas lengkap diberkan  nomor Tahun 2010
kapal yang memenuhi persyaratan; pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
5. Memiliki surat keterangan domisili dikembalikan kepada pemohon;
perusahaan/pemilik  teknis/kelaikan | 5. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk Masa berlaku
sesuai dengan peraturan perundang- memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi izin selama 2
undangan yang berlaku.; syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang (dua) tahun
6. NPWP; dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)
*

).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan
kepada pihak lain, pengambilan
sertifikat izin tetap dilakukanlangsung
oleh pemohon izin.

(BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan disetujui maka perizinan diproses,
jika permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian berkas kepada pemohon (loket 4);

7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepada pemohon untuk
menyelesaikan permasalahannya. Jika
permasalahan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar
refribusi atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
Daerah pada Rekening 100. 1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 4)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).
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IZIN PERSETUJUAN 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun | 1. Formulir Permohonan (materai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal Biaya Kepala Badan
PENGOPERASIAN KAPAL 2008 tentang Pelayaran. Rp.6000).; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | berdasarkan | Penanaman
SUNGAI DAN 2. Undang-undang nomor 28 tahun | 2. Surat lzin Usaha Yang sah | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap Peraturan Modal dan
PENYEBERANGAN 2009 tentang pajak daerah dan (SIASDA). ; dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Daerah Pelayanan
retribusi daerah 3. Surat/dokumen kapal lengkap | 4.Jika berkas lengkap diberkan  nomor Nomor 10 | Terpadu
- lzin baru 3. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 masih berlaku Badan hukum/ | pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan Tahun 2010
- lzin perpanjangan Tahun 2007  tentang Pembagian swasta/ perorangan. ; dikembalikan kepada pemohon;
Urusan ~ Pemerintahan  antara | 4. Untuk izin baru harus sesuai Load | 5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Factor; (khusus izin baru); memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi Masa berlaku
Provinsi  Pemerintahan  Daerah | 5. Nama trayek atau asal tujuan yang | syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang izin selama
Kab/Kota. dimohon.; dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) tahun
#. Peraturan Daerah Kab.Pontianak | 6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | (BAP) Teknis.
Nomor 01 Tahun 2006 tentang yang dilampiri KTP/tanda identitas | 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
Retribusi Izin Kelengkapan Surat- pihak yang diberi kuasa (apabila | permohonan disetujui maka perizinan diproses,
Surat Kapal/ Motor Pedalaman dan penyampaian berkas permohonan | jika permohonan ditolak maka disiapkan surat
Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT. 7 tidak dilakukan sendiri oleh | pengembalian berkas kepada pemohon (loket 4);
5. Kepmenhub Nomor KM 32 Tahun pemohon) *). 7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
2001 tentang  Penyelengaraan Keterangan : permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Angkutan Penyeberangan. *). Untuk perizinan yang pengurusan dikeluarkan surat kepada pemohon untuk
B. Keputusan Menteri Perhubungan. |  permohonannya  dikuasakan menyelesaikan permasalahannya. Jika
Nomor KM73 Tahun 2004 tentang kepada pihak lain, pengambilan permasalahan selesai, maka proses perizinan
Penyelengaraan Angkutan sertifikat izin tetap dilakukanlangsung |  dilanjutkan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu |  oleh pemohon izin. 8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar
Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
Retribusi Izin Trayek. Daerah pada Rekening 100. 1000.311;
9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak kefiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 4)
10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).
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1. Permohonan (materai Rp.6000).; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2;

47 | SURAT IZIN PEMAKAIAN / 1.Undang Nomor 17 Tahun 2008 | 2. Foto Copy KTP Pemohon yang | 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 4; Maksimal Rp. 500,- per | Kepala Badan
PEMANFAATAN PERMUKAAN tentang Pelayaran. masih berlaku; 3.Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap | 14 harikerja | m2/tahun Penanaman
AIR DI SUNGAI 2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 | 3. Akte Pendirian Perusahaan; dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan; Modal dan

Tahun 2007 tentang Pembagian | 4. Salinan Penetapan Lokasi DUKS | 4.Jika berkas lengkap  diberikan  nomor Pelayanan
1) Izin DUKS (Dermaga Khusus) / Urusan  Pemerintahan  antara Lokal ; pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan Terpadu
Pelsus (Pelabuhan Khusus) Pemerintah, Pemerintahan Daerah | 5. Salinan Izin Pembangunan DUKS | dikembalikan kepada pemohon;
Lokal Provinsi  Pemerintahan  Daerah Lokal (perpanjangan); 5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
Kab/Kota. Bukti kepemilikan tanah; memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi

3. Peraturan Daerah Kab.Pontianak
Nomor 01 Tahun 2006 tentang
Retribusi Izin Kelengkapan Surat-
Surat Kapal/ Motor Pedalaman dan
Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT. 7 ;

4. Keputusan Menteri  Perhubungan
Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang
Penyelengaraan Angkutan
Penyeberangan.

5. Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM73 Tahun 2004 tentang
Penyelengaraan Angkutan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomar 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Trayek

6.

7. Foto copy dokumen izin usaha;

8. Proposal rencana kegiatan;

9. Peta lokasi dan titik koordinat;

10. Izin Lingkungan (sesuai dengan
skala usaha:

- UKL-UPL
- SPPL
- AMDAL

11. NPWP;

12. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *).

syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang
dituangkan dalam BA Pemeriksaan Teknis.

6. Berdasarkan BAP  Teknis dimaksud jika
permohonan disetujui maka perizinan diproses,
jlka permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian berkas kepada pemohon (loket 4);

7.Berdasarkan  BAP  teknis, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepada pemohon untuk
menyelesaikan permasalahannya. Jika
permasalahan selesai perizinan dilanjutkan.

8. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar
retribusi atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
Daerah pada Rekening 100. 1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 4)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).




2

4

6

7

8

2) lzin tempat penimbunan
kayu (log Pond)

3) lzin Galangan Kapal

4) izin Dipo Minyak (Floating
Pump) Dan Restoran

Terapung

- sda -

-sda-

-sda -

Permohonan (materai Rp.6000).

Akte Pendirian Perusahaan;

Bukti Kepemilikan Tanah;

Foto copy dokumen izin usaha;

Proposal rencana kegiatan;

Peta Lokasi dan Titik Koordinat,

Izin Lingkungan (sesuai dengan skala
usaha (

- UKL-UPL;

- SPPL;

- AMDAL,

Foto Copy KTP Pemohon yang masih
berlaku;

NPWP;

Permohonan (materai Rp.6000).

Akte Pendirian Perusahaan

Bukti Kepemilikan Tanah

Foto copy dokumen izin usaha;

Proposal rencana kegiatan;

Peta Lokasi dan Titik Koordinat;

lzin Lingkungan (sesuai dengan skala

usaha:

- UKL-UPL;

- SPPL;

- AMDAL,

8. Foto Copy KTP Pemohon yang masih
berlaku;

9. NPWP;

10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang

dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang

diberi kuasa (apabila penyampaian

berkas permohonan tidak dilakukan

sendiri oleh pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan

permohonannya dikuasakan

kepada pihak lain, pengambilan

sertifikat izin  tetap dilakukan

langsung oleh pemohon izin.

NoorwN -

(o]

~No g~ wWN = ©

sda

-sda -

-sda-

-sda-

Maksimal
14 hari kerja

Maksimal
14 hari kerja

Maksimal
14 hari kerja

Rp. 500,-per
m2/ tahun

Rp. 300,-
/M2/ Tahun

Rp. 500,-
/M2/ Tahun

Kepala
Badan
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

Kepala Badan
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

sda

J
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IZIN USAHA ANGKUTAN 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun | . Syarat Administrasi 1. Pengambilan formulir permohonan perizinan di | Maksimal Biaya Kepala Badan
2004 tentang Pemerintahan Daerah | a. Formulir Permohonan; loket 2; 14 hari kerja | berdasarkan | Penanaman
a. Angkutan Orang Dalam sebagai-mana telah diubah dengan | b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; setelah Peraturan Modal dan
Trayek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Pajak (NPWP); 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat | permohonan | Daerah Pelayanan
a) Angkutan Lintas Batas tentang Penetapan Peraturan | c. Foto Copy Akte  Pendirian diterima untuk dilakukan pencatatan; diterima Nomor 10 | Terpadu
Negara Pemerintah ~ Pengganti  Undang- perusahaan bagi yang berbadan | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor | secara Tahun 2010
b) Angkutan Antar Kota Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang usaha, akte pendirian koperasi bagi pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan | lengkap
Anter Frovinsi Perubahan atas  Undang-Undang perusahaan yang berbadan usaha lapangan, jika berkas tidak lengkap akan
¢) Angkutan Antar Kota Nomor 32 Tahun 2004 tentang koperasi, KTP bagi Perorangan; dikembalikan kepada pemohon;
Oaden Provinst Pemerintahan ~ Daerah ~ menjadi | d. Pernyataan Kesanggupan untuk | 5. Dilakukan peninjauan lapangan o_.% BPMPT
d) Angkutan Kota Undang-Undang. memiliki atau menguasai 3 (tiga) bersama dengan Tim Teknis (Dinas
&) Angkutan Pedesan 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun kendaraan bermotor; Perhubungan dan kecamatan);
f) Angkutan Perbatasan 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan | e. Pernyataan Kesanggupan untuk | 6. Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk
) Angkutan Khusus Jalan. menyediakan fasilitas penyimpanan menentukan memenuhi syarat atau tidak
g) Ang 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 kendaraan; memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan
. Tahun 2007 tentang Pembagian | f. Surat izin lingkungan (sesuai dibuatkan BAP Teknis.
- w“w_ﬂﬁ_ﬁowa:n Tiaske Urusan Pemerintahan antara dengan skala usaha) : 7. Berdasarkan  BAP  Teknis  dimaksud
a) Angkutan Taksi Pemerintah, Pemerintahan Daerah - UKL/UPL permohonan dapat disetujui untuk diproses
b) Angkutan Sewa Provinsi,  Pemerintahan ~ Daerah - SPPL untuk pembuatan izin;
o) Angkutan Pariwisata Kab/Kota. - AMDAL 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
d) >zmx5 an Lingkungan 5. Keputusan Menteri  Perhubungan permohonan ditolak pemberian izin  maka
No.35  Tahun 2003  Tentang | g. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 disiapkan surat pengembalian  dokumen
¢. Angkutan Barang Penyelenggaraan Angkutan Orang di yang dilampiri KTP/tanda identitas kepada pemohon (loket 4);
’ alan dengan Kendaraan Umum pihak yang diberi kuasa (apabila | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
6. Keputusan Menteri  Perhubungan penyampaian berkas permohonan permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
No.69 Tahun 1993 Tentang Angkutan tidak  dilakukan  sendiri  oleh dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
Barang. pemohon) *). pemohon untuk menyelesaikan persoalan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Keterangan : dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang |*). Untuk perizinan yang pengurusan proses perizinan dilanjutkan.
Retribusi Izin Trayek permohonannya dikuasakan | 10. Pemohon diberikan  SKRD/STS  untuk
kepada pihak lain, pengambilan membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
sertifikatizin tetap dilakukan ketiga ke Kas Daerah pada Rekening

langsung oleh pemohon izin.

100.1000.311 pada BPD Kalbar;

11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan di
loket 4;

12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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49 | IZIN TRAYEK (Angkutan 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | |. Syarat Administrasi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal Biaya Bupati
Orang Dalam Trayek) tentang Pemerintahan Daerah sebagai- 1. Eormulr Pemohionan: 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | berdasarkan | Kubu Raya
- I omer 1o 05 g | 2 700 oo S Usaa | T e e
vcawsum.: Peraturan ~ Pemerintah 3. Surat Peryataan Kesanggupan 4. Jika cm;mm.. lengkap .gcm:xms nomor Nomor 10
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 untuk memenuhi seluruh kewajiban pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan Tahun 2010
Tahun 2005 tentang Perubahan atas : . dikembalikan kepada pemohon;
¥ sebagai pemegang izin trayek; g . .
s o o S | 4 o s gl |© TS Joorines, o T, Tk
Undang-Undang. _Amsamimz 5308_. yang lak jain syarat m,mr tidaknya dikeluarkan izin yang
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 %ﬂmﬁ aﬁ“”u”m:zmﬂ%m:x%m%mww dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. S .. | (BAP) Teknis.
; Bermotor sesuai domisili y :
o | B an o opy v | ©ean 9 T s
Pemerintahan ~ antara  Pemerintah 5. Memilki fasiitas / pool kendaraen jika permohonan ditolak maka disiapkan wcsm
Pemerintahan ~ Daerah Pos:a_ bemiclor yang diouktian dengan pengembalian berkas kepada pemohon (loket 4);
Pemerintahan Daerah Kab/Kota. _ mmmmm_.ﬁﬁm :Mmmﬂ_ cm%%mnm”m:m\ 7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika a;ma__
oy e | s e e
Angkutan Orang di alan dengan 6. Memilikibekerjasama dengan fhak menyelesaikan permasalahannya Jika
Kendaraan Umum . YNy MARER. MGl permasalahan selesai, maka Eowmm. perizinan
5. Keputusan ~ Menteri  Perhubungan fasitas pemelinaraan kendaraan dilanjutkan _
" Nomor 69 Tahun 1993 Tentang |  Dormotor sehingga dapat merawal | g oo iberikan SKRO/STS untuk membayar
Angkutan Barang. xmaa.a.mmgﬁ Eex etep dalam .asccm_ atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu 7 _%___,.Mhm_ _m_%%%:o_m i kondisl da Daerah pada Rekening 100. 1000.311;
Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang | . . | 9.Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
A komitmen usaha seperti : X
Retribusi Izin Trayek WM_M“M ﬂw_wp mw_mé dan Wﬂw_” M_%Mwﬂ%xwﬂ hwh_wswuwmw_oﬁmw loket tempat
dRaksanakan: 10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).
8. Surat Rekomendasi (untuk trayek
antar Kabupaten / Kota );
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0

yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).




2 3 4 5 6 7
Il. Syarat Teknis ( Dinas
Perhubungan)
1. Trayek yang dimohonkan masih
memungkinkan untuk
penambahan jumlah kendaraan;
2. Prioritas  diberikan bagi
perusahaan angkutan yang
mampu memberikan pelayanan
angkutan yang terbaik.
- Perpanjangan izin -sda- - sda - - sda - Maksimal Biaya
14 harikerja | berdasarkan
Peraturan
Daerah
Nomor 10
Tahun 2010
- Perubahan izin, terdiri :

1) Penambahan trayek atau - Syarat Administrasi sama dengan Maksimal Biaya
penambahan  kendaraan permohonan baru dan perpanjangan 14 harikerja | berdasarkan
atau penambahan kecuali huruf ¢ dan huruf g dan Peraturan
frekwensi; persyaratan teknis. Daerah

Nomor 10
Tahun 2010.

2) Pengurangan trayek, atau - Formulir permohonan;

pengurangan  kendaraan - Foto copy Surat Izin Usaha -sda - - sda -

atau pengurangan
frekwensi;

3) Perubahan jam perjalanan;

4) Perubahan trayek (dalam
hal terjadi perubahan rute,
perpanjangan rute atau
perpendekan rute);

5) ‘Penggantian dokumen
perizinan yang hilang atau
rusak;

Angkutan;

Foto copy izin trayek.

Formulir permohonan;
Foto copy Surat lzin Usaha

Angkutan;
- Foto copy izin trayek.

- Formulir permohonan;
- Foto copy Surat Izin Usaha
Angkutan;

Foto copy izin trayek

- Formulir permohonan;
- Surat keterangan hilang  dari
kepolisian




2

4

6) Pengalihan  kepemilikan
perusahaan ;

7) Penggantian  kendaraan
meliputi peremajaan
kendaraan, perubahan
identitas kendaraan dan
tukar  lokasi  operasi
kendaraan.

Formulir permahonan;

Syarat  Administrasi sama  dengan
permohonan baru dan perpanjangan;

Akte Notaris perubahan kepemilikan
perusahaan;

izin trayek yang lama (Asli)

Formulir permahonan;

Foto copy izin trayek;

Surat peryataan masuk dan Keluar
kendaraan dari Perusahaan

-sda-

-sda -
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50 | IZIN OPERASI -sda - |. Syarat Administrasi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Biaya Kepala Badan
(Angkutan orang tidak dalam 1. Formulir Permohonan; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | berdasarkan | Penanaman
trayek) 2. Foto Copy Surat Izin Usaha Angkutan; | 3.Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap Peraturan Modal dan
3. Surat Peryataan Kesanggupan untuk | dapat diterima  kemudian  dilakukan Daerah Pelayanan
memenuhi seluruh kewajiban sebagai | pencatatan; Nomor 10 | Terpadu
pemegang izin Operasi; 4, Jika berkas lengkap diberikan  nomor Tahun 2010

4. Memiliki atau menguasai kendaraan
bermotor yang laik jalan yang
dibuktikan dengan foto copy Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
sesuai domisili perusahaan dan foto
copy buku uji;

5. Memiliki fasilitas / pool kendaraan
bermotor yang dibuktikan dengan
gambar lokasi dan bangunan serta
surat  keterangan  pemilikan  /
penguasaan tanah;

6. Memiliki / bekerjasama dengan fihak
lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan  kendaraan bermotor
sehingga dapat merawat
kendaraannya untuk tetap dalam
kondisi laik jalan;

7. Surat  keterangan  kondisi dan
komitmen usaha seperti permodalan,
SDM dan jenis pelayanan yang akan
dilaksanakan;

8. Surat Rekomendasi (untuk operasional
antar kabupaten/Kota );

9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri  KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

.v.

pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
dikembalikan kepada pemohon;

5.Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk
memeriksa, menilai dan  menentukan
memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan
izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Teknis.

6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika
permohonan  disetujui maka  perizinan
diproses, jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian berkas kepada
pemohon (loket 4);

7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepada pemohon untuk

menyelesaikan ~ permasalahannya.  Jika
permasalahan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

8. Pemohon  diberkan  SKRD/STS  untuk

membayar retribusi atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 100.
1000.311;

9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
sumbangan pihak ketiga pada loket tempat
mengajukan permohonan (loket 4)

10. Pemberian izin kepada pemohon ( loket 4).




1.

2.

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan
kepada pihak lain, pengambilan
sertifikatizin tetap  dilakukan
langsung oleh pemohon izin.

Il. Syarat Teknis ( Dinas Perhubungan) :

Wilayah operasi yang dimohonkan
masih memungkinkan untuk
penambahan jumlah kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan
angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik;
Memiliki kerjasama dengan otorita /
badan pengelola seperti bandara,
stasiun kereta api dan pelabuhan untuk
angkutan dari dan ke kawasan yang
mempunyai otorita / badan pengelola;

11.Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat Bupati kepada pemohon
untuk menyelesaikan persoalan dimaksud.
Jika persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.

12.Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar,

13.Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan di
loket 4;

14. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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51 | IZIN BENGKEL 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun | I. Syarat Administrasi : 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal nilai aset > 5 Kepala Badan
2004 tentang Pemerintahan Daerah | 1. Formulir Permohonan 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | juta _ummmsma an
sebagaimana telah diubah dengan | 2. Foto Copy Akte Pendirian perusahaan | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Nkl i
Undang-Undang Nomor 8 Tahun bagi yang berbadan usaha, akte dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Roda dua = bl
2005 tentang Penetapan Peraturan pendirian koperasi bagi perusahaan | 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Rp. 20.000,- Ter M o
Pemerintah  Pengganti  Undang- yang berbadan usaha koperasi, KTP pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal P
Undang Nomor 3 Tahun 2005 bagi Perorangan; peninjauan lapangan, jika berkas tidak Rodad4 =
tentang Perubahan atas Undang- | 3. Fotocopy UUG/HO; lengkap akan  dikembalikan  kepada Rp. 40.000,-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 | 4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm pemohon;
tentang  Pemerintahan  Daerah sebanyak 3 (tiga) lembar; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
menjadi Undang-Undang; 5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 bersama dengan Tim Teknis (Dinas
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun yang dilampiri KTP/tanda identitas Perhubungan, kecamatan dan BLH );
2009 tentang lalu lintas dan pihak yang diberi kuasa (apabila | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
Angkutan Jalan; penyampaian berkas permohonan tidak menentukan memenuhi syarat atau tidak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 dilakukan sendiri oleh pemohon) *). memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
Tahun 2007 tentang Pembagian dibuatkan BAP Teknis.
Urusan  Pemerintahan  antara Keterangan : 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Pemerintah, Pemerintahan Daerah |*). Untuk perizinan yang pengurusan permohonan dapat disetujui untuk diproses
Provinsi, ~Pemerintahan  Daerah |  permohonannya dikuasakan pembuatan izinnya;
Kab/Kota. kepada pihak lain,  pengambilan 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
sertifikat izin  tetap  dilakukan permohonan ditolak pemberian izin maka
langsung oleh pemohon izin. disiapkan surat pengem-balian dokumen
kepada pemohon (loket 4);
9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk

membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar,

11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4

12. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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52 | SURAT IZIN USAHA 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000; | 1. Pengambilan formulir permohonan diloket 2; | Maksimal | Disesuaikan | Kepala Badan
PERIKANAN (SIUP) tentang Perikanan dirubah menjadi | 2. Proposal rencana kegiatan usaha; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 14 hari | dengan Perda | Penanaman
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 | 3. Fotocopy NPWP; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap | kerja Nomor 15 Modal  dan
1). SIUP Baru tentang perikanan; 4. Fotocopy UUG/HO; dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Tahun 2010 Pelayanan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 | 5. Gambar / skets lokasi; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor tentang Terpadu
tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 6. Fotocopy KTP yang masih berlaku; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal Retribusi Izin
Daerah; 7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan peninjauan lapangan, jlka berkas tidak Usaha
3. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan beserta perubahannya (untuk badan lengkap akan  dikembalikan  kepada Perikanan Masa berlaku
Perikanan  Nomor PER.18/MEN/2006 usaha); pemahon; izin  selama
tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil | 8. Surat keterangan domisili perusahaan; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT menjalankan
Perikanan; 9. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk bersama dengan Tim Teknis; usaha kecuali
4, Peraturan  Menteri  Kelautan  dan permohonan yang dikuasakan); 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk jika ada
Perikanan  Nomor PER.05/MEN/2007 | 10. Pas Photo berwama ukuran 4x6 cm menentukan memenuhi Syarat atau tidak perubahan
tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, sebanyak 4 (empat) lembar; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009; 11. Rekomendasi  syahbandar setempat dibuatkan BAP Teknis dan rekomendasi
5. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan (Khusus ambai dan jermal); teknis.
Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 | 12. lzin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, | 7. Berdasarkan BAP Teknis dan rekomendasi
tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan SPPL); teknis dimaksud permohonan dapat disetujui
Ikan; 13. Surat keterangan asal ikan; untuk diproses untuk pembuatan izin;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | 14. Surat bebas penyakit dari karantina; 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL | 15. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang permohonan ditolak pemberian izin maka
dan SPPL; dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang disiapkan surat pengembalian dokumen
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya diberi kuasa (apabila penyampaian kepada pemahon (loket 6);
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi berkas permohonan tidak dilakukan | 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
Izin Usaha Perikanan; sendiri oleh pemohon) *). terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP kepada pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




-

2). SIUP (Perubahan)

- sda -

1. Surat permohonan bermaterai
Rp. 6.000,-

2. SIUP asli yang dimohonkan perubahan
(kecuali yang hilang harus dengan
melampirkan ~ surat  kehilangan  dari
kepolisian);

3. Fotocopy KTP Pemohon yang masih
berlaku;

4, Surat Kuasa dari Pemohon (untuk
permohonan yang dikuasakan);

5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
beserta perubahannya (untuk badan
usaha);

6. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 (empat) lembar;

7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).

Keterangan :

*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada pihak
lain, pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

-sda -

7 hari

- sda -
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53 | SURAT IZIN 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | 1. Surat permohonan bermaterai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal Disesuaikan Kepala
PANANGKAPAN IKAN tentang Perikanan dirubah menjadi Rp. 6.000,- 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 10 hari kerja | dengan Perda | Badan
(SIP1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 | 2. Asli dan fotocopy Surat Izin Usaha | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat Nomor 15 Penanaman
tentang perikanan; Perikanan (SIUP) yang masih diterima untuk dilakukan pencatatan; Tahun 2010 Modal dan
1. SIPI Baru 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berlaku; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor tentang Pelayanan
tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 3. Fotocopy KTP  pemohon yang pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan Retribusi Izin | Terpadu
a. Alat Penangkapan Daerah; masih berlaku; lapangan, jika berkas tidak lengkap akan Usaha
Ikan (Aktif) 3. Peraturan Menteri Kelautan dan | 4. Surat Kuasa dari Pemohon (fka dikembafikan kepada pemohon; Perikanan
Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 permohonan yang dikuasakan); 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
tentang lzin Usaha Perikanan Tangkap, | 5. Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan bersama dengan Tim Teknis (Dinas Masa berlaku
dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009; kapal beserta pas kecil / pas Perikanan); izin selama 1
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahunan Kapal (dikeluarkan oleh | 6. Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk (satu) tahun.
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL Kesyahbandaran); menentukan memenuhi syarat atau tidak
dan SPPL; 6. Surat Pemeriksaan Fisik Kapal memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya oleh petugas yang ditunjuk oleh dibuatkan BAP Teknis.
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi dinas teknis (dinas perikanan dan | 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Izin Usaha Perikanan; kelautan); permohonan dapat disetujui untuk diproses
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 untuk pembuatan izin;
yang dilampiri KTP/tanda identitas | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
pihak yang diberi kuasa (apabila permohonan ditolak pemberian izin  maka
penyampaian berkas permohonan disiapkan surat pengem-balian dakumen
tidak dilakukan  sendiri oleh kepada pemohon (loket 6);
pemohon) *). 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepala PPTSP kepada
pemohon untuk menyelesaikan persoalan
dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
proses perizinan dilanjutkan.
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk

membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
ketga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6).




b. Alat Penangkapan
lkan (Pasif)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan dirubah menjadi
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang perikanan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan  Menteri  Kelautan dan
Perikanan  Nomor PER.05/MEN/2007
tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap,
dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL
dan SPPL;

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan;

Surat permohonan  bermaterai
Rp. 6.000,-

Asli dan fotocopy SIUP yang masih
berlaku;

Asli dan Fotocopy Surat Izin
Penangkapan lkan yang akan
dimohonkan perubahan;

Fotocopy KTP  pemohon yang
masih berlaku;

Surat Kuasa dari Pemohon (untuk
permohonan yang dikuasakan);
Sket Lokasi Rencana (azimut)
pembangunan/pemasangan  Alat
Penangkapan lkan Pasif;
Rekomendasi Syahbandar
setempat;

Surat Pernyataan Tidak
Berkeberatan  diatas  materai
Rp.6000,- dari Pemilk Alat
Penangkapan lkan Pasif yang ada
di sekitarnya;

Rekomendasi hasil pemeriksaan
fisik dari Kepala Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Perikanan setempat;
Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *).

Pengambilan formulir permohonan di loket 2;
Pengajuan berkas permohonan di loket 6;
Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat
diterima untuk dilakukan pencatatan;

4 Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan
lapangan, jika berkas tidak lengkap akan
dikembalikan kepada pemohon;

5 Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Perikanan);

6 Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk
menentukan memenuhi syarat atau tidak
memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
dibuatkan BAP Teknis.

7 Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;

8 Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin  maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);

9 Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat kepala PPTSP kepada
pemohon untuk menyelesaikan persoalan
dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
proses perizinan dilanjutkan.

10 Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;

11 Pemberian izin kepada pemohon di loket 6).

W -

Disesuaikan
dengan Perda
Nomor 15
Tahun 2010
tentang
Retribusi Izin
Usaha
Perikanan

Kepala Badan
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

Masa berlaku
izin selama 1
(satu) Tahun
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2. SIPI Perpanjangan 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Surat  permohonan bermaterai | 1 Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 10 | Disesuaikan | Kepala Badan
tentang Perikanan dirubah menjadi Rp. 6.000,- 2 Pengajuan berkas permohonan di loket 6; (sepuluh) hari | dengan Perda | Penanaman
a. Alat Penangkapan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Asli dan fotocopy Surat Izin Usaha | 3 Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat | kerja Nomor 15 Modal dan
ikan (Aktif) tentang perikanan; Perikanan (SIUP) yang masih diterima untuk dilakukan pencatatan; Tahun 2010 Pelayanan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berlaku; 4 Berkas lengkap pemohon diberikan nomor tentang Terpadu
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Fotocopy KTP  pemohon yang pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan Retribusi |zin
Daerah; masih berlaku; lapangan, jika berkas tidak lengkap akan Usaha
3. Peraturan Menteri  Kelautan  dan Surat Kuasa dari Pemohon (jka dikembalikan kepada pemohon; Perikanan
Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 permohonan yang dikuasakan); 5 Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT Masa berlaku
tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan bersama dengan Tim Teknis (Dinas Perikanan izin selama
dirubah dengan Peraturan Menteri kapal beserta pas kecil / pas Dan Kelautan); tidak terjadi
Nomor 12 Tahun 2009, tahunan Kapal (dikeluarkan oleh | 6 Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk perubahan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kesyahbandaran); menentukan memenuhi syarat atau tidak pada kapal
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL Surat Pemeriksaan Fisik Kapal memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan
dan SPPL; oleh petugas yang ditunjuk oleh dibuatkan BAP Teknis.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya dinas teknis (Dinas Perikanan dan | 7 Berdasarkan  BAP  Teknis  dimaksud
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Kelautan permohonan dapat disetujui untuk diproses
Izin Usaha Perikanan; Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 untuk pembuatan izin;
yang dilampiri KTP/tanda identitas | 8 Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
pihak yang diberi kuasa (apabila permohonan ditolak pemberian izin  maka
penyampaian berkas permohonan disiapkan surat pengembalian dokumen
tidak dilakukan sendiri  oleh kepada pemohon (loket 6);
pemohon) *). 9 Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
pemohon untuk menyelesaikan persoalan
dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
proses perizinan dilanjutkan.
10 Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
11 Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
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b. Alat Penangkapan 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | 1. Surat permohonan bermaterai | 1 Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Masa beraku
ikan (Pasif) tentang Perikanan dirubah menjadi Rp. 6.000,- 2 Pengajuan berkas permohonan di loket 6; selama 1
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 | 2. Asli dan fotocopy SIUP yang masih | 3 Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat (satu) tahun.
tentang perikanan; berlaku; diterima untuk dilakukan pencatatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 | 3. Asli dan Fotocopy Surat lzin | 4 Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Penangkapan lkan yang akan pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan
Daerah; dimohonkan perubahan; lapangan, jika berkas tidak lengkap akan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan | 4. Fotocopy KTP  pemohon yang dikembalikan kepada pemohon;
Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 masih berlaku; 5 Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, | 5. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk bersama dengan Tim Teknis (Dinas
dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009; permohonan yang dikuasakan); Perikanan);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | 6. Sket Lokasi Rencana (azimut) | 6 Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL pembangunan/pemasangan  Alat menentukan memenuhi syarat atau tidak
dan SPPL; Penangkapan lkan Pasif; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya | 7. Rekomendasi Syahbandar dibuatkan BAP Teknis.
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi setempat,; 7 Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
1zin Usaha Perikanan; 8. Surat Pernyataan Tidak permohonan dapat disetujui untuk diproses
: Berkeberatan ~ diatas = materai untuk pembuatan izin;
Rp.6000,- dari Pemilik Alat | 8 Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Penangkapan lkan Pasif yang ada permohonan ditolak pemberian izin  maka
di sekitarnya; disiapkan surat pengem-balian dokumen
9. Rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pemohon (loket 6);
fisik dari Kepala Unit Pelaksana | 9 Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
Teknis (UPT) Perikanan setempat; permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
yang dilampiri KTP/tanda identitas pemohon untuk menyelesaikan persoalan
pihak yang diberi kuasa (apabila dimaksud. Jika persoalan selesai, maka
penyampaian berkas permohonan proses perizinan dilanjutkan.
tidak dilakukan sendiri oleh | 10 Pemohon diberikan  SKRD/STS  untuk
pemohon) *). membayar retribusi dan atau sumbangan pihak
ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
Keterangan : 11 Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
*). Untuk perizinan  yang

pengurusan  permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin  tetap
dilakukan langsung oleh pemohon
izin.
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54 | SURAT IZIN KAPAL 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | el - permononan - bematera - sda- Maksimal | Disesuaikan | Kepala Badan
PENGANGKUT IKAN tentang Perikanan dirubah menjadi Undang- 2 Arinigr} ; i 10 harikerja | dengan Perda | Penanaman
. Asli dan fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan
(SIKPI) “wmnmmmzzosoq 45 Tahun 2009 tentang (SIUP) yang mash beriaku: ﬂwﬁﬂm%o Mm_mw_mmwm
_ 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
a. SIKPI (Baru) 2. ”_amzm.c_am:@ Nomor 28 Tahun Nooo. 4. Surat Kuasa darl Pemohon (jka permohonan ,mam._a. . Terpadu
entang Pajak Daerah dan Retribusi yang dikuasakan); Retribusi |zin
3 WMM“““% Menteri Kelautan dan Perikanan 5. Fotocopy Sertifkat Kesempurasn kapal memnwzmz
. Nomor  PER.12/MEN/2007 tentang Sgheris pab xadl / pes ishunan {ipel Masa berlaku
Perizinan Usaha ._umacca_am<mm= lkan; (dikeluarkan oreh Kesyahbandaran); izin selama 1
4, Peraturan Menteri Kelautan dan nm;_.s:m: 6. Surat Pemerkaaan Flslk Kapal cleh petuges (satu) tahun
' ; yang ditunjuk oleh dinas teknis (dinas
Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin perikanan dan kelautan);
Kmm:m wmﬁmhm: Mmmmxmp dirubah Permen 7. Surat Kuasa uoﬂsmaﬂ_m_ Rp.6.000,0 yang
omor ahun ; = s e =i
Gl . dilampiri KTP/tanda identitas pihak yan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor a&mzu_emmm (apabila 8=<m_.=um_ ¥ b M;mm
dmw*u.__...m_é: 2010 tentang UKL-UPL dan permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
] *!
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya pemohion ).
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan;
1. Surat Permohonan
b. SIKPI (Perpanjangan) - sda - 2. Asli dan Fotocopy Surat Izin Usaha - sda - Maksimal Disesuaikan - sda -
Perikanan (SIUP) yang masih berlaku; 10 harikerja | dengan Perda
3. Asli dan Fotocopy Surat Izin Penangkapan Nomor 15
lkan (SIPl) yang akan dimohonkan Tahun 2010
perubahan; tentang
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku; Retribusi |zin
5. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk Usaha
permohonan yang dikuasakany, Perikanan

6. Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan beserta
Pas Tahunan Kapal;

7. BA hasil pemeriksaan fisik dan dokumen
kapal dari Tim Teknis;

8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *)

Keterangan :

*). Untuk perizinan  yang  pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada pihak
lain, pengambilan sertifikat izin tetap

. dilakukan langsung oleh pemohon izin.
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55 | SURAT IZIN USAHA 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | 1. Surat  Permohanan (materai | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Disesuaikan | Kepala Badan
BUDIDAYA IKAN (SIBI): tentang Perikanan dirubah Nomor 45 Rp.6000). 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 10 hari kerja | dengan Perda | Penanaman
Tahun 2009; 2. Dokumen Rencana Usaha (jenis | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Nomor 15 | Modal ~ dan
1). Permohonan Baru 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kegiatan dan komoditas yang dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Tahun 2010 | Pelayanan
tentang Pajak Daerah dan Retribusi dikembangkan); 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor tentang Terpadu
Daerah; 3. Fotocopy NPWP; pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal Retribusi lzin
3. Peraturan  Menteri Kelautan dan | 4. Fotocopy SIUP (Surat lzin Usaha peninjauan lapangan, jika berkas tidak Usaha
Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Perikanan) yang dilegalisir; lengkap dikembalikan kepada pemohon; Perikanan
tentang Perizinan Usaha Pembudi- | 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
dayaan lkan; (untuk badan usaha) yang telah bersama dengan Tim Teknis;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan dilegalisir; 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk Masa berlaku
Perikanan Nomor PER.27/MEN/2007 | 6. Surat keterangan lokasi usaha; menentukan memenuhi syarat atau tidak izin selama 1
tentang Cara Budidaya lkan yang Baik; 7. Fotocopy KTP pimpinan/penanggung memenuhi  syarat dikeluarkan izin dan (satu) tahun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup jawab usaha yang masih berlaku; dibuatkan BAP Teknis. Khusus untuk
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL | 8. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm | 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud sahs N
dan SPPL; sebanyak 4 (empat) lembar; permohonan dapat disetujui untuk diproses hias. seha
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya | 9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 pembuatan izin; _63_38
Nomor 15 Tahun. 2010 tentang Retribusi yang dilampiri KTP/tanda identitas | 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika i _=§
Izin Usaha Perikanan ; pihak yang diberi kuasa (apabila permohonan ditolak pemberian izin maka OnGuid
: penyampaian berkas permohonan disiapkan surat pengem-balian dokumen kolam usabia
tidak  dilakukan  sendiri  oleh kepada pemohon (loket 6); ta avm.x dais
pemohon) *) 9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika h
terjadi permasalahan dan masih dapat URA Mm ih
diselesaikan, ~dikeluarkan surat Kepala b
PPTSP  kepada  pemohon  untuk Mﬂmm selama
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika e lebaniatn
persoalan selesai, maka proses perizinan :mmhm kecuali
dilanjutkan. da
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk - bah
membayar retribusi dan atau sumbangan R
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.




2 3 4 5 6 7 8
2). Perpanjangan -sda- 1. Surat Permohonan (materai o Sl Maksimal Disesuaikan Kepala Badan
Rp.6000). 10 harikerja | dengan Perda | Penanaman
2. Dokumen Perkembangan Usaha; Nomor 15 | Modal  dan
3. NPWP; Tahun 2010 | Pelayanan
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku; tentang Terpadu
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Retribusi  zin
(untuk badan usaha) yang telah Usaha
dilegalisir; Perikanan
6. Surat keterangan domisili
perusahaan;
7. Surat Kuasa dari pemohon (untuk
permohonan yang dikuasakan);
8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 (empat) lembar;
9. AMDAL/RKL/UPL.
10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)
*
)
3). Penggantian Karena -sda - 1. Surat Permohonan  (materal - sda - Maksimal Disesuaikan -sda-
Hilang atau Rusak Rp.6000). 10 harikeria | dengan Perda
2. Fotocopy SIUP yang rusak Nomor 15
(jika penggantian karena rusak ); Tahun 2010
3. Surat Keterangan Kehilangan dari tentang
kepolisian (jika karena hilang) Retribusi  Izin
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 Usaha
yang dilampiri KTP/tanda identitas Perikanan
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)
")
Keterangan :
*). Untuk perizinan yang pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin

g
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56 | Surat Izin Pengolahan Ikan | 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 | 1. Surat Permohonan (materai Rp.6.000,-). | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal | Disesuaikan | Kepala Badan
(SOLI) tentang Perikanan dirubah Nomor 45 | 2. Fotocopy SIUP; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; 10 hari kerja | dengan Perda | Penanaman
Tahun 2009; 3. Surat persetujuan penanaman modal | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Nomor 15 | Modal dan
1). Permohonan Baru 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun | (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Tahun 2010 | Pelayanan
2009 tentang Pajak Daerah dan | bagi skala usaha besar; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor tentang Terpadu
Retribusi Daerah; 4, Sertifikasi hasil uji quality control, (sesuai pendaftaran  dan  ditentukan  jadwal Retribusi Izin
3. Peraturan Menteri Kelautan dan dengan ketentuan yang berlaku); peninjauan lapangan, jika berkas tidak Usaha
Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 | 5. Fotocopy KTP pimpinan/penang-gung lengkap akan  dikembalikan  kepada Perikanan
tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil |  jawab usaha (yang masih berlaku); pemohon; )
Perikanan ; 6. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk | 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | permohonan yang dikuasakan); bersama dengan Tim Teknis; Masa  berlaku
Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL- | 7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk izin selama 1
UPL dan SPPL; dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang menentukan memenuhi syarat atau tidak (satu) tahun
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu | diberi kuasa (apabila penyampaian memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
Raya Nomor 15 Tahun. 2010 tentang | berkas permohonan tidak dilakukan dibuatkan BAP Teknis.
Retribusi Izin Usaha Perikanan; sendiri oleh pemohon) *) 7. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
; permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;
8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
; permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengembalian dokumen
kepada pemohon (loket 6);
9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika
terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala
PPTSP  kepada  pemohon  untuk
menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
persoalan selesai, maka proses perizinan
dilanjutkan.
10. Pemohon  diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 6.
2). Perpanjangan -sda - 1. Surat permohonan; -sda - 7 hari Disesuaikan Kepala Badan
2. SOLI yang asli; dengan Perda | Penanaman
3. Surat perjanjian kerjasama Nomor 15 | Modal dan
pengangkutan Tahun 2010 | Pelayanan
4, Fotocopy KTP pimpinan/ penanggung tentang Terpadu
jawab usaha (yang masih berlaku); Retribusi 1zin
5. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk Usaha
permohonan yang dikuasakan). Perikanan
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1. Surat Permohonan (materai
3). Penggantian Karena -sda - Rp.6.000,-). - sda - Maksimal Disesuaikan | Kepala Badan
Hilang atau Rusak 2. Fotocopy SOLI yang rusak (jika 10 hari dengan Penanaman
penggantian karena SOLI rusak ); kerja Perda Modal dan
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Nomor 15 Pelayanan
kepolisian (jika penggantian karena Tahun 2010 | Terpadu
SIUP hilang) tentang
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 Retribusi
yang dilampiri KTP/tanda identitas Izin Usaha
pihak yang diberi kuasa (apabila Perikanan
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)
*
)
Keterangan :
*). Untuk perizinan yang ~pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin
1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2;

57 | SIPPI (Surat Izin 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun | 1. Surat Permohonan  bermaterai | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 6; Maksimal Disesuaikan | Kepala Badan
Pengumpul dan Pemasaran 2004 tentang Perikanan dirubah Rp.6.000,-). 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat diterima | 10 hari kerja | dengan Penanaman
Hasil Perikanan) Nomor 45 Tahun 2009; 2. Fotocopy SIUP; untuk dilakukan pencatatan; Perda Modal dan

2. Undang-Undang  Nomor 28 | 3. Surat persetujuan  penanaman | 4.Berkas lengkap pemohon diberikan nomor pendaftaran Nomor 15 | Pelayanan

1). Permohonan Baru Tahun 2009 tentang Pajak Daerah modeal, dan ditentukan jadwal peninjauan lapangan, jika berkas Tahun 2010 | Terpadu

dan Retribusi Daerah; 4. Fotocopy KTP pimpinan/ | tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon; tentang

3. Peraturan Menteri Kelautan dan penanggung jawab usaha (yang | 5.Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT bersama Retribusi
Perikanan Nomor masih berlaku); dengan Tim Teknis; lzin Usaha | Masa berlaku
PER.18/MEN/2006 tentang Skala | 5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk menentukan Perikanan izin selama 1
Usaha Pengolahan Hasil yang dilampiri KTP/tanda identitas | memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan izin dan (satu) tahun
Perikanan; pihak yang diberi kuasa (apabila | dibuatkan BAP Teknis.

4, Peraturan Daerah Kabupaten penyampaian berkas permohonan | 7.Berdasarkan BAP Teknis dimaksud permohonan dapat

Kubu Raya Nomor 15 Tahun.
2010 tentang Retribusi 1zin Usaha
Perikanan;

tidak  dilakukan  sendiri  oleh

pemohon) *)

disetujui untuk diproses untuk pembuatan izin;

8. Berdasarkan BAP teknis jika permohonan ditolak maka
disiapkan surat pengembalian dokumen kepada
pemohon (loket 6);

9. Berdasarkan BAP teknis, jika terjadi permasalahan yang
dapat diselesaikan, maka dikeluarkan surat Kepala
PPTSP kepada pemohon untuk menyelesaikan
persoalannya. Jika persoalan selesai proses perizinan
dilanjutkan.

10. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar
retribusi dan atau sumbangan pihak ketiga ke Kas
Daerah pada Rekening 100.1000.311 pada BPD Kalbar;

11. Pemberian izin kepada pemohon di laket 6.
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2). Perpanjangan -sda - . SIKPI yang asli; 7 hari Disesuaikan | Masa berlaku
2. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik dan -sda - dengan Perda | perpanjangan
dokumen kapal; Nomor 15 | selama 3
Surat perjanjian kerjasama pengangkutan Tahun 2010 | (tiga) tahun.
Fotocopy KTP pimpinan/penanggung jawab tentang
usaha (yang masih berlaku); Retribusi Izin | Perpanjangan
Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama Usaha izin  diajukan
3 (tiga) bulan; Perikanan paling lama
Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang 30 hari
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang sebelum
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas masa izin
permohonan tidak dilakukan sendiri oleh berakhir.
pemohon) *)
3). Penggantian Karena - sda - 1. Surat Permohonan (materai Rp.6.000,-). Maksimal Disesuaikan
Hilang atau Rusak Fotocopy SIUP yang rusak -sda - 10 harikerja | dengan Perda
(jika penggantian karena rusak ); Nomor 15
Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian Tahun 2010
(jika penggantian karena hilang) tentang
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang Retribusi 1zin
dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang Usaha
diberi kuasa (apabila penyampaian berkas Perikanan

permohonan tidak dilakukan sendiri oleh
pemohon) *)

eterangan :
*).Untuk  perizinan yang  pengurusan

permohonannya dikuasakan kepada

pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon

izin
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58. | IZIN PRINSIP PENANAMAN 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | 1. Permohonan lzin prinsip penanman (1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1:| Maksimal 3 Tanpabiaya | Kepala Badan
MODAL tentang Pajak Penghasilan; modal  yang ditanda tangani diatas | atau (tiga) hari Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 materai yang cukup dan | Mengakses melalui SPIPISE untuk memperoleh | kerja. Modal dan
tentang Kepabeanan; ditandatangani; berkas permohonan perizinan penanaman Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | 2. Surat Permohonan Pendaftaran; modal. Terpadu
tentang Ketenaga Kerjaan; 3.Rekaman Akta Pendirian Perusahaan |2. Pengajuan berkas permohonan di loket 1; atau
#. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | dan Perubahannya untuk PT, CV, Fa | Pengajuan berkas permohonan melalui SPIPISE
tentang Pemerintahan Daerah; atau rekaman Anggaran Dasar Bagi | yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Badan Usaha Koperasi; (persyaratan). Apabila terdapat dokumen yang
tentang Penanaman Modal; 4.Rekaman  Pengesahan  Anggaran | tidak dapat disampaikan secara elektronik, maka
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum | pemohon harus menyampaikan dokumen fisik
tentang Perseroan Terbatas; dan HAM atau Pengesahaan Anggaran | kepada BPMPT,
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 | Dasar Badan Usaha Koperasi oleh |3.Berkas permohonan dinyatakan lengkap
tentang Usaha Mikro Kecil; Instansi yang berwenang; diterima kemudian dilakukan pencatatan dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | 5. Rekaman KTP untuk perseorangan; diterbitkan tanda terima permohonan;
1997 tentang Analisa Mengenai Dampak | 6. Rekaman NPWP; 4. Jika Berkas permohonan belum lengkap, benar
Lingkungan; 7. Rencanaluraian proses produksi yang | dan sah maka permohonan ditolak atau
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun mencantumkan jenis bahan baku dan | dikembalikan dengan surat pengembalian;
1997 tentang Kemitraan; dilengkapi dengan diagram (flow [5. Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun chart); menentukan memenuhi syarat atau tidak
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan | 8. Rencanaluraian kegiatan usaha sektor | memenuhi syarat dikeluarkan izin dan dibuatkan
Penerapan Standart Pelayanan Minimal; jasa; BAP Teknis.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun | 9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 |6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud permohonan
2007 tentang Failitas Pajak Penghasilan yang dilampiri KTP/tanda identitas | dapat disetujui untuk diproses untuk pembuatan
untuk Penanaman Modal di Bidang- | pihak yang diberi kuasa (apabila | izin;
bidang Usaha Tertentu dan/atau di | penyampaian berkas permohonan | Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Daerah-Daerah Tertentu; tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) | permohonan ditolak pemberian izin  maka
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun b disiapkan surat pengembalian dokumen kepada
2007 tentang Pembagian Urusan Keterangan : pemohon (loket 1);
Pemerintah antar Pemerintah, *). Untuk perizinan yang 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
13. Pemerintah  Daerah, Provinsi, dan pengurusan  permohonannya permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. dikuasakan kepada pihak lain, dikeluarkan surat Bupati kepada pemohon untuk
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang |  pengambilan sertifikat izin tetap menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
Pemberian Insentif ddan Pemberian | dilakukan langsung oleh pemohon persoalan selesai, maka proses perizinan
Kemudahan Penanaman Modal di | izin dilanjutkan.
Daerah; 9. Dokumen Persetujuan Izin Prinsip Penanaman
Modal disampaikan kepada pemohon/dan atau
penerima kuasa dengan memunjukkan tanda
terima permohonan (loket 1).




14. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri.

15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2007 tentang Kriter Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2007;

17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan  Koordinasi
Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

19. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun
1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang;

20. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun
2000 tentang Kantor  Perwakilan
Perusahaan Asing;

21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 tentang
pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal;
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59. | IZIN PRINSIP PERLUASAN 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | 1. Permohonan Izin Prinsip Perluasan. 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;| Maksimal 3 Tanpa biaya | Kepala Badan
PENANAMAN MODAL tentang Pajak Penghasilan; 2. Rekaman lzin Usaha. atau (tiga) hari Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun | 3.Rekaman Akta Pendirian Perusahaan | Mengakses melalui SPIPISE untuk memperoleh | kerja. Modal  dan
1983 tentang Kepabeanan; dan Perubahannya beserta | berkas permohonan perizinan penanaman Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun | pengesahan dari Departemen Hukum | modal. Terpadu
2003 tentang Ketenaga Kerjaan; dan HAM. 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 1; atau
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun | 4. Rencana/uraian proses produksi yang | Pengajuan berkas permohonan melalui SPIPISE
2004 tentang Pemerintahan Daerah; mencantumkan jenis bahan baku dan | yang dilengkapl dengan dokumen pendukung
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun dilengkapi dengan diagram alir (flow | (persyaratan). Apabila terdapat dokumen yang
2007 tentang Penanaman Modal; chart). tidak dapat disampaikan secara elektronik, maka
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun | 5.Rencana/uraian kegiatan usaha sektor | pemohon harus menyampaikan dokumen fisik
2007 tentang Perseroan Terbatas; jasa. kepada BPMPT;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun | 6.Rekaman Izin Prinsip dan/atau |3.Berkas permohonan dinyatakan lengkap
2008 tentang Usaha Mikro Kecil; perubahannya. diterima kemudian dilakukan pencatatan dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 | 7.Laporan Kegiatan Penanaman Modal | diterbitkan tanda terima permohonan;
Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai (LKPM). 4. Jika Berkas permohonan belum lengkap, benar
Dampak Lingkungan; 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | dan sah maka permohonan ditolak atau
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 yang dilampiri KTP/tanda identitas | dikembalikan dengan surat pengembalian;
Tahun 1997 tentang Kemitraan; pihak yang diberi kuasa (apabila |5. Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 penyampaian berkas permohonan | menentukan memenuhi syarat atau tidak
Tahun 2005 tentang Pedoman tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) | memenuhi syarat dikeluarkan izin dan dibuatkan
Penyusunan dan Penerapan Standart | *) BAP Teknis.
Pefayanan Minimal; Keterangan : 6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud permohonan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun *). Untuk perizinan yang pengurusan dapat disetujui untuk diproses untuk pembuatan
2007 tentang Failitas Pajak permohonannya dikuasakan kepada izin;
Penghasilan untuk Penanaman Modal | pihak lain, pengambilan sertifikat izin Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
di Bidang-bidang Usaha Tertentu | tetap dilakukan langsung oleh pemohon | Permohonan ditolak pemberian izin  maka
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; izin. disiapkan: surat pengembalian dokumen kepada
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 pemohon (loket 1);
Tahun 2007 tentang Pembagian 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Pemerintah Daerah, Provinsi, dan dikeluarkan surat Bupati kepada pemohon untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. menyelesaikan  persoalan  dimaksud. Jika
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 persoalan selesai, maka proses perizinan

tentang Pemberian Insentif ddan
Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah;

dilanjutkan.

9. Dokumen Persetujuan Izin Prinsip Penanaman

Modal disampaikan kepada pemohon/dan atau
penerima kuasa dengan memunjukkan tanda
terima permohonan (loket 1).
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60. | IZIN USAHA (PERLUASAN, 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | 1.Rekaman Kartu Tanda Penduduk |1. Pengambilan formulir permohonan izin usaha| Maksimal 7 Tanpa biaya | Kepala Badan
MERGER, PERUBAHAN) tentang Pajak Penghasilan; (KTP) pemohon; penanaman modal di loket perizinan| (tujuh) hari Penanaman
PENANAMAN MODAL 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 | 2. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 | penanaman modal (loket 1); atau kerja Modal dan
- Primer tentang Kepabeanan; (dua) lembar; Mengakses melalui SPIPISE untuk memperoleh Pelayanan
- Sekunder 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | 3. Permohonan lzin  Usaha yang | berkas permohonan perizinan penanaman | Izin usaha Terpadu
- Tersier tentang Ketenagakerjaan; ditandatangani di atas materai | modal. perubahan
#. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Rp.6.000,- oleh Direksi perusahaan, 2.Pengajuan berkas permohonan di loket| maksimal 5
tentang Pemerintahan Daerah | 4.Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek | pelayanan penanaman modal (loket 1); atau (lima) hari
sebagaimana diubah dengan Undang- | (LHP) yang kegiatan usahanya | Pengajuan berkas permohonan melalui SPIPISE | kerja
Undang Nomor 12 Tahun 2008; memerlukan fasilitas bea masuk atas | yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 |  impor barang dan bahan; (persyaratan). Apabila terdapat dokumen yang
tentang Penanaman Modal; 5.Rekaman  Akta Pendirian dan | tidak dapat disampaikan secara elektronik, maka
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pengesahan serta akta perubahan dan | pemohon harus menyampaikan dokumen fisik
tentang Perseroan Terbatas; pengesahan dari Departemen Hukum | kepada BPMPT;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 | dan HAM; 3.Berkas  permohonan  dinyatakan  lengkap
tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan | 6.Rekaman Pendaftaran/lzin Prinsip | diterima kemudian dilakukan pencatatan dan
Menengah; Perluasan/Surat Persetujuan | diterbitkan tanda terima permohonan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | Penanaman Modal / Izin Usaha dan/ |4. Jika berkas permohonan dinyatakan belum
1997 tentang Analisa Mengenai Dampak | atau Surat Persetujuan Penanaman | lengkap, benar dan sah maka pengajuan
Lingkungan. modal/ Izin Usaha Perluasan yang | permohonan akan ditolak atau dikembalikan
0. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun dimiliki; dengan surat pengembalian;
1997 tentang Kemiteraan 7. Rekaman NPWP. 5. Dokumen Persetujuan Penanaman Modal

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2007 tentang Failitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-Daerah Tertentu;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintah antar Pemerintah,
Pemerintah  Daerah, Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

8. Bukti penguasaan/penggunaan tanah
atas nama:

e Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah
atau akta jual beli tanah oleh PPAT,
atau

» Rekaman perjanjian sewa menyewa
tanah.

9. Bukti penguasaan/penggunaan tanah
atas nama

o Rekaman Izin Mendirikan Bangunan
(IMBY), atau

e Rekaman akta jual beli/perjanjian
sewa menyewa gedung/ bangunan.

10. Rekaman Izin Ganguan (UUG/HO) di
luar kawasan industri;

disampaikan  kepada pemohon/dan  atau
penerima kuasa dengan menunjukkan tanda
terima permohonan.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang
Pemberian  Insentif ddan  Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri.

15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007
tentang  Kriteria  dan  Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang Kriter Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

19. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang;

20. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000
tentang Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing;

21.Peraturan  Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 tentang
Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal;

11. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) periode terakhir;

12. Rekaman persetujuan/pengesahan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau rekaman persetujuan/

pengesahan dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

13, Dokumen rekomendasi (khusus bagi

jenis industri tertentu yang

dipersyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

14. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang

dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang

diberi kuasa (apabila penyampaian
berkas permohonan tidak diakukan
sendiri oleh pemohon) *)

Keterangan :

*).Untuk perizinan yang  pengurusan
permohonannya dikuasakan kepada
pihak lain, pengambilan sertifikat izin
tetap dilakukan langsung oleh pemohon
izin
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61. | IZIN PRINSIP PERUBAHAN 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | 1. Permohonan. 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;| Maksimal 5 Tanpa biaya | Kepala Badan
PENANAMAN MODAL tentang Pajak Penghasilan; 2.Rekaman Izin Prinsip Penanaman | atau (lima) hari Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Modal yang dimohonkan | Mengakses melalui SPIPISE untuk memperoleh | kerja Modal dan
1983 tentang Kepabeanan; perubahannya. berkas permohonan perizinan penanaman Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun | 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan | modal. Terpadu
2003 tentang Ketenaga Kerjaan; dan Perubahannya beserta |2. Pengajuan berkas permohonan di loket 1; atau
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun pengesahan dari Kementerian Hukum | Pengajuan berkas permohonan melalui SPIPISE
2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan HAM. yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun | 4. Untuk perubahan bidang usaha | (persyaratan). Apabila terdapat dokumen yang
2007 tentang Penanaman Modal; (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi | tidak dapat disampaikan secara elektronik, maka
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun dengan : pemohon harus menyampaikan dokumen fisik
2007 tentang Perseroan Terbatas; e Keterangan rencana kegiatan, | kepada BPMPT;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun berupa uraian proses produksi [3.Berkas permohonan dinyatakan lengkap
2008 tentang Usaha Mikro Kecil; yang mencantumkan jenis bahan | diterima kemudian dilakukan pencatatan dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 baku dan dilengkapi dengan | diterbitkan tanda terima permohonan;
Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai diagram alir (flow chart) 4, Jika Berkas permohonan belum lengkap, benar
Dampak Lingkungan; 5.Untuk perubahan jangka waktu | dan sah maka permohonan ditolak atau
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 | penyelesaian  proyek  dilengkapi | dikembalikan dengan surat pengembalian;
Tahun 1997 tentang Kemitraan; dengan alasan perubahan. 5. Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 | 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal | menentukan memenuhi syarat atau tidak
Tahun 2005 tentang Pedoman | (LKPM) periode terakhir; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan dibuatkan
Penyusunan dan Penerapan Standart | 7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | BAP Teknis.
Pelayanan Minimal; yang dilampiri  KTP/tanda identitas |6. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud permohonan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun | pihak yang diberi kuasa (apabila | dapat disetujui untuk diproses untuk pembuatan
2007 tentang  Failtas  Pajak | penyampaian berkas permohonan | izin;
Penghasilan untuk Penanaman Modal | tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) |- Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
di Bidang-bidang Usaha Tertentu " permohonan ditolak pemberian izin  maka
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;  [Keterangan : disiapkan surat pengembalian dokumen kepada
12. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 |*) Untuk perizinan yang pengurusan pemohon (loket 1);
Tahun 2007 tentang Pembagian | ~ permohonannya dikuasakan kepada |8 Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, | pihak lain, pengambilan sertifikat izin permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Pemerintah Daerah, Provinsi, dan | tetap dilakukan langsung oleh pemohon | dikeluarkan surat Bupati kepada pemohon untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. izin menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 persoalan selesai, maka proses perizinan
tentang Pemberian Insentif ddan dilanjutkan.
Pemberian Kemudahan Penanaman 9. Dokumen Persetujuan Izin Prinsip Penanaman
Modal di Daerah; Modal disampaikan kepada pemohon/dan atau
14. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2009 penerima kuasa dengan memunjukkan tanda

tentang Kawasan Industri.

terima permohonan (loket 1).
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15.

18.

17.

18

19.

20

&l

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2007 tentang Kriter Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomar 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun
1995 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun
2000 tentang Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 tentang
pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal,
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62. | PERSETUJUAN PRINSIP Persyaratan yang harus dipenuhi 1. Pengambilan dormulir permohonan di loket 2; | Maksimal 7 Sesuai Kepala Badan
USAHA PERDAGANGAN 1) Formulir Permohonan; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 3; (tujuh) hari kerjg dengan Penanaman
2) Foto copy UUG (Persetujuan | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
AMDAL, UKL-UPL); diterima kemudian dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
3) Foto copy Akta Pendirian / Penge- { 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
sahan (jika berbadan hukum); pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
4) Dokumen  yang dipersyaratkan dikembalikan kepada pemohon;
berdasarkan peraturan perundang- | 5. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
undangan yang  berlaku bagi menentukan  memenuhi  syarat/tidaknya Masa  berlaku
industri tertentu. dikeluarkan izin yang dituangkankan dalam izin selama 3
5) Materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan diketahui oleh (tiga) tahun
lembar. Kepala PPTSP.
6) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 6. Berdasarkan BAP teknis permohonan
yang dilampiri KTP/tanda identitas disetujui/ diproses pembuatan izin;
pihak yang diberi kuasa (apabila | 7. Jika berdasarkan BAP penilaian teknis
penyampaian berkas permohonan ternyata permohonan ditolak maka disiapkan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh surat pengembalian berkas kepada pemohon
pemohon) *) di loket 3;
8. Jika terjadi permasalahan yang dapat
Keterangan : diselesaikan maka dikeluarkan surat kepada
*). Untuk non perizinan  yang pemohon untuk menyelesaikan
pengurusan permohonannya permasalahannya. Jika permasalahan selesai
dikuasakan kepada pihak lain, maka proses perizinan dilanjutkan;
9. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas

pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

Daerah pada Rekening 100.1000.311 melalui
petugas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat yang berada di BPMPT;

10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau Sumbangan Pihak Ketiga di
loket 3;

11. Penyerahan dokumen Persetujuan Prinsip

Usaha Perdagangan kepada pemohon di
loket 3.
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63. | TANDA DAFTAR 1. Perseroan Terbatas (PT)
PERUSAHAAN (TDP) Persyaratan yang harus dipenuhi 1. Pengambilan formulir permohonan perizinanan | Maksimal 5
1) Formulir Permohonan bermaterai di loket 2; (ima) hari | Sesuai Kepala Badan
’ mwﬂ”__mzmaz Patusahsn Rp. 6.000,- 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 3; kerja dengan Penanaman
2) Foto copy Akta Pendirian; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap diterima ketentuan Modal dan
3) Foto copy Akta Perubahan (apabila kemudian dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
ada); 4, Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
4) Asli dan Foto copy SK Pengesahan pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
Badan Hukum PT dari Departemen. dikembalikan kepada pemohon;
Hukum Dan HAM; 5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk meneliti/ Masa  berlaku
5) Foto copy KTP/Paspor pemilik, menilai dan menentukan diterbitkan atau tidak izin selama 5
Pengurus atau Penanggung jawab.; diterbitkannya izin, dituangkan dalam Berita (lima) tahun
6) Foto copy izin usaha atau surat Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
keterangan lain yang dipersamakan; Kepala PPTSP;
7) Foto copy NPWP. 6. Berdasarkan BAP jika permohonan disetujui
8) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 maka perizinan diproses, jika permohonan
yang dilampiri KTP/tanda identitas ditolak PPTSP mengirimkan surat pengembalian
pihak yang diberi kuasa (apabila dokumen (loket 3);
penyampaian berkas permohonan | 7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh yang dapat diselesaikan oleh pemohon, maka
pemohon) *) Kepala PPTSP menyampaikan surat kepada
pemohon untuk segera  menyelesaikan
permasalahannya. Jika persoalan selesai maka
proses perizinan dilanjutkan.
8. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas
Daerah pada Rekening 100.1000.311 melalui
petugas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat yang berada di BPMPT;
9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau Sumbangan Pihak Ketiga di
loket 3;

10. Penyerahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

kepada pemohon di loket 3.




2. Koperasi
Persyaratan yang harus dipenuhi :

5)

6)
7)

Formulir  Permohonan  bermaterai
Rp. 6.000,-;

Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
Foto copy KTP  pengurus/
penanggungjawab;

Foto copy surat pengesahan sebagai
badan hukum dari pejabat yang
berwenang;

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan yang
diterbitkan  oleh instansi  yang
berwenang;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *)

3. Perseroan Komanditer (CV)
Persyaratan yang harus dipenuhi

1)
2)

Formulir Permohonan bermaterai
Rp. 6.000,-;

Foto copy Akta  Pendirian
Perusahaan;

Foto copy KTP/paspor pengurus/
penanggungjawab;

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan yang
diterbitkan ~ oleh instansi  yang
berwenang;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian  permohonan fidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *)

- sda -

-sda -
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4, Firma (Fa)
Persyaratan yang harus dipenuhi :

1)

Formulir  Permohonan bermaterai
Rp. 6.000,-

Foto copy Akta  Pendirian
Perusahaan (apabila ada);

Foto copy KTP/paspor pengurus/
penanggungjawab;

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan yang
diterbitkan  oleh  instansi  yang
berwenang;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *)

5. Perusahaan Perorangan
Persyaratan yang harus dipenuhi

1)
2)
3)
4)

5)

Formulir Permohonan  bermaterai
Rp. 6.000,-

Foto copy Akta  Pendirian
Perusahaan (apabila ada);

Foto copy KTP/paspor pengurus/
penanggungjawab;

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan yang
diterbitkan  oleh instansi  yang
berwenang;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *)

-sda-

-8da -




1)
2)
3)
4)

6.Perusahaan Lain
Persyaratan yang harus dipenuhi

Formulir Permohonan  bermaterai
Rp. 6.000,-;

Foto copy Akta  Pendirian
Perusahaan (apabila ada);

Foto copy KTP/paspor pengurus/
penanggungjawab;

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan yang
diterbitkan  oleh instansi  yang
berwenang;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak  dilakukan  sendiri  oleh
pemohon) *)

-sda-
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7.Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan
Kantor Perwakilan Perusahaan
Persyaratan yang harus dipenuhi

Formulir ~ Permohonan  bermaterai
Rp. 6.000,-

Foto copy Akta Pendirian Peru-sahaan
atau Surat Penunjukan atau Surat
Keterangan yang dipersamakan dengan
itu sebagai kantor Cabang/ Kantor
Pembantu dan perwakilan.

Foto copy KTP/paspor pengurus atau
penanggungjawab.

Foto copy izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan Foto
copy SIUP dan surat lain yang
dipersamakan yang diterbitkan instansi
berwenang atau  kantor  pusat
perusahaan yang bersangkutan;

Foto copy NPWP.

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas pihak
yang  diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri oleh pemohon) *)

Keterangan :

",

Untuk  non perizinan  yang
pengurusan  permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon izin.

- sda-
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64. | TANDA DAFTAR Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : | Persyaratan yang harus dipenuhi 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; Maksimal 7 | Sesuai Kepala Badan
GUDANG (TDG) 16/M-DAG/PER/3/2006 1. Formulir  Permohonan  bermaterai | 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 3; (tujuh)  hari | dengan Penanaman
Rp. 6.000,- 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap diterima | kerja ketentuan Modal dan
2. Foto copy Akta Notaris Pendirian kemudian dilakukan pencatatan dan penentuan yang Pelayanan
Perusahaan (bagi yang berbadan jadwal tinjauan lapangan; diberlakukan | Terpadu
hukum); 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
3. Foto copy KTP Pemilik/Direktur/ pendaftaran dan jadwal kelapangan dan jika berkas
Penanggung jawab Perusahaan; tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon; Masa  berlaku
4, Foto copy TDP; 5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Badan izin selama 5
5. Foto copy IMB; Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (fima) tahun
6. Foto copy UUG; bersama dengan Tim Teknis (unit kerja terkait);
7. Foto copy Sertifikat Tanah; 6. Rapat koordinasi Tim Teknis (Dinas Perindustrian
8. Foto copy Perjanjian Pemakaian/ dan Perdagangan, Pemerintah Kecamatan) untuk
Penguasaan Gudang dengan Pemilik; menentukan memenuhi syarat atau tidaknya untuk
9. Foto copy Tanda Pelunasan PBB. dikeluarkan izin dan dituangkan dalam Berita
10.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 Acara Pemeriksaan (BAP) yang diketahui atasan
yang dilampiri KTP/tanda identitas langsung SKPD teknis.
pihak yang diberi kuasa (apabila | 7. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/penilaian
penyampaian  berkas  permohonan teknis permohonan dapat disetujui diproses untuk
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) pembuatan izin;
Y 8. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/penilaian
teknis permohonan ditolak pemberian  |zinnya
Keterangan : maka disiapkan surat pengembalian dokumen
*).Untuk  non perizinan  yang kepada pemohon di loket 3;
pengurusan  permohonannya 9. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian | .
dikuasakan kepada pihak lain, teknis, jika terjadi permasalahan yang dapat | Wakiu
pengambilan sertifikat izin tetap diselesaikan, maka dikeluarkan surat Kepala | penyelesaian
dilakukan langsung oleh pemohon izin. PPTSP kepada pemohon untuk menyelesaikannya. | masalah oleh
Jika persoalan selesai, maka proses perizinanan | pemohon
dilanjutkan; paling lama
10. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas Daerah | 10 (sepuluh)
pada Rekening 100.1000. 311 melalui petugas | hari kerja
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat | sejak  surat
yang berada di BPMPT; Bupati
11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar retribusi | diterima
dan/atau sumbangan pihak ketiga di loket 3;
12. Penyerahan izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

kepada pemohon di loket 3.
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1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2;

REKOMENDASI PENDIRIAN | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 1. Rekomendasi Dinas Kesehatan; . ; . Maksimal § | Sesuai Kepala Badan
RUMAH SAKIT SWASTA tentang Kesehatan ; 2. Study kelayakan; wm. mﬂwnmw_:m”w%hﬂwﬂmmﬂsh”ommﬁr_o_ﬁmdm__s (ima) hari | dengan Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | 3. Foto copy akte notaries; . dapat dit %,_3 & Unilk g_m_e_wm: pen omsaﬂ. P kerja ketentuan Modal dan
tentang Praktik Kedokteran; 4. Foto copy sertifikat tanah; 4 mmemm lerigkat Bemohan dibecian. o=_§ yang Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 5. Izin lokasi; . daft 3% P avm dientuken  fadwal diberlakukan | Terpadu
tentang Perlindungan Konsumen:; 6. Dokumen UKL-UPL; pencarta : an _.m btk _m".%ﬂ
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 7. Struktur organisasi disahkan direktur peninjauan ‘apangan, Jika berkas uda

lengkap akan  dikembalikan  kepada
pemohon,;

5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh BPMPT
bersama dengan Tim Teknis (Dinas
Kesehatan);

tentang Hak Azasi Manusia; rumah sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Data kepegawaian dokter/ paramedis;
tentang Pemerintah Daerah; Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dilampiri KTP/tanda identitas

©

tentang Rumah Sakit; pihak yang diberi kuasa (apabila . = .
7. Permenkes Nomor 32 Tahun 1996 penyampaian berkas permohonan 6. Mmmwmmre_w%% zrsmmhr:cﬂ“sm m.q_.mm»xzmmc ﬁmﬂ
tentang Tenaga Kesehatan; tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) memedilfil §¥arat %a_cwna: i dan
6. Peraturan Menterl Kesshatan Nomor & — ) dbuatken Berta Acara Pemerksaan (BAP)
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penye- Teknis
_m.zm.mam: Praktek Dokter dan Dokter Jaoa:um:. - 7 Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Gigi; ).Untuk  non perizinan  yang

permohonan dapat disetujui untuk diproses
untuk pembuatan izin;

8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
permohonan ditolak pemberian izin maka
disiapkan surat pengem-balian dokumen

9. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran pengurusan  permohonannya
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang |  dikuasakan kepada pihak lain,
Retribusi izin Tmsvd_O:@mﬂmmn Sarana vm:mmag_m_._ sertifikat izin ﬂmnmu

Kesehatan Swasta; dilakukan langsung oleh pemohon
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor | jzin.

kepada pemohon di loket 6;
920/Menkes/Per/XIl1986 tentang Upaya 9. Budasarkan BAP teknis dimaksud, jia
_@o_nx anan Kesehatan Swasta di Bidang terjadi permasalahan dan masih _amu&

eqils;

11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan diselesatkan, dkeluarkan surat Kepala

Kesehatan Masyarakat Nomor 664/ _u.uqmn_ .xxcumam _ vmao,q.ﬂz S_Ex
Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk (Y DISIEMY POIOR PO A8 DUSOMGY,
Pelaksanaan Upaya Pelayanan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan

| B kembali.
Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan i
Medis Dasar: 10. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk

: membayar refribusi dan atau sumbangan
12. Perat P tah Nomor 25 Tahun . ; /
Nomo cﬂ_‘mm_”,»mzma mw_ﬁ: - m%owmmh:ﬂh: pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening

i : 100.1000.311;
dan kewenangan Provinsi sebagai ) )
daerah ofonom; 11. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

; retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun X
2000 tentang Pedoman Organisasi pada loket tempat mengajukan permohonan

. di loket 6;
Perangkap Daerah; 12. Pemberian rekomendasi kepada pemohon

di loket 6.
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14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1189 A / Menkes / S / X/ 1999 tentang
wewenang penetapan izin di Bidang
Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/Tahun 2007 tentang Standart
Profesi Bidan;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan
Apotik;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/Menkes/SK/VI1/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional;

66. | REKOMENDASI PENDIRIAN | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 | 1. Surat Permohonan  (Perorangan/ 1. vmzom.ac__m: berkas uw:sozosm:. diloket 2, | yjaksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
KANTOR CABANG JASA Tentang Pos; Badan Hukum); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket4; | 7' qy Penanaman
TITIPAN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun | 2. Fotocopy KTP pemohon; 3. Berkas permohonan dinyataken: lengkap | yor Modal dan

1985 tentang Penyelenggaraan Pos; 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Pelayanan
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan | 4. Fotocopy NPWP; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Terpadu

Informatika Nomor 23/PER/M. KOMINFO/ | 5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 pendaftaran, jika berkas tidak lengkap

04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan (dua) lembar.; dikembalikan kepada pemohon;

Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan | 6. Denah lokasi usaha; 5. Repal koordinasi Tim Teknis untuk

Telekomunikasi. 7. Surat keterangan kerja sama dengan menentukan memenuhi syarat atau tidak

4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 jasa penitipan ; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
Tahun 2009 tentang Perubahan atas | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dibuatkan BAP Teknis. I
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 yang dilampiri KTPftanda identitas | O Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
Tahun 2008 tentang lzin Operasional |  phak yang diberi kuasa (apabila |  PemMononan disetujui atau ditolak proses
Bidang Pos dan Telekomunikasi, penyampaian berkas permohonan pembuatan izinnya; -

tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) 7. Jika permohonan .%o_mx maka disiapkan

o) surat pengembalian dokumen kepada

pemahon di loket 4;

; 8. Jika terjadi permasalahan dan masih dapat

%ﬂmﬂﬂmg _.§_ perizinen - diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati

d o_.aosozmw.sw kepada pemohon untuk menyelesaikan

%@wﬁ_ﬁmﬂ " um o _m<5 persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai,
el mohax el Ws maka proses perizinan dilanjutkan.

peng P 9. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.

dilakukan langsung oleh pemohon izin.
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67. | REKOMENDASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ . . | Maksimal Tanpa biaya | Kepala Badan
PERMOHONAN IZIN tentang Tetekomunikasi. Badan Hukum); 1. Pengambilan beckas permiohonan.di _oxom 217 hari kerja Penanaman
PENYELENGGARAAN 2.Peraturan  Pemerintah  Republk | 2. Dokumen yang memuat rencana | 2 Pengajuan berkas permohonan di loket 4 Modal dan
JARINGAN TETAP LOKAL Indonesia Nomor 52 Tahun 2000, penyelenggaraan  jaringan tetap | > Derkas permohonan dinyatakan lengkap Pelayanan
WIRELINE tentang Penyelenggaraan Telekomuni- | wireline; ; dapat ea:a_w untuk dilakukan jﬂomaa; Terpadu
kasi. 3. Gambar/Sketipeta lokasi penggelar- | 4 Berkas lengkap pemohon diberikan nomor
3.Peraturan Menteri Komunikasi dan an jaringan kabel; pendafiaran, jka berkas tidak lengkap
Informatika Nomor 23/PERMKOMINFO! | 4. Fotocopy KTP; dikembalikan kepada pemohon;
04/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan | 5. Fotocopy NPWP; 6. Rapat koordinasi Tim Takrua ik
Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan | 6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan menentukan memenuhi syarat atau fidak
Telekomunikasi. 7. Fotocopy sertifikat tanah/ keterangan memenuhl  syaral dkeluarken izn dan
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 sewa; dibuatkan BAP Teknis. T,
Tahun 2009 tentang Perubahan atas | 8. Pasfoto pemohon ukuran 3x4 cm | O Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomar 33 berwarna 2 (dua) lembar; ums_oso:m_.d .a_mm@:_ atau ditolak proses
Tahun 2008 tentang lzin Operasional | 9. Persetujuan lingkungan diketahui pembustan [zinnya; "
Bidang Pos dan Telekomunikasi. oleh Kepala Desa. 7. Jka permohonan .a_a_mx meka disiapkan
10.Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 surat pengembalian  dokumen kepada
yang dilampiri KTPAtanda identitas | . Pemonondiloket4; .
phak yang diberi kuasa (apabila 8. .__.xm s;.ma_ um::.mmm_ng dan masih amumw
penyampaian berkas permohonan diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati
fidak  dilakukan sendii  oleh kepada vo.sozo: c.acx aoim.mmm__aa
pemohon) ¥) persoalan a_smx.mﬁ. Jika persoalan selesai,
Keterangan : maka proses perizinan dilanjutkan.
*).Unuk non periznen  yang 9. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
pengurusan  permohonannya

dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan fangsung oleh pemohon
izin.
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68. | REKOMENDASI KIOS PHONE | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ . . | Maksimal Sesuai Kepala Badan
1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum) 1. _umsom.ag_m: bierias parmononan d _o_aﬁ. Z | 7 hari kerja dengan Penanaman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP 2. Pengajuan berkas 830_”_88 di loket 4; ketentuan Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusa- 3. mm;mm. u.o:.:o:o:m:. dinyatakan _osox.mu yang Pelayanan
Telekomunikasi. haan dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; diberlakukan | Terpadu
3. Peraturan Pemerintah Rl No. 38 | 4. Foto copy NPWP. 4. Berkas _mzmxmm pemohon q_nm.‘_xms oMmor
Tahun 2007 tentang pembagian | 5. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 c.mamamﬂm? Na beree me engkap
urusan  pemerintahan,  antara (dua) lembar. dikemballkan kepada pemohor;
pemerintah,  pemerintah  daerah | 6. Fotocopy  izn  persetujuann | O Rapat koordinasi Tim Teknis untuk
propinsi, pemerintah daerah lingkungan; amzmac_nma amamsc.:_ syarat mmm.c tidak
kabupaten/kota; 7. Denah lokasi tempat usaha; amsmzcs_ syerat .a_xm_cm;m_,_ an das
4, Peraturan Menteri Komunikasi dan | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dibuatkan BAP Teknis. b
Informatika Nomor 23PERMKOMIN | yang dilampiri KTPtanda identitas | O Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
FOI042009  tentang  Pedoman |  pihak yang diberi kuasa (apabila |  Permohonan disetujui atau ditolak proses
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub penyampaian berkas permohonan c.maucmss e : g
Bidang Pos dan Telekomunikasi, idak dilaskukan sendiri oleh | /- Jika permohonan ditolak maka disiapkan
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 pemohon) *) surat pengembalian  dakumen  kepada
Tahun 2009, tentang Perubahan atas u.mso:o.s a._ loket4; :
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor | Keterangan : 6. ,__.xm 6;.8. umﬂa_mmm_m:ms dan mashh amnmﬂ
33 Tahun 2008 tentang lzin J. Untwk non perizinan  yang diselesaikan, %__a_cm;m: surat _ mc.mmz
Operasional ~ Bidang Pos dan | pengurusan  permohonannya _avmam. vmaoxoza ,__h.ﬂex Bm_”u‘m omw_ B
Telekomunikasi, dikuasakan kepada pihak lain, e e
pengambilan sertifkat izin tetap maka proses perizinan dilanjutkan.
dlBkiian Tanaluricclisl pamction 9. Pemohon a_u.mz_@_ SKRD/STS  untuk
- gsung olen pe membayar retribusi dan atau sumbangan
. pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;
10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4,
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4,
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69. | REKOMENDASI WARTELA | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan  (Perorangan/ : y ’ | Maksimal Sesuai Kepala Badan
1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum); 1. Pengambilan formuir permohonan diloket 2; | 7 parikerja | dengan Penanaman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP ; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; ketentuan | Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusa-haan; | 3 Berkas permohonan dinyatakan lengkap yang Pelayanan
Telekomunikasi. 4, Foto copy NPWP.; dapat diterima untuk a__m_exma no.:omssz_ diberlakukan | Terpadu
3. Peraturan Pemerintah Rl No. 38 | 5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 4. Berkas _m_._mxmm pemohon a_voz_a: nomar
Tahun 2007 tentang pembagian | (dua) lembar.; pendafiaren, jka berkas tdak lengkap
urusan  pemerintahan,  antara | 6. Foto copy izin persetujuan lingkungan; dkembakan kepada pemohon;
pemerintah,  pemerintah  daerah | 7. Denah lokasi tempat usaha. 5. Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
propinsi,  pemerintah  daerah | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 menentuken memenuhi syarat atau fidak
kabupaten/kota; yang dilampiri  KTP/tanda identitas memenuhi syarat dioluarkan lzin dan
4, Peraturan Menteri Komunikasi dan | pihak yang diberi kuasa (apabila dibuatkan BAP Teknis. .
Informatika Nomor 23/PERIMKOMIN | penyampaian berkas permohonan | O Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
FO/04/2009  tentang  Pedoman | tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) permohonan disetujui atau ditolak proses
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub | *) pembuatan izinnya; o,
Bidang Pos dan Telekomunikasi, 7. Jika permohonan .a_s_mx maka disiapkan
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 |Keterangan : surat pengembalian  dokumen kepada

Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
33 Tahun 2008 tentang |lzin
Operasional Bidang Pos dan
Telekomunikasi.

*).Untuk non perizinan  yang
pengurusan  permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon
izin.

pemohon di loket 4;

8. Jika terjadi permasalahan dan masih dapat
diselesaikan, dikeluarkan surat Bupati
kepada pemohon untuk menyelesaikan
persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.

9. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar,

10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.




Peraturan Pemerintah  Nomor 38
Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan, antara
pemerintah,  pemerintah  daerah
propinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota;

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN
FO/04/2009  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikasi.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
33 Tahun 2008 tentang Izin
Operasional  Bidang Pos dan
Telekomunikasi.

5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2
(dua) lembar.;

6. Fotocopy izin persetujuann lingkungan;

7. Denah lokasi tempat usaha;

8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

")

Keterangan :

*).Untuk non perizinan  yang
pengurusan  permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan langsung oleh pemohon
izin.

pencatatan,

Jika berkas lengkap maka kepada pemohon
diberikan nomor pendaftaran, jika berkas
tidak  lengkap  dikembalikan  kepada
pemohon;

Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
meneliti/menilai dan menentukan diterbitkan.
atau tidak diterbitkannya izin  yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Kepala PPTSP,
Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
permohonan disetujui atau ditolak proses
pembuatan izinnya;

Jika permohonan ditolak maka disiapkan
surat pengembalian dokumen kepada
pemohon di loket 4;

Jika terjadi permasalahan yang masih dapat
diselesaikan, maka dikeluarkan surat kepada
pemohon untuk menyelesaikan
persoalannya. Jika permasalahan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.

Pemohon diberikan  SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;

Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4,

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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REKOMENDASI WARTEL B Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan  (Perorangan/ , . | Maksimal Sesuai Kepala Badan
1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum); 1. Pengambilan berkas permohonan diloket 2, | 7 yarikeria | dengan Penanaman
Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP ; 2. Pengajuan berkas permohonan di %_6, 4 ketentuan | Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusa-haan; | o Bérkas —permohonan yang - dinyatakan yang Pelayanan
Telekomunikasi. 4. Foto copy NPWP.,; lengkap dapat diterima untuk dilakukan diberlakukan | Terpadu




2 3 4 5 6 7 8
REKOMENDASI Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1.Surat Permohonan  (Perorangan/ : , | Maksimal Sesuai Kepala Badan
PEMASANGAN HOTSPOT 1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum); 1. Pengambilan berkas permohonan diloket 2, | 14 harikerja | dengan Penanaman
(Wi-fi) Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP ; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; ketentuan | Modal dan

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendiian Perusa-haan; | > Berkas —permohonan yang dinyatakan yang Pelayanan
Telekomunikasi. 4, Foto copy NPWP.; lengkap dapat diterima untuk - dilakukan diberlakukan | Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan, antara
pemerintah,  Pemerintah  Daerah
propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN
FO/04/2009  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Telekomunikasi.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
33 Tahun 2008 tentang Izin
Operasional  Bidang Pos dan
Telekomunikasi.

5. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2
(dua) lembar.;

6. Fotocopy izin persetujuann lingkungan;

7. Denah lokasi tempat usaha;

8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0
yang dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila
penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

‘)

Keterangan :

*). Untuk

non perizinan  yang

pengurusan  permohonannya
dikuasakan kepada pihak lain,
pengambilan sertifikat izin tetap
dilakukan fangsung oleh pemohon

izin.

pencatatan;

Jika berkas lengkap maka kepada pemohon
diberikan nomor pendaftaran, jika berkas
tidak lengkap  dikembalikan  kepada
pemohon;

Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
meneliti/menilai dan menentukan diterbitkan.
atau tidak diterbitkannya izin  yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Kepala PPTSP;
Berdasarkan BA rapat koordinasi teknis
permohonan disetujui atau ditolak proses
pembuatan izinnya;

Jika permohonan ditolak maka disiapkan
surat pengembalian dokumen kepada
pemohon di loket 4;

Jika terjadi permasalahan yang masih dapat
diselesaikan, maka dikeluarkan surat kepada
pemohon untuk menyelesaikan
persoalannya. Jika permasalahan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.

Pemohon diberkan SKRD/STS  untuk
membayar refribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;

Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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72. | REKOMENDASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan  (Perorangan/ . | Maksimal Sesuai Kepala Badan
OPERASIONAL WARNET 1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukurm); 1. Pengambilan berkas permohonan diloket 2 | 14 pari kerja | dengan Penanaman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP ; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; ketentuan | Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusa-haan; | 3 Berkes —permohonan  yang dinyatakan yang Pelayanan
Telekomunikasi. 4. Foto copy NPWP. lengkap dapat diterima untuk - dilakukan diberlakukan | Terpadu
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 | 5. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 pROCHEA, ,
Tahun 2007 tentang pembagian | (dua)lembar.; 4. Jika berkas lengkap maka kepada pemohon
urusan  pemerintahan,  antara | 6. Fotocopy izin persetujuan lingkungan; diberikan nomor  pendaftaran, jika berkas
pemerintah,  pemerintah  daerah | 7. Denah lokasi tempat usaha: tidak lengkap  dikembalikan  kepada
propinsi, ~ pemerintah  daerah | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 pemohon; . .
kabupaten/kota; yang dilampiri KTP/tanda identitas | O Rapat koordinasi bersama Tim Teknis untuk
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan | pihak yang diberi kuasa (apabila meneliti/menilai dan menentukan diterbitkan.
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN | penyampaian berkas permohonan atau fidak diterbitkannya izin yang
FO/04/2009 tentang  Pedoman | fidak dilakukan sendiri oleh pemohon) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub D) yang ditandatangani oleh x%g_m. _u_u._.m_un .
Bidang Pos dan Telekomunikasi. 6. Berdasarkan w.> ﬂ.%mﬁ xooasmm_ teknis
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 rs_s:ums_ “ﬁwﬁnud&mﬁw&s ateu ditolak proses
* : )
Tahun 2009, tentang Perubahan atas |¥). Untuk  non perizinan  yang 7. Jika permohonan ditolak maka disiapkan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor |  pengurusan  permohonannya bali K
33 Tahun 2008 tentang lzn | dikuasakan kepada pinak lain, s NG T
Operasional  Bidang  Pos  dan | pengambiian sertikat izin tetap | g Jomorns lorat "
Telekomunikasi. dilakukan langsung oleh pemohon ' SNER SRS DINTUSRAR ) T G
. diselesaikan, maka dikeluarkan surat kepada
il pemohon untuk menyelesaikan
persoalannya. Jika permasalahan selesai,
maka proses perizinan dilanjutkan.
9. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk
membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311 pada BPD Kalbar;
10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar
retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4;
11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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73. | REKOMENDASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | 1. Surat Permohonan (Perorangan/ | 1. Pengambilan formulir permohonan diloket2;, | Maksimal Sesuai Kepala Badan
OPERASIONAL STUDIO 1999 tentang Telekomunikasi. Badan Hukum); 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 harikerja | dengan Penanaman
TELEVISI /RADIO 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 | 2. Foto copy KTP ; 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap ketentuan Modal dan
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan | 3. Foto copy Akta Pendirian Perusa- dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; yang Pelayanan
Telekomunikasi. haan; 4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor diberlakukan | Terpadu
3. Peraturan Pemerintah Rl No. 38 | 4. Foto copy NPWP.; pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan
Tahun 2007 tentang pembagian | 5. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) dikembalikan kepada pemohon;
urusan pemerintahan, antara lembar.; 5. Rapat koordinasi Tim  Teknis  untuk
pemerintah,  pemerintah  daerah | 6. Fotocopy izin persetujuann menentukan memenuhi syarat atau fidak
propinsi, pemerintah daerah lingkungan; memenuhi syarat dikeluarkan izin dan
kabupaten/kota; 7. Denah lokasi tempat usaha; dibuatkan BAP Teknis.
4, Peraturan Menteri Komunikasi dan | 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 | 6. Berdasarkan BAP  Teknis  dimaksud
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMIN yang dilampiri KTP/tanda identitas permohonan dapat disetujui untuk diproses
FO/04/2009  tentang  Pedoman pihak yang diberi kuasa (apabila untuk pembuatan izin;
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub penyampaian berkas permohonan | 7. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika
Bidang Pos dan Telekomunikasi. tidak  dilakukan  sendiri  oleh permohonan ditolak pemberian izin maka
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 pemohon) *) disiapkan surat pengembalian dokumen
Tahun 2009, tentang Perubahan atas kepada pemohon (loket 4);
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor |Keterangan : 8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi
33 Tahun 2008 tentang Izin |*). Untuk non perizinan  yang permasalahan dan masih dapat diselesaikan,
Operasional ~ Bidang Pos dan | pengurusan  permohonannya dikeluarkan surat Kepala PPTSP kepada
Telekomunikasi. dikuasakan kepada pihak lain, pemohon untuk menyelesaikan persoalan
pengambilan sertifikat izin tetap a_am_aca.. _,_=s .Raom_mz selesai, maka
dilakukan langsung oleh pemohon proses perizinan dilanjutkan.
izin.. 9. Pemohon diberikan SKRD/STS  untuk

membayar retribusi dan atau sumbangan
pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening
100.1000.311;

10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar

retribusi dan/atau sumbangan pihak ketiga
pada loket tempat mengajukan permohonan
di loket 4,

11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 4.
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74. | TANDA PENDAFTARAN 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 | 1. Surat/Formulir Permohonan; 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 2; | Maksimal Tanpabiaya | Kepala Badan
PETERNAKAN RAKYAT tentang Ketentuan-ketentuan Pokok | 2. Foto copy KTP; 2. Pengajuan berkas permohonan di loket 4; 14 hari kerja Penanaman
Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. lzin Lingkungan sesuai dengan | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap Modal dan
2. Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun skala usaha dapat diterima untuk dilakukan pencatatan; Pelayanan
1992; - UKL/UPL ; 4, Berkas lengkap pemohon diberikan nomor Terpadu
3. Keputusan Presiden Nomor .44 Tahun - SPPLHO; pendaftaran, jika berkas tidak lengkap
1974, 4, Pas photo berwarna ukuran 4x6 dikembalikan kepada pemohon;
4. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun cm sebanyak 3 lembar; 5. Rapat koordinasi Internal PPTSP untuk
1993; 5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 meneliti/ menilai dan menentukan diterbitkan
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor yang dilampiri KTP/tanda identitas atau tidak diterbitkannya izin dituangkan
476/Kpts/OP/711978; pihak yang diberi kuasa (apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan yang
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor penyampaian berkas permohonan ditandatangani oleh Kepala PPTSP;
324/Kpts/TN.120/4/1994; tidak dilakukan sendiri oleh | 6. Berdasarkan BAP jika permohonan disetujui
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor pemohon) *) maka perizinan diproses, jika permohonan
562/Kpts/OT.210/6/1997, ditolak ~ PPTSP  mengirimkan  surat
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor |Keterangan : pengembalian dokumen ( loket 4);
1018/Kpts/Kp.430/12/1998; *).Untuk non perizinan  yang 7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan
pengurusan permohonannya yang dapat diselesaikan oleh pemohon,
dikuasakan kepada pihak lain, maka Kepala PPTSP menyampaikan surat
pengambilan sertifikat izin tetap kepada ~ pemohon  untuk  segera
dilakukan langsung oleh pemohon menyelesakan  permasalahannya.  Jika
izin. persoalan selesai maka proses perizinan
dilanjutkan.
8. Pemberian dokumen non perizinan kepada

pemohon di loket 4.
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75. | PENGELOLAAN INFORMASI | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 = 1. Masyarakat mendatangi loket Informasi dan | Pelayanan Surat jawaban
tentang Pelayanan Publik; Pengaduan (loket 2); informasi atas masalah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2. Untuk informasi yang memerlukan jawaban | dilakukan pengaduan
2005 tentang Pedoman Penyusunan secara teknis dilakukan koordinasi dengan | dalam waktu ditandatangani
dan Penerapan Standard Pelayanan bidang/SKPD teknis; yang oleh Kepala
Minimal ; 3. Menyampaikan informasi/jawaban kepada | sesingkat- Badan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor pihak yang berkepentingan; singkatnya Penanaman
24 Tahun 2006 tentang Pedoman maksimal 1 Modal Dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (satu) hari Pelayanan
Satu Pintu; kerja. Terpadu
76. | PENGELOLAAN 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | Mengisi formulir pengaduan dengan | 1. Mengisi format pengaduan di loket Informasi | Pengaduan Surat jawaban
PENGADUAN MASYARAKAT tentang Pelayanan Publik; mencantumkan identitas yang jelas dan Pengaduan (loket 2); diselesaikan atas masalah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2. Petugas loket melakukan entry data/ di loket | dalam waktu pengaduan
1) Pengaduan Langsung 2005 tentang Pedoman Penyusunan Informasi dan Pengaduan (loket 2);. yang ditandatangani
dan Penerapan Standard Pelayanan 3. Koordinasi dan analisis penyebab masalah | sesingkat- oleh Kepala
Minimal ; pengaduan bersama pihak terkait untuk | singkatnya Badan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor penetapan tindakan; maksimal 10 Penanaman
24 Tahun 2006 tentang Pedoman 4. Menyampaikan informasi/jawaban kepada | (sepuluh) hari Modal Dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pihak yang menyampaikan pengaduan; kerja Pelayanan
Satu Pintu; 5. Konfirmasi kepuasan masyarakat atas Terpadu
jawaban masalah pengaduan.
' Menginformasikan identitas yang jelas | 1. Masyarakat menghubungi penyelenggara .

2) _H ﬂ:%%:ﬂ.wu: L ”Ao%mam _ petugas  yang menerima PTSP melalui media seluler atau kotak M_Msm_momw_h_whs mmmmﬂs_mmm%wn:
(melalui telepon, MR P 2 wwnmmmmm:__g_mx:xm: entry datafinformai | 92/2m waktu pengaduen
handphone, e-mail, pengaduan; yang ditandatangani
faximile, kotak pengadu- 3. Koordinasi dan analisis penyebab masalah m.mm___“nﬂa. m_mn Kepala
uan, website) pengaduan bersama pihak terkait untuk Mwmm.m:“uma vM.“”ms%

penetapan tindakan; ;

4. Menyampaikan informasi/jawaban kepada mwwc_cz o WMMm_man
pihak yang menyampaikan pengaduan; L T y d

5. Konfirmasi kepuasan masyarakat atas s

jawaban masalah pengaduan.

®
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77. | PENDAFTARAN 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | 1. Surat Permohonan Pendaftaran yang |1. Pengambilan formulir permohonan pendaftaran| 1 (satu) hari Tanpa biaya | Kepala Badan
PENANAMAN MODAL tentang Pajak Penghasilan; ditanda tangani diatas materai yang | penanaman modal di loket perizinan| kerja Penanaman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun cukup; penanaman modal (loket 1); atau Modal dan
1983 tentang Kepabeanan; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi| Mengakses melalui SPIPISE untuk memperoleh Pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun perseorangan; berkas permohonan pendaftaran penanaman Terpadu
2003 tentang Ketenaga Kerjaan; 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan| modal.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun dan Perubahannya beserta pengesahan |2. Pengajuan berkas permohonan di loket
2004 tentang Pemerintahan Daerah; dari Menteri Hukum dan HAM, bagi| pelayanan penanaman modal (loket 1); atau
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun | badan; Pengajuan berkas permohonan melalui SPIPISE
2007 tentang Penanaman Modal; 4, Rekaman  NPWP  baik  untuk| yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun perseorangan maupun badan usaha; (persyaratan). Apabila terdapat dokumen yang
2007 tentang Perseroan Terbatas; 5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0| tidak dapat disampaikan secara elektronik, maka
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun | yang dilampiri KTP/tanda identitas pihak| pemohon harus menyampaikan dokumen fisik
2008 tentang Usaha Mikro Kecil; yang  diberi  kuasa  (apabila| kepada BPMPT.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 penyampaian berkas permohonan tidak | 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, benar
Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai |  dilakukan sendiri oleh pemohon) *) dan sah diterima kemudian dilakukan
Dampak Lingkungan; Keterangan : pencatatan dan diterbitkan tanda terima
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 |*) Untuk non  peirizinan  yang permohonan;
Tahun 1997 tentang Kemitraan; pengurusan permohonannya 4. Jika Berkas permohonan dinyatakan belum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 | dikuasakan kepada pihak lain, | lengkap, benar dan sah maka pengajuan
Tahun 2005 tentang Pedoman | pengambilan sertifikat izin tetap permohonan akan ditolak atau dikembalikan;
Penyusunan dan Penerapan Standart | dilakukan langsung oleh pemohon |5 Dokumen Persetujuan Penanaman Modal
Pelayanan Minimal; izin. Surat Kuasa disediakan BPMPT. disampaikan kepada pemohon/dan  atau
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun penerima kuasa dengan memunjukkan tanda
2007 tentang  Failitas  Pajak terima permohonan.
Penghasilan untuk Penanaman Modéal
di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45
tentang Pemberian Insentif ddan
Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2007 tentang Kriter Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka, sebagaimana
telah  diubah dengan  Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal,
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun
1995 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun
2000 tentang Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 tentang
Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal;

o_..smc:nxm_, i m. al mé
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